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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

L.

BUPATI SUMEDANG,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
landasan penyusunan kebijakan umum anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon
anggaran sementara dalam rangka penyusunan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 dihasilkan melalui proses Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang dilakukan pada Tahun
2021;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 385);

28. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 64);

36. Peraturan ...
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8§,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2021 Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun
2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang omor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 4);

44, Peraturan ...
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 8);

45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2021;

46. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1,

2

10.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (dua puluh) tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

11. Tujuan ...



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

o4

22,

23.

24.

25.

=g

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima
tahunan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (outpuf), hasil
(outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam
periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

26. Rencana ...
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Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan
Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang
digunakan dalam pembangunan, optimalisasi, penggunaan
sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam
upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target
pembangunan nasional.

BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Kedudukan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen

(2)

perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat uraian
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan
untuk kurun waktu satu tahun.

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat uraian kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun
waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

R Q0T

BAB I Pendahuluan;

BAB Il  Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BABIII Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BABV  Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:dan
BAB VII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah RKPD Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan KUA serta

PPAS Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2022.

(2) RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman penyempurnaan

rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

BABIII ...
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BAB II1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang

HMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Juli 2021
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BAB 1
PENDAHULUAN

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2022

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

bahwa rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Merupakan penjabaran dari

RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai
dengan kewenangannya dengan prinsip — prinsip meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional,

2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah;

4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing —
masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan
nasional.

Tata cara penyusunan RKPD mengacu kepada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

< BAB I / RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 BSEy|



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa
tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal
RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir
RKPD dan penetapan RKPD.

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 merupakan tahun keempat
dari pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023. Yang sebagaimana diketahui RPJMD 2018-2023 akan
dilaksanakan Perubahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang isinya juga mengatur tentang
tata cara Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah), maka penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang tetap
harus menjadikan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
Sumedang yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam
rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah (Pasal 3 Permendagri 86/2017).

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 memuat
perubahan Tema, Isu strategis, Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan,
Nomenklatur Klasifikasi, kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana telah disusun
Rancangan Teknokratis Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang pada saat
ini dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2022.

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini sangat strategis dalam
menentukan arah dan kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022, yang
selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun
anggaran 2022 serta APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan proses-nya, penyusunan RKPD disusun dengan
menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yaitu meliputi

pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-
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atas. Dengan terbitnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa seluruh kegiatan
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menggunakan sistem
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendekatan teknokratis dalam
penyusunan RKPD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah,
kemudian pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD. Selanjutnya
pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RKPD disusun
dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat,
mengarah pada percepatan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan
Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan
menuangkan program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang merupakan
terjemahan dari visi misi kepala daerah dan melibatkan DPRD dalam
pembahasan penyusunan RKPD.

Pada masa pandemi Covid-19, proses Musrenbang dilakukan secara
virtual. Demikian pula dengan koordinasi sinkronisasi kebijakan dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan secara virtual.
Walaupun demikian, diharapkan proses ini tidak mengurangi kualitas dan
nilai kebermanfaatan dokumen RKPD Tahun 2022.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, disertai
dengan semangat nilai filosofis Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) yaitu
“Insun Medal Insun Madangan”, serta nilai manajerial SPBS “Rayawan Jati
Sunda”, diharapkan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini
dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip berkeadilan,
berkelanjutan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan
kesinambungan kemajuan pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan
dapat bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat Sumedang yang
sejahtera lahir dan batin.

Dalam tahap proses penyusunan RKPD Tahun 2022, Pemerintah
Kabupaten Sumedang masih dihadapkan dengan penanganan Vidus COVID-
19 yang masih tinggi penyebarannya dan munculnya virus varian baru
dibeberapa negara termasuk Indonesia walaupun masih belum tinggi
peneyebarannya tapi tetap harus diantisipasi penyebarannya. Penyebaran
Virus COVID-19 Tahun 2022 diharapkan dapat terkendali seiring dengan

vaksinasi terhadap seluruh masyarakat sudah terealisasi. Dengan adanya
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vaksinasi merupakan harapan yang sangat besar dalam pemulihan ekonomi
yang terpuruk selama ini

Penentuan prioritas pada Tahun 2022 menitik beratkan kepada sektor-
sektor yang memiliki korelasi untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat, menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran dan
mengurangi ketimpangan wilayah. Maka Prioritas pembangunan pada RKPD
Tahun 2022 terdapat perubahan yaitu 1) Revolusi Mental, 2) Akselerasi
Pelayanan Dasar, 3) Penguatan Ketahanan Daerah, 4) Akselerasi Pemulihan
Ekonomi, dan 5) Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola

Pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini
berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

5. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);
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10.

11.

12.

13.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunn 2022 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor ...... Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor ...... );

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten
Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedag Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 — 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Nomor 5);

34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang
Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 113);

35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2015 Nomor 114).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang berpedoman
pada RPJPD. Dokumen RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
dimana dalam penyusunannya simultan dengan penyusunan RKPD. Lebih
lanjut dalam hubungannya dengan RKP, dokumen RKPD diserasikan dengan
RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022
dilakukan dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yaitu RKP
Tahun 2022 yang berisi input rencana seluruh Kementerian dan Lembaga
Pemerintah non Kementerian. Lebih lanjut dalam konteks daerah, dokumen
RKPD Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka
menengah sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022

menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
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Tahun 2022. Kemudian dokumen RKPD juga menjadi pedoman penyusunan
rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022. Dengan
demikian dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 menjadi bagian
tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan
pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
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Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di
atas yang bersifat A-Spasial perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen
perencanaan spasial yakni dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR

Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW
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Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, selanjutnya perlu juga
diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah tetangga.

Dalam konteks penyusunan dokumen RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD, bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman kepada
RPJPD, kemudian dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJPD dan RPJMD, maka korelasi antara RKPD dengan
dokumen perencanaaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya
dengan dokumen RPJPD dan RPJMD yang sama-sama dijadikan pedoman
dalam penyusunan RKPD. Secara skematik uraian keselarasan dokumen

spasial dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan
A-Spasial
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1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun

2022 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh

seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022, yang

didalamnya memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program

pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi

pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang

Tahun 2022 adalah:

1.

10.

Sebagai acuan bagi DPRD Kabupaten Sumedang, seluruh kepala
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;

Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS
Kabupaten Sumedang;

Sebagai bahan penetapan program untuk masing-masing urusan
pemerintahan dalam rangka pencapaian target kinerja;

Sebagai alat koordinasi, integrasi dan sinergi pembangunan baik antar
perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

Sebagai salah satu bentuk pemberian jaminan kepastian kebijakan
pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

Sebagai tolak ukur penilaian dan evaluasi kinerja setiap perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (penyusunan
LKPJ, LPPD dan LKPD);

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang responsif, kondusif
dan  partisipatif dalam melaksanakan pembangunan yang
berkelanjutan;

Sebagai pemersatu untuk menggerakan dan mengerahkan seluruh
stakeholder dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten
Sumedang;

Sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara
Pemerintah Kabupaten Sumedang, pelaku usaha, masyarakat,
komunitas, akademisi dan pemerintah daerah lainnya;

Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
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1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun

2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen
RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD,
Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau
Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan
penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada
sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan
dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan
RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,
seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan
RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan

dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.
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1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.

2.1.1.

Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis serta gambaran umum kondisi daerah yang menunjang
perencanaan pembangunan daerah. Sub bab ini memuat beberapa
bahasan antara lain:

Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi
daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana
dan luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan

Kab/kota/kec/desa dan kelurahan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.

2.1.4.

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan
penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.
Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan
penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.
Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan
pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
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ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan

penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat

menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai fokus kemampuan ekonomi daerah,

fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya

manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan

pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu

dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra

Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau

dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang

berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh

program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian

target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja

program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi

mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program atau kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD
dan kinerja pembangunan daerah

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Setelah menguraikan deskripsi sub bab ini dicantumkan tabel

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun

berjalan dan realisasi RPJMD.
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2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi mengenai uraian rumusan
umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya terkait
dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD
di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi

yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan
pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan
dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi
permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu
dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.
Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus
konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam

permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi
daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber
dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam
dokumen RPJMD provinsi / kabupaten / kota.Arah kebijakan ekonomi
daerah ditujukan untuk meng-implementasikan program dan mewujudkan
visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung
untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan pada tahun rencana.
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3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah
Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan

belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan

kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan
S (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 pada
dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun

rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili

aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja

Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
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BAB 11

GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022
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2.1.

FPERATURANR EFFATI NDAMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KER.JA PEMERINTAH DAERAH |RKFD| KABUFATEN SUMEDANG

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Aspek Geografi

LAMPIRAN

TAHUN 2032

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat

06034’46,18”-7900’56,25” Lintang Selatan dan 107°901°45,63”- 108°12°59,04”

Bujur Timur.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Sumedang
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Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang

adalah sebagai berikut :

Batas Wilayah :

a) Sebelah Utara
b) Sebelah Timur
c) Sebelah Barat
d) Sebelah Selatan

Kabupaten Indramayu;

Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya;

Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung;

Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
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Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan
pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang.
Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas
permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunng Tampomas dengan
ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Luas Wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26
kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang
paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede (7,31%) dari total luasan
Kabupaten Sumedang, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah
Kecamatan Cisarua (0,93%). Adapun luas wilayah per Kecamatan,
sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Sumedang

No Kecamatan Luas (Ha)| Desa | Kelurahan| Presentase
1 | Wado 7.334 10 4,71%
2 | Jatinungggal 6.311 9 4,05%
3 | Darmaraja 5.403 12 3,47%
4 | Cibugel 4.999 7 3,21%
5 | Cisitu 6.398 10 4,10%
6 | Situraja 5.666 15 3,64%
7 | Conggeang 11.220 12 7,20%
8 | Paseh 3.382 10 2,17%
9 | Surian 7.645 9 4,90%
10 | Buahdua 11.149 14 7,15%
11 | Tanjungsari 4.319 12 2,77%
12 | Sukasari 3.899 7 2,50%
13 | Pamulihan 5.367 11 3,44%
14 | Cimanggung 4.298 11 2,76%
15 | Jatinangor 2.562 12 1,64%
16 | Rancakalong 5.596 10 3,59%
17 | Sumedang Selatan 9.659 10 4 6,20%
18 | Sumedang Utara 3.132 10 3 2,01%
19 | Ganeas 2.525 8 1,62%
20 | Tanjungkerta 4.393 12 2,82%
21 | Tanjungmedar 6.688 9 4,29%
22 | Cimalaka 4.755 14 3,05%
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No Kecamatan Luas (Ha)| Desa | Kelurahan| Presentase
23 | Cisarua 1.450 7 0,93%
24 | Tomo 7.592 9 4,87%
25 | Ujungjaya 8.738 9 5,61%
26 | Jatigede 11.392 11 7,31%
Jumlah 155.872 | 270 7 100%

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang Dalam Angka Tahun 2021

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan

pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang.

Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas

permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas

dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

1.

0-8 %, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area
sekitar 12,24 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat

laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;

. 8-15 %, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area

sekitar 5,37 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara,
barat laut dan bagian barat daya;

15-25 %, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan
komposisi area mencakup 51,68 %. Kemiringan lereng tipe ini paling
dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di
bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan

bagian barat;

. 2540 %, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area

sekitar 31,58 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten

Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;

. Lebih dari kemiringan 40 %, merupakan daerah bergunung dengan luas

area mencakup sekitar 11,36 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di
wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian
barat daya. ik

E

Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW

Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2

dibawah ini.
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Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang

Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018- 2038

Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan
adalah 24,70°C, dengan curah hujan rata-rata 2.570 mm, adapun curah
hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Januari. Kondisi iklim mikro
sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang
namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal
yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi
siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan
Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya
kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut
dapat dilihat pada Gambar di bawah ini terkait dengan persebaran curah
hujan di wilayah Kabupaten Sumedang.

Dengan klasifikasi curah hujan yang terbagi menjadi 7 kategori, yaitu
pada Tabel 2.2 berikut
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Tabel 2.2
Klasifikasi Curah Hujan di Kabupaten Sumedang

1 1500 - 2000 mm 1,35
2 2000 - 2500 mm 15.956,44
3 2500 - 3000 mm 59.443,31
4 3000 - 3500 mm 55.375,50
5 3500 - 4000 mm 19.563,93
6 4000 - 4500 mm 4.487,64
7 4500 - 5000 mm 1.656,91

Sumber: id.climate-data.org, hasil pengolahan 2020

Gambar 2.3
Curah Hujan Kabupaten Sumedang
berdasarkan Bulan pada Tahun 2019
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Sumber : id.climate-data.org, dioolah

Berdasarkan Tabel 2.3, bulan Oktober adalah bulan terhangat
sepanjang tahun. Suhu di Oktober rata-rata 25.3 °C. Sedangkan pada bulan
Juli, suhu rata-rata adalah 24.1 °C yang merupakan suhu rata-rata terendah

sepanjang tahun.
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Tabel 2.3
Suhu Udara Kabupaten Sumedang

Bulan Suhu rata- Suhu maksimum Suhu minimum
rata (°C) rata-rata (°C) rata-rata (°C)
Januari 24,5 20,5 28,6
Februari 24,5 20,3 28,7
Maret 24,6 20,3 29,0
April 24,9 20,4 29,5
Mei 24,9 20,3 29,6
Juni 24,4 19,3 29,5
Juli 24,1 18,9 29,3
Agustus 24,3 18,7 29,9
September 24,8 19,1 30,5
Oktober 25,3 19,8 30,8
November 25,1 20,3 29,9
Desember 24,8 20,4 29,3°
Rata-rata 24,7 19,9 29,6
tahunan

Sumber : id.climate-data.org, diolah ( 2020 )

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan didalam pengendalian
dan pengaturan tata air wilayah tersebut. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten
Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten, dimana
sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten
Sumedang dan wilayah kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut
meliputi :

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai
Cipunagara;

2. WS Cipanas terkait dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten
Majalengka adalah Sungai Cipanas, Sungai Cigalagah, dan Sungai
Cikandung;

3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh
dan Sungai Citarik (relatif kecil);

4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka

adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.
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Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang

PETA HIDROLOGI KABUPATEN SUMEDANG

Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah
Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 DAS dengan 6 Sub DAS,
yaitu :

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub
DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;

2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;

3. DAS Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung; dan

4. DAS Cipanas.
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Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang
pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung,
dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan,
sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula
erosi yang terjadi pada sungai- sungai setempat sedangkan banjir sering
terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan
lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan
Cimanggung) dan Kecamatan Jatinangor, sedangkan untuk wilayah timur
yaitu kecamatan Tomo dan Ujungjaya yang merupakan lintasan Sungai
Cimanuk pada saat meningkatnya debit air tentunya terjadi banjir di
beberapa titik dan untuk wilayah Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang
Selatan terdapat beberapa titik yang sering terjadi banjir terutama pada saat
musim hujan serta adanya peningkatan debit air pada sungai Cipeles.
Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya
banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan
pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan
dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam
batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan
merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah
disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi
(perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan
terhadap kemiringan lerengnya), tataguna lahan, morfologi, dan kegempaan.
Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar
Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta,
Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Rancakalong.
Sedangkan di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar, berada di
Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan

Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel di

bawah ini.
Tabel 2.4

Kawasan Rawan Bencana

No Kawasan Lokasi Keterangan

Bencana
1 | Gerakan Tanah | Tersebar di sebagian wilayah Luas kurang
kabupaten lebih 21.612
Ha

2 | Banjir a. Kecamatan Jatinangor;
b. Kecamatan Cimanggung;
c. Kecamatan Ujungjaya; i
d. Kecamatan Tomo;
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Kawasan q
No Lokasi Keterangan
Bencana

e. Kecamatan Sumedang Utara;
dan
Kecamatan Sumedang
Selatan.

Kecamatan Cimanggung;
Kecamatan Cimalaka;
Kecamatan Cisarua; -
Kecamatan Ujungjaya; dan
Kecamatan Wado.
Kecamatan Jatinangor;
Kecamatan Cimanggung;
Kecamatan Pamulihan;
Kecamatan Tanjungsari;
Kecamatan Sukasari;
Kecamatan Rancakalong;
Kecamatan Sumedang Utara;
Kecamatan Sumedang
Selatan;

Kecamatan Ganeas;
Kecamatan Cisarua,;
Kecamatan Cimalaka;
Kecamatan Paseh;

. Kecamatan Tanjungkerta;
Kecamatan Tanjungmedar;
Kecamatan Situraja;
Kecamatan Cisitu;
Kecamatan Darmaraja;
Kecamatan Wado;
Kecamatan Jatinunggal;
Kecamatan Jatigede;
Kecamatan Tomo;
Kecamatan Ujungjaya;
Kecamatan Conggeang;
Kecamatan Buahdua; dan

. Kecamatan Surian.
Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

=

3 | Puting Beliung

4 | Gempa Bumi
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Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat

pada gambar 2.5 dibawah ini:
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Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang

~_ N B A

Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038
2.1.1.2. Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2020 semester II mengenai
Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga yang tersebar
di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten
Sumedang sebanyak 1.159.454 jiwa yang terdiri atas 584.770 jiwa penduduk
laki-laki dan 574.684 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah
penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4.996
jiwa. Dengan besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap
penduduk perempuan sebesar 101,75, dapat dikatakan bahwa dalam 100
penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk
kepadatan penduduk mencapai angka 744 jiwa per Km?2 dan wilayah terpadat
terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.245 jiwa
per Km?2.

Pertambahan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Cimanggung
sebanyak 1.889 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di

Kecamatan Conggeang dengan pengurangan penduduk sebanyak 403 jiwa.
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Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas

Tabel 2.5

Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2020
No Kecamatan Pjscﬁgﬂk W];;?;Zh 5?\527;?1% Pertumbuhan
(Jiwa) (Km?)
1 | Wado 44.064 84,27 523 542
2 | Jatinunggal 45.893 72,12 636 439
3 | Darmaraja 36.978 49,38 749 (70)
4 | Cibugel 24.646 59,52 414 252
5 | Cisitu 30.481 65,03 469 (151)
6 | Situraja 42.095 43,23 974 (136)
7 | Conggeang 28.928 106,98 270 (403)
8 | Paseh 38.141 31,62 1,206 (311)
9 | Surian 11.623 70,88 164 27
10 | Buahdua 32.934 107,68 306 60
11 | Tanjungsari 84.128 44,86 1,875 488
12 | Sukasari 33.187 41,82 794 1.147
13 | Pamulihan 61.845 50,70 1,220 1.045
14 | Cimanggung 86.799 55,55 1,563 1.889
15 | Jatinangor 90.861 31,60 2,875 387
16 | Rancakalong 40.788 55,07 741 323
17 | Sumedang Selatan 80.590 92,51 871 63
18 | Sumedang Utara 98.636 30,40 3,245 354
19 | Ganeas 25.915 22,90 1,132 (343)
20 | Tanjungkerta 34.524 43,72 790 (341)
21 | Tanjungmedar 26.272 60,67 433 123
22 | Cimalaka 62.008 43,29 1,432 (137)
23 | Cisarua 20.860 17,71 1,178 (132)
24 | Tomo 23.465 84,74 277 79
25 | Ujung Jaya 31.385 86,23 364 (338)
26 | Jatigede 22.408 106,24 211 140
Total Kabupaten 1.159.454 1.558,72 744 4.996

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020)
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Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis

berdasarkan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.6.

Gambar 2.6
Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020)

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga,
Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda.
Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 — 19 tahun)
sebesar 32,04 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 — 64
tahun) berjumlah 67,46 persen, dan jumlah penduduk lansia ( 2 65 tahun)
tergolong kecil yaitu 8,79 persen. Hal ini merupakan bonus demografi bagi
Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini
dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan
implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian
dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda
yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan
peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga
digunakan untuk melihat angka beban tanggungan (ABT). Pada tahun 2020
ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 48 persen. Angka ini dapat
menyimpulkan bahwa terdapat 48 orang usia tidak produktif yang
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ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang.
ABT tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan
kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik
mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2020
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk penduduk laki-laki
jumlah terbesar berada pada rentang umur 15 - 19 Tahun sebanyak 48.7917
jiwa dengan proporsi sebesar 4,20%, dan jumlah penduduk Laki-laki
terendah berada pada rentang umur 70-74 Tahun sebanyak 11.751 jiwa atau
sebesar 1,01%. Begitu pula bagi penduduk perempuan, jumlah terbesar
berada direntang usia 15 — 19 Tahun sebanyak 47,258 jiwa atau 4,07% dari
jumlah total penduduk perempuan, sedangkan jumlah terkecil berada
direntang usia 70 — 74 Tahun sebanyak 12.719 jiwa atau 1,09%.

Rentang usia produktif yang berada pada usia 15 — 49 Tahun, melihat
tabel di atas merupakan keuntungan bagi Kabupaten Sumedang, karena
jumlah usia produktif tersebut jumlahnya di atas jumlah usia tua. Komposisi

penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi
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kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan
sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri,
dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang
tersedia.

Dari total jumlah penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2020,
persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar
94,74% dari penduduk yang wajib mempunyai KTP, dengan persentase data
ganda atau anomali sebesar 0,35%, sehingga penduduk yang tidak
mempunyai KTP di Kabupaten Sumedang terhitung relatif rendah. Hal ini
meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang

kependudukan, yaitu di skor 80,18.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator
Impact/ Makro)

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus
juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek
pemerataan menjadi  pertimbangan penting dalam = keberhasilan
pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang
menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten

Sumedang.

PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020
mencapai Rp35,490 trilyun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
sebesar Rp51,12 milyar atau sekitar 0,14%. Sedangkan PDRB Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2020 sebesar Rp23,665 trilyun atau turun 1,12% dari
tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar

Harga Berlaku dan Konstan disajikan pada Gambar 2.8.
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Gambar 2.8
Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
(trilyun rupiah)
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)

Berdasarkan grafik di atas, terdapat kontradiksi antara pertumbuhan
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan pada Tahun 2020. PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami kenaikan, sedangkan PDRB Atas

Dasar Harga Konstan mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kontribusi yang
diberikan oleh sektor-sektor usaha yang terdapat di Kabupaten Sumedang.
Secara umum kontribusi terbesar terhadap PDRB didominasi oleh 4 (empat)
kategori lapangan usaha, yaitu 1) sektor Industri Pengolahan; 2) sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 3) sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta 4) sektor Konstruksi. Sejak
Tahun 2019 terjadi pergeseran peranan tertinggi dalam PDRB Kab.
Sumedang yaitu peranan Industri Pengolahan yang mampu melebihi peranan

sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Berdasarkan Gambar 2.9, di antara keempat lapangan usaha tersebut,
hanya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Tahun 2020 mengalami
pertumbuhan positif, sedangkan 3 sektor lainnya mengalami penurunan
pertumbuhan. Meski demikian, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan (19,81%) belum menggeser posisi industri Pengolahan sebagai
sektor dengan persentase distribusi tertinggi (20,02%). Dari 17 sektor
lapangan usaha, 12 sektor mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami
penurunan paling tinggi sebesar minus 7,78%; diikuti sektor Jasa

Perusahaan menurun sebesar 6,73%; sektor Transportasi dan Pergudangan
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menurun sebesar 6,57%; sektor Real Estate menurun sebesar 5,21%; dan

sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menurun sebesar 4,50%.

Gambar 2.9
Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha
Tahun 2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang, diolah (2021)

PDRB juga dipengaruhi oleh komponen-komponen lain, diantaranya
Komponen Pengeluaran. Pada Gambar 2.10 dapat dilihat bahwa Komponen
Pengeluaran Rumah Tangga masih memdominasi PDRB, yang diikuti oleh
Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Gambar 2.10
PDRB Berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2010 - 2020
(persen)
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)
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Jika dilihat dari Gambar 2.11, Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Sumedang senantiasa mengalami percepatan. Namun Tahun
2020 merupakan tahun terjadinya bencana nasional berupa pandemik
COVID-19 membuat perekonomian Kabupaten Sumedang mengalami
pertumbuhan negatif sebesar 1,12%. Angka tersebut masih lebih baik dari
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa yang berada pada angka minus 2,44%
dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar minus 2,07%

Gambar 2.11
Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat
dan Kabupaten Sumedang
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)

Gambar 2.12 menunjukkan bahwa lapangan usaha dengan
pertumbuhan tertinggi di Tahun 2020 adalah sektor Informasi dan
Komunikasi sebesar 22,90%. Lapangan usaha lain yang memiliki
pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sektor Jasa Pendidikan sebesar
3,24%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,23%, sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,82% dan sektor
Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,41%. 12 sektor lainnya mengalami

penurunan pertumbuhan.
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Gambar 2.12
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2011-2020
(persen)

25.00

20.00

15.00

10.00

5.0

o

(5.00)

(10.00)

|
|

2015 2016 2017

M Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
M Industri Pengolahan

B Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

B Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor B Transportasi dan Pergudangan

B Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
M Jasa Keuangan dan Asuransi

H Jasa Perusahaan

i Jasa Pendidikan

M Jasa Lainnya

MLMMIJHLI Sl

2018

o
[

B Pertambangan dan Penggalian
Pengadaan Listrik dan Gas

M Konstruksi

B Informasi dan Komunikasi
M Real Estate
B Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)

0a0 11 & REPD Eatupoten Suredanig Taiiun 2022

II-18




PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan
pada rentang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020. PDRB per kapita
Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp35,49 juta
meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian PDRB per kapita
Kabupaten Sumedang masih berada dibawah PDRB per kapita Provinsi Jawa
Barat sebesar Rp41,81 juta, sebagaimana dapat dilihat pada di bawah ini.

Gambar 2.13
Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Sumedang
(juta rupiah)
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)

Jika diamati pada Gambar 2.14, Kabupaten Sumedang berada di bawah
garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat
kesejahteraan masyarakat Sumedang masih berada di bawah tingkat

kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara umum.
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Gambar 2.14
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)

Pada Tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang mencapai
10,26% atau naik sekitar 1,21 poin dari tahun sebelumnya dengan kisaran

penduduk sekitar 118 ribu jiwa.

Gambar 2.15
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Sumedang Tahun 2010 - 2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020
mengalami peningkatan sebesar 14,2 ribu jiwa dari tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan daerah perbatasan Kabupaten Sumedang,
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pada Tahun 2020 penduduk miskin terendah terdapat di Kota Bandung
dengan jumlah 100 ribu jiwa, kemudian penduduk miskin kedua terendah
adalah Kabupaten Sumedang, pada urutan ketiga ditempati Kabupaten
Majalengka sebesar 138,20 ribu jiwa. Hal tersebut sebagaimana pada Gambar
berikut

Gambar 2.16
Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang dan Daerah Perbatasan
Tahun 2018-2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Masih pada Gambar 2.16, bahwa indeks Gini di Kabupaten Sumedang
menunjukkan peningkatan 0,040 poin dari 0,344 di Tahun 2019 menjadi
0,384 di Tahun 2020. Hal ini bermakna terjadi peningkatan ketimpangan
pendapatan di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut capaian Indeks Gini
Kabupaten Sumedang masih lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Barat
(0,403 pada Tahun 2020) dan capaian nasional (0,391 pada Tahun 2020).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-Pl), merupakan
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-
rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, Indek kedalaman
kemiskinan di Kabupaten Sumedang untuk 10 Tahun ini dengan capaian
fluktuatif dan Tahun 2020 sebesar 1,72% lebih tinggi 0,59% dari Provinsi

Jawa Barat dengan capaian 1,13%.
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Gambar 2.17
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)

Gambar 2.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan
informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk
miskin. Indek keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang untuk 10
Tahun terakhir terjadi sangat fluktuatif dan Tahun 2020 sebesar 0,42% lebih

tinggi 0,19% dari Provinsi Jawa Barat dengan capaian 0,23%.
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Gambar 2.19
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sumedang jika
dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Tahun 2020 berada di
peringkat 3 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.20
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
di Jawa Barat

Tahun 2020
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2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan
pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga
dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup
yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat yang
diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level
pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan
sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhitungan IPM menggunakan beberapa komponen antara lain usia
harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan sekolah dan

pengeluaran per kapita. Data komponen IPM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020

Tahun

No | KomponenIPM |™5515 [ 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Asia Harapan

1 Hidup (AHH) 71,91 71,96 72,00 72,14 72,29 72,43
Harapan Lama

2 | Sekolah (HLS) 12,9 12,91 12,93 12,94 12,96 12,97
Rata-rata Lama

3 | Sekolah (RLS) 7,66 7,72 7,98 8,17 8,27 8,51
Pengeluaran Per

4 | Kapita (ribu 9,279 9,339 9,569 9,570 10,410 10,220
rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan
hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang
untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup
mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena
seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi
kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten
Sumedang terus mengalami kenaikan. UHH Kabupaten Sumedang Tahun
2020 mencapai 72,43 tahun, ini berarti rata-rata jumlah tahun yang akan
dijalani oleh penduduk yang lahir menjelang Tahun 2020 mempunyai
harapan usia sampai 72,43 tahun atau lebih lama 0,14 tahun dari tahun
sebelumnya. Perkembangan UHH mengalami tren positif walaupun
peningkatannya tidak terlalu besar. Peningkatan UHH dapat berindikasi

adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses
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dan kualitas pelayanan kesehatan, walaupun peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat di Sumedang masih lebih lambat dari pada Provinsi
Jawa Barat pada umumnya dan cenderung semakin tertinggal. Lambatnya
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumedang
memberikan motivasi kepada pelaku di bidang kesehatan untuk
meningkatkan pelayanannya. Pelayanan prima yang diberikan kepada
masyarakat tergambar dari indeks kepuasan masyarakat dalam bidang
kesehatan. Saat ini IKM di bidang kesehatan mencapai poin 82,5.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya
sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk
mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
Komponen HLS berdasarkan data di atas setiap tahunnya mengalami
peningkatan rata-rata sekitar 0,02 tahun setiap tahunnya. Sehingga dapat
diperkirakan untuk anak di Tahun 2020 yang berusia 7 tahun dapat memiliki
harapan menikmati pendidikan selama 12,97 tahun untuk sampai jengjang
diploma lebih lama 0,02 tahun dari tahun sebelumnya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan
oleh penduduk wuntuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung
berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25
tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan
sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat. Tahun 2020 RLS
Kabupaten Sumedang sebesar 8,51 tahun, ini berarti rata-rata penduduk
yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8,51
tahun atau lebih lama 0,24 tahun dari Tahun 2019. Ini berarti kualitas
pendidikan di Kabupaten Sumedang mengalami perbaikan.

Salah satu indikator membaiknya IPM adalah meningkatnya standar
hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran
per kapita ini dapat dihitung dengan keseimbangan kemampuan belanja
masyarakat. Tahun 2020 pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten
Sumedang sebesar Rp15.256.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh
enam ribu rupiah). Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten
Sumedang selama setahun sebesar = Rpl5 juta-an dan mengalami
peningkatan sebesar Rp3,59 juta-an dari tahun sebelumnya.

Target capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang
diharapkan terus meningkat setiap tahunnya, dengan tujuan target tersebut

melebihi capaian IPM Provinsi Jawa Barat. IPM Kabupaten Sumedang masih
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berada pada urutan ke-12 di Jawa Barat, sedikit tertinggal dari IPM Nasional

dan IPM Provinsi Jawa Barat. Seperti pada Gambar 2.19.

Gambar 2.21
IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan
Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)

Capaian pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang mengalami
peningkatan tiap tahunnya, seieiring dengan tren kenaikan IPM secara
Nasional dan Provinsi. Selama 6 (enam) tahun terakhir, rata-rata
pertumbuhan capaian IPM di Kabupaten Sumedang (70,48) masih di bawah
rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Barat (70,94) dengan rata-rata
pertumbuhan IPM Nasional (70,99). Kabupaten Sumedang, walaupun pada
masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 mencapai IPM yang lebih baik dari

Tahun sebelumnya.
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Gambar 2.22
Perbandingan Capaian IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan
Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2020
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Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan
ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusia antara lak-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri
dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH)
Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan.
Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggunakan peran aktif
perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik sebagai indikatornya.

IPG Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan terbaik di Jawa
Barat dengan poin 95,18, bahkan Provinsi Jawa Barat hanya mendapat poin
89,20. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang,
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin setara atau

lebih baik dari Propinsi Jawa Barat.
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Gambar 2.23
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/ Kota
di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020
89.20

100 9518

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Bogo

) - =
c @
© X
o 9]
=} [aa]
(%]

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)
IDG Kabupaten Sumedang selama 4 (empat) tahun terakhir memiliki

o
Sumedang
Kota Bandung
Kota Cirelb o
Bandung ——
Kota Depok | —
Kota Bekasi
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Karawang
INdramay Ui
Sukabumi
Kota Ban;a
Kuningan -/ —
Ciamis
Purwakarta
Tasikmalaya
Majalengka
Cianjuir
Cirebon
Garut
Bandung Barat I ———

Pangandara

Kota Sukabumi m——

Provinsi Jawa Barat

rata-rata 70,09 atau lebih baik dari Jawa Barat yang rata-ratanya 69,99.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang, peran
perempuan dalam bidang ekonomi dan politik secara rata-rata lebih baik dari

peran perempuan dalam bidang ekonomi dan politik di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.24
Indeks Pemberdyaan Gender (IDG) Kabupaten/ Kota
di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2020
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Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya

manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara
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meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu
pendidikan harus terus diupayakan. Untuk mengetahui banyaknya
penduduk yang memanfaatkan fasilitas Pendidikan dapat dilihat dari
persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator Pendidikan di

Kabupaten Sumedang tersaji pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
APK, APM, dan Persentase Guru Berprestasi
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020 (%)

No. Uraian Tahun
2015 | 2016 2017 2018 [ 2019 | 2020
L. ﬁgfﬁf&%ﬁsépsﬁ 109,96 | 102,45 | 109,33 | 106,75 | 106,83 | 99,34
2. ﬁgfﬁf&%ﬁ?&f 86,54 | 89,23 | 96,60 | 103,42 | 103,62 | 97,96
3. ﬁfrﬁ‘ aggﬁ?iggﬁ 99,75 | 98,04 | 97,93 | 105,23 | 105,34 | 97,45
4. ﬁ?frlfj aggﬁ?igiﬁi 79,53 | 89,65 83,51 102,78 | 102,99 | 88,51
> }lj:l:lsgegzssir(t}ilfli{{isi n/a n/a n/a 65,03 63,26 | 90,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2021)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang
sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK
terdiri dari APK Paud, SD dan SMP. Tahun 2019 APK SD mencapai 106,83%
dan APK SMP mencapai 103,62%, namun di Tahun 2020 menurun di bawah
100%. APK SD menjadi sebesar 99,33% dan APK SMP menjadi sebesar
98,04%. Kemungkinan penyebab turunnya persentase APK SD dan APK SMP
ini karena adanya penurunan keterlibatan penduduk kelompok usia 7-12
tahun dan penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada
kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap
penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Tahun 2019 sebesar
105,34% dan mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar 7,89% menjadi
97,45%. Untuk APM SMP mengalami penurunan dari 102,99% di Tahun 2019
menjadi 88,58% di Tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan adanya
penurunan keterlibatan penduduk usia 7-12 Tahun dan 13-15 dari luar kota
yang bersekolah di Sumedang, serta adanya penduduk Sumedang usia 7-12
Tahun dan 13-15 Tahun yang bersekolah di luar Kabupaten Sumedang.

Peningkatan mutu pendidikan juga tak luput dari peran serta guru

sebagai pengajar/pendidik. Persentase guru di Kabupaten Sumedang yang

HaB IL  BEPD Hubupaley Swpedane Talun 2022 J1E9Ae)




bersertifikasi di Tahun 2019 sebesar 63,26% dan trennya meningkat di tahun
berikutnya menjadi 90,23%.

Indikator Kesehatan Kabupaten Sumedang dijelaskan melalui Angka
Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Desa Siaga Akif, Angka Kematian Bayi,
dan Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan sebagaimana tertera
pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2020

Tahun
No Uraian
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 |Balita Gizi Buruk (%) <1% | <1% | <1% <1% <1% | <1%
2 |Desa Siaga Aktif (%) 69 69 69 100 | 100 | 100
3 |Jumlah Kematian Bayi (jiwa)| 181 120 145 155 134 137
4 |Jumlah Kematian Ibu (jiwa) 84 111 22 16 13 21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2021)

Angka Jumlah Kematian Bayi pada Tahun 2020 sebesar 137 atau
mengalami kenaikan dari Tahun 2019 yang sebesar 134 jiwa bayi.

Adapun Angka Kematian Ibu (per 100.000 ibu melahirkan) menurut SPM
Kementerian Kesehatan ditetapkan O kasus, namun di Kabupaten Sumedang
kelahiran belum mencapai 100.000 sehingga indikator yang digunakan
adalah Jumlah Kematian Ibu (jiwa). Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 21
kasus kematian ibu, meningkat dari Tahun 2019 yang mencapai 13 kasus
kematian ibu. Hal ini disebabkan oleh tenaga kesehatan yang kurang untuk
menangani ibu melahirkan serta ketika terjadi komplikasi, rujukan ke Rumah
Sakit tidak memungkinkan sebab Rumah Sakit tengah berkonsentrasi untuk
perawatan Pasien COVID-19.

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan
melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial.
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Tabel 2.9
Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - Tahun 2020 (%)

Tah
No Indikator anun

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) 9,00 | 8,07 | 7,15 | 7,52 | 7,63 | 9,89

2 | Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja n/a [61,21 | 62,06 | 62,01 | 63,98 | 63,96

Sumber : BPS Sumedang (2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Sumedang
jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 433.386 orang dengan
jumlah TPT-nya di Tahun 2020 sebesar 9,89% jumlahnya meningkat dari
Tahun 2019 yang hanya 7,63%. Dengan demikian TPT di Kabupaten
Sumedang masih terbilang rendah walaupun mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya sebab jumlah angkatan kerja yang sudah mendapatkan
pekerjaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah
penggangguran. Namun demikian Kabupaten Sumedang tetap memberikan
perhatian khusus dalam hal mengurangi persentase TPT dengan terus
mengupayakan peningkatan kompetensi masyarakat pencari kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 mengalami kenaikan
sebesar 4,98% dari tahun sebelumnya sebesar 63,98% menjadi sebesar
68,96%. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh turunnya pertumbuhan

penduduk Kabupaten Sumedang di rentang usia 10 sampai dengan 14 tahun.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tolok ukur kinerja pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat,
salah satunya adalah keberhasilan pelestarian seni budaya dan pelaksanaan
olahraga. Pengarusutamaan kebudayaan dalam  berbagai aspek
pembangunan dinila penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Sumedang Puseur Budaya Sunda sebagai tanda keseriusan pemerintah
daerah Kabupaten Sumedang yang membangun daerahnya dengan

berlandaskan pada kebudayaan.
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2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Urusan Wajib

2.1.3.1. 1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki beberapa aspek yang merupakan fokus
urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten. Pemerintah Kabupaten/Kota
mempunyai kewenangan salah satunya adalah menangani pengelolaan
Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Untuk APK PAUD pada Tahun 2020 sebesar 80,60%, mengalami
penurunan dari Tahun 2019 yang sebesar 89,53%. Kelompok usia PAUD ini
berkisar antara 4-6 tahun, dan penurunan persentase APK PAUD di
Kabupaten Sumedang diindikasikan karena banyak rumah tangga yang
mempunyai anak rentang usia 4-6 tahun tidak mendaftarkan anaknya ke
PAUD, dikarenakan pada Tahun 2020 masih dalam kondisi pandemi Covid-
19 sehingga sekolah dilaksanakan melalui daring.

Gambar 2.25
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020 (%)
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)

2) Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non formal yang mencakup
program Paket A, B dan C dengan penekanan pada penugasan pengetahuan,
keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian

professional peserta didik. Pendidikan kesetaraan ini merupakan salah satu
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indikator utama Pimpinan Daerah di Kabupaten Sumedang, sehingga
menjadi kegiatan yang diprioritaskan. Data APK Pendidikan kesetaraan
Tahun 2019 hanya 1,63% saja dan di Tahun 2020 meningkat menjadi 3%.
Peningkatan yang sangat signifikan, dengan demikian setiap penduduk di
Kabupaten Sumedang diupayakan dapat mengenyam pendidikan walaupun
melalui jalur non formal.

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020 (%)

Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020
APK Pendidikan n/a n/a n/a 1,35 1,63 3
Kesetaraan

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)

3) Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan angka yang menunjukan tingkat
putus sekolah atau tidak menamatkan di suatu jenjang Pendidikan baik itu
SD atau SMP. APS SD dan APS SMP di Kabupaten Sumedang dari tahun ke
tahun mengalami tren positif. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, keduanya
mencapai 0%. Capaian ini mengindikasikan semakin baik dan meratanya
kondisi Pendidikan di Kabupaten Sumedang. Data APS SD dan SMP terdapat
pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020 (%)

No. Uraian Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Angka Putus 0,16 0,16 0,05 0,09 0 0
Sekolah (APS) SD
2 | Angka Putus 0,00 0,00 0,03 0,81 0 0]
Sekolah (APS) SMP

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)

4) Angka Kelulusan SD dan SMP serta Angka Melanjutkan dari SD ke SMP

Angka kelulusan atau angka yang menunjukkan telah diselesaikannya
pendidikan pada jenjang tertentu di Kabupaten Semedang baik itu jenjang
Pendidikan SD ataupun SMP sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019
telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukan tren positif dan telah
mencapai target nasional. Sedangkan untuk angka melanjutkan sekolah dari
jenjang SD ke SMP selama 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan.

Tercatat pada tahun 2017 angka persentase mencapai lebih dari 100%, yaitu
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100,29%. Dan pada Tahun 2019 mencapai 101,91%. Hal ini menunjukkan
peningkatan minat murid untuk melanjutkan pembelajaran/studi ke tingkat
selanjutnya. Sistem pendidikan di Kabupaten Sumedang telah menarik
perhatian bagi penduduk wilayah Kabupaten/Kota sekitarnya, yang terbukti
dari bertambahnya jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP dari luar wilayah
Kabupaten Sumedang sebesar 1,91%.

Persentase angka Kelulusan dan Melanjutkan Sekolah dari SD ke SMP
terdapat pada tabel dibawah ini.

Gambar 2.26
Angka Kelulusan SD dan SMP serta Angka Melanjutkan dari SD ke SMP
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020 (%)
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)

5) Persentase Siswa Bersertifikat Diniyah

Pendidikan diniyah merupakan salah satu program unggulan Kabupaten
Sumedang. Data Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.12
Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang
Tahun Ajaran 2019-2020

. Tahun Ajaran
No Uraian 2019-2020

1 | Jumlah Lembaga 1.396
2 | Jumlah Tenaga Pendidik :

a. MTD 2.241

b. TPA 1.550

c. TPQ 2.529

3 | Siswa Bersertifikat Diniyah 68.904

Sumber :

Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)
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Pembelajaran pendidikan diniyah dimulai pada Tahun Ajaran
2019/2020, sehingga data Tahun 2020 untuk jumlah siswa bersertifikat
Diniyah menggunakan data Tahun Ajaran 2019-2020 yaitu sebanyak 68.904
orang dengan jumlah lembaga 1.396 lembaga dan jumlah pendidik 6.380

orang.

6) Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Tenaga pendidik atau guru merupakan unsur penting dalam upaya
peningkatan kualitas Pendidikan di suatu wilayah. Salah satu aspek
penunjang peningkatan kualitas tenaga pendidik atau guru adalah kualifikasi
pendidikannya seperti memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV. Dari tabel di
bawah, dapat dilihat persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
setiap tahunnya menunjukan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2019
trendnya meningkat walaupun tidak terlalu besar menjadi 96,27%. Pada
Tahun 2020, capaiannya menurun menjadi 94,50%. Hal tersebut
diindikasikan dari banyaknya Guru yang memiliki kualifikasi S1/ DIV yang
memasuki usia pensiun, sementara sampai dengan Tahun 2020

penambahannya tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun.

Tabel 2.13
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020 (%)

Tahun
2015 | 2016 2017 2018 | 2019 | 2020

No. Uraian

1 | Guru yang

Memenuhi 96,27 | 94,50
Kualifikasi 85,77 | 84,40 | 83,58 n/a

S-1/D-1V
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)

7) Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik

Salah satu penunjang tercapainya peningkatan Pendidikan di suatu
wilayah tidak lepas dari unsur penunjang bangunan sekolah sebagai sarana
atau tempat proses pembelajaran/belajar mengajar dilaksanakan. Kondisi
sekolah dengan bangunan baik di Kabupaten Sumedang di Tahun 2018
hanya 13,45% dan meningkat sebesar 18,39% pada Tahun 2019 menjadi
31,84%. Peningkatan jumlah kondisi bangunan sekolah yang baik ini
merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah
dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang
sehingga siswa dapat mendapatkan Pendidikan dengan suasana yang

nyaman
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Tabel 2.14
Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020 (%)

Uraian Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Persentase
Bangunan 11,80 | 14,92 | 12,53 | 13,45 | 31,84 | 37,92
Sekolah
kondisi baik

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)

Indikator Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik yang didalamnya
memperhitungkan sekolah Pendidikan menengah sementara Pendidikan
menengah bukan kewenangan Kabupaten maka Indikator dimaksud diganti
dengan indikator Sekolah Pendidikan Dasar Kondisi Bangunan Baik.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Pendidikan

sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
Angka partisipasi Kasar
1 (APK) SD 106,75 106,83 99,34
Angka Partisipasi Kasar
2 (APK) SMP 103,42 103,62 97,96
Angka Partisipasi Murni
3 (APM) SD 105,23 105,34 97,45
Angka Partisipasi Murni
4 (APM) SMP 102,78 102,99 88,51
5 |Persentase Guru yang 65,03 63,26 90,23
Bersertifikasi
6 Sekolah pendidikan Dasar 13,45 21,51 37.92

kondisi bangunan baik

Rasio guru/murid per
7 | kelas rata-rata sekolah 1:27 1:27 1:17
pendidikan dasar (SD)

Rasio guru/murid per

8 kelas rata-rata sekolah 1:32 1:32 1:15
pendidikan dasar (SMP)

9 | APK PAUD 88,44 89,53 80,60

10 | Persentase PAUD yang 31,08 74,70 45,32
terakreditasi
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No. Indikator 2018 2019 2020

Angka partisipasi kasar

11 kesetaraan

1,35 1,63 3,00

Persentase siswa
12| Bersertifikat Diniyah n/a 0,00 100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)

2.1.3.1.1.2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu aspek pendukung
keberhasilan dalam pemerintahan. Beberapa indikator yang menunjang
sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pelayanan di
bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:
1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh
dan untuk masyarakat dan dibantu oleh petugas kesehatan. Rasio posyandu
digunakan untuk menghitung efektifitas pelayanan posyandu di suatu
daerah.

Tabel 2.16
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020

Tahun Jumlah Jumlah Balita Rasio Posyandu
Posyandu (Aktif) (0-4 Tahun) Per Satuan Balita
2015 1.644 86.901 1:52
2016 1.635 85.504 1:52
2017 1.636 96.072 1:58
2018 1.649 88.237 1:53
2019 1.659 83.034 1:50
2020 1.683 84.937 1:50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

Berdasarkan Tabel di atas, rasio posyandu per satuan balita secara
keseluruhan cenderung fluktuatif, walaupun sempat naik di Tahun 2017
dengan rasio 1:58 yang artinya satu posyandu melayani 58 balita, dan rasio
ini merupakan rasio tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun
2020 rasio posyandu per satuan balita 1:50. Rasio Tahun 2020 masih sama
dengan rasio Tahun 2019. Meskipun jumlah balita mengalami kenaikan,
namun dengan adanya penambahan 24 posyandu pada Tahun 2020
menjadikan rasio posyandu per satuan balita menjadi stabil pada angka 1:50,

sehingga masih tetap melampaui rasio ideal yang ditetapkan oleh

Kementerian Kesehatan RI, yakni satu posyandu melayani 100 balita atau

1:100.
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2) Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas per satuan penduduk adalah jumlah puskesmas per
penduduk. Perkembangan rasio puskesmas di Kabupaten Sumedang dari
Tahun 2015 sampai 2020 mengalami tren yang fluktuatif. Berdasarkan
standar Kementerian Kesehatan idealnya 1 (satu) puskesmas itu melayani
30.000 penduduk. Maka jika melihat rasio puskesmas di Kabupaten
Sumedang sampai dengan Tahun 2018 terjadi overload atau kelebihan beban
pelayanan di puskesmas. Akan tetapi pada Tahun 2020, dengan adanya
Puskesmas Pembantu, rasio puskesmas mencapai 1: 11.367. Ini berarti telah

sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan.

Tabel 2.17
Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2020

Indikator fhahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Puskesmas
(dan Pustu) per 1:35.539 | 1:32.631 | 1:32.755 | 1: 32.755 1:11.318 1:11.367
satuan penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2021)

Melihat tabel di atas, rasio puskesmas persatuan penduduk sudah
sesuai standar Kementerian Kesehatan, namun apabila di ukur jumlah
penduduk per kecamatan serta hanya melibatkan Puskesmas saja, terdapat
beberapa puskesmas yang kelebihan beban atau overload dalam
melaksanakan pelayanan dengan rasio di atas rata-rata 20.000 penduduk
yaitu Puskesmas di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung,
Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Sumedang Selatan, dan Kecamatan
Cimalaka sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.20. Dengan demikian,
untuk optimalisasi kualitas pelayanan perlu ada peningkatan sarana
prasarana fasilitas kesehatan atau pembangunan puskesmas/Pustu atau

meningkatkan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas.
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Tabel 2.18
Rasio Pelayanan Puskesmas per Kecamatan
di Kabupaten Sumedang

Tahun 2019
No. Kecamatan Penduduk | Puskesmas LG L
Beban
1. | Wado 44.064 1 14.06
2. | Jatinunggal 45.893 1 15.893
3. | Darmaraja 36.978 1 6.978
4. | Cibugel 24.646 1 -
5. | Cisitu 30.481 1 481
6. | Situraja 42.095 1 2.095
7. | Conggeang 28.928 1 -
8. | Paseh 38.141 1 8.141
9. | Surian 11.623 1 -
10. | Buahdua 32.934 2 -
11. | Tanjungsari 84.128 2 24.128
12 | Sukasari 33.187 1 3.187
13. | Pamulihan 61.845 2 1.845
14. | Cimanggung 86.799 2 26.799
15. | Jatinangor 90.861 2 30.861
16. | Rancakalong 40.788 1 10.788
17. | Sumedang Selatan 80.590 2 20.590
18. | Sumedang Utara 98.636 3 8.636
19. | Ganeas 25.915 1 -
20. | Tanjungkerta 34.524 2 4.524
21. | Tanjungmedar 26.272 1 -
22. | Cimalaka 62.008 1 32.008
23. | Cisarua 20.860 1 -
24. | Tomo 23.465 1 -
25. | Ujung Jaya 31.385 1 1.385
26 | Jatigede 22.408 1 -
Jumlah 1.159.454 35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2020)

3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi
kemungkinan lonjakan pasien positif terinfeksi virus korona saat ini adalah
kapasitas rumah sakit. Sebab, perlu diingat bahwa rumah sakit tidak hanya
merawat pasien korona, tetapi juga pasien yang menderita penyakit lain.
Secara umum, berdasarkan data, rasio jumlah tempat tidur dibandingkan
jumlah penduduk (bed to population ratio) di Indonesia sebesar 1,21:1.000.
Artinya, per 1.000 penduduk, hanya tersedia 1,21 tempat tidur perawatan di
rumah sakit. Saat ini, dengan populasi sekitar 260 juta jiwa, di Indonesia

terdapat sekitar 310.000 tempat tidur perawatan di rumah sakit.
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Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun tidak memiliki aturan
mengenai rasio ideal, merekomendasikan setiap negara memiliki bed to
population ratio sebesar 1:1.000, atau satu tempat tidur perawatan di rumah
sakit untuk setiap 1.000 penduduk.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Sumedang sejak
Tahun 2015 fluktuatif. Di Tahun 2016 rasionya mencapai 1:571.048
merupakan ratio tertinggi di Kabupaten Sumedang. Ini berarti beban
pelayanan kelebihan 471.000 penduduk, sehingga perlu adanya peningkatan
ketersediaan rumah sakit untuk mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat. Pada Tahun 2020 rasio rumah sakit sebesar 1:1.889, penurunan
rasio ini dikarenakan adanya pelayanan kesehatan di puskesmas dan di
puskesmas pembantu (pustu) yang disebar di Kecamatan, Desa dan
Kelurahan di seluruh Kabupaten Sumedang, walaupun rasio rumah sakit per
jumlah penduduk meningkat namun belum mencapai kondisi ideal sesuai
rekomendasi WHO. Di Kabupaten Sumedang terdapat 3 Rumah Sakit yaitu
1) Rumah Sakit Umum Daerah dengan jumlah tempat tidur sebanyak 450
buah; 2) Rumah Sakit Pakuwon dengan jumlah tempat tidur sebanyak 115
buah; dan 3) Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan jumlah tempat tidur
sebanyak 46 buah. Dari 3 (tiga) Rumah Sakit tersebut, tersedia 611 tempat
tidur perawatan. Berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 1.159.454 jiwa
maka untuk memenuhi SPM Kementerian Kesehatan, di Kabupaten
Sumedang diperlukan sekitar 1.159 tempat tidur atau kekurangan 548

tempat tidur.

Tabel 2.19
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2020

Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio
Rumah

Sakit per 1: 568.636 | 1: 571.048 | 1: 382.145 | 1: 384.071 | 1: 384.819 1: 386.485
Satuan
Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

4) Rasio Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan
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melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga
Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tenaga kesehatan dan asisten tenaga
kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi: 1) Tenaga Medis; 2)Psiko klinis; 3)
Keperawatan; 4) Kebidanan (Bidan); 5) Kefarmasian (Apoteker, tenaga teknis
kefarmasian); 6) Tenaga Kesehatan Masyarakat; 7) Kesehatan Lingkungan; 8)
Gizi (Nutrisionis dan Dietisien); 8) Keterapian Fisik (Fisioterapis, Okupasi
Terapis, Terapi Wicara, Akupuntur); dan 9) Keteknisan Medis. Sedangkan
Asisten Tenaga Kesehatan meliputi 1) Asisten Perawat; 2) Asisten Tenaga
Kefarmasian; 3) Asisten Dental; 4) Asisten teknisi Laboratorium Medik; dan
5) Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

Tahun 2019 rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk mencapai
1:3.000, yang artinya satu tenaga kesehatan melayani 3.000 penduduk.
Idealnya rasio tenaga kesehatan adalah 1:1.000. Ini berarti di Kabupaten
Sumedang masih minim tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan standar
ideal sehingga diperlukan usaha pemerintah untuk terus mengupayakan
peningkatan jumlah tenaga kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, secara umum jumlah tenaga
kesehatan di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 - 2098 mengalami
peningkatan. Dengan demikian untuk memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, Kabupaten Sumedang harus bekerja keras untuk
meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. Selain itu juga pemenuhan fasilitas
pendidikan kesehatan diyakini akan berdampak pada meningkatnya kualitas

tenaga kesehatan yang muncul.
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Tabel 2.20
Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
JML
No JML JML JML JML JML JML JML JML JML
JENIS NAKES RASIO RASIO NAKE RASIO RASIO RASIO
NAKES PENDK NAKES PENDK - PENDK NAKES PENDK NAKES PENDK
1 Dokter Umum 31 1.137.273 36.686 29 217 217 217 | 1.146.811 39.545 256 1.148.198 4485 217 1.154.458 5.320
2 Dokter Spesialis n/a 21.870 46 180 180 180 - - 48 1.148.198 23921 180 1.154.458 6.364
3 Dokter Gigi 14 1.137.273 81.233 14 63 63 63 | 1.146.811 88.216 29 1.148.198 39593 63 1.154.458 18.325
4 Perawat 227 1.137.273 5.010 227 752 752 752 | 1.146.811 5.008 766 1.148.198 1499 752 1.154.458 1.535
5 Perawat Gigi 28 1.137.273 40.617 28 n/a n/a n/a | 1.146.811 42.474 43 1.148.198 26702 n/a 1.154.458 n/a
6 Bidan 249 1.137.273 4.567 249 403 403 403 | 1.146.811 3.295 481 1.148.198 0387 403 1.154.458 2.865
7 Nutrisionis 19 1.137.273 59.856 19 32 32 32 | 1.146.811 60.358 31 1.148.198 37039 32 1.154.458 36.077
8 Sanitarian 22 1.137.273 51.694 22 32 32 32| 1.146.811 57.340 38 1.148.198 30216 32 1.154.458 36.077
9 Penyuluh 14 1.137.273 81.233 14 21 21 21 1.146.811 88.216 n/a 1.148.198 21 1.154.458
Kesehatan 54.974
10 Pranata 15 1.137.273 75.818 15 44 44 44 | 1.146.811 81.915 n/a 1.148.198 44 1.154.458
Laboratorium 26.237
11 Epidemiologi Kes 3 1.137.273 379.091 3 n/a n/a n/a | 1.146.811 382.270 33 1.148.198 34794 n/a 1.154.458 n/a
12 | Apoteker 2 1.137.273 568.636 2 19 19 19 | 1.146.811 573.405 227 1.148.198 5058 19 1.154.458 60.761
13 | Asisten Apoteker 17 1.137.273 66.898 17 n/a n/a n/a | 1.146.811 67.459 n/a 1.148.198 n/a 1.154.458 n/a

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)
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5) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani adalah ibu hamil
dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh
tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.
Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Sumedang dari
Tahun 2015 -2019 belum sepenuhnya mencapai 100%, yang artinya bahwa
semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau
ditemukan oleh tenaga kesehatan belum tertangani seluruhnya. Hal tersebut

sebagaimana data pada Tabel di bawah.

Gambar 2.27
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020 (%)
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

Tahun 2015 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai
100%, akan tetapi terus menurun bahkan di Tahun 2017 mencapai 90,49%
merupakan persentase terendah selama 5 (lima) tahun terakhir, sempat
mengalami kenaikan di Tahun 2018 tetapi Tahun 2019 kembali menurun
menjadi 92,10% atau sebesar 1,27% dari tahun sebelumnya. Jika melihat
data jumlah tenaga kesehatan terutama kebidanan maka diprediksi
penurunan disebabkan oleh kurangnya tenaga kebidanan di Kabupaten
Sumedang. Meskipun demikian capaian tersebut telah melampaui SPM

Kementerian Kesehatan yakni sebesar 80%.
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6) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan
untuk ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten
Sumedang dari tahun ke tahun mengalami tren positif. Persentase cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 100% yang
artinya bahwa seluruh proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Data tertinggi terjadi
pada Tahun 2018 yaitu 105,9 % dan menurun di Tahun 2019 menjadi
102,3%, namun angka tersebut sudah melampaui SPM Kementerian

Kesehatan yakni 95%.

Gambar 2.28
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

7) Cakupan Universal Child Immunization (UCI) (%)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan suatu keadaan
tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (dibawah umur
1 (satu) tahun). Perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) di Kabupaten Sumedang Tahun 2017 mengalami
penurunan menjadi 96%, yang berarti masih terdapatnya bayi yang belum
mendapat imunisasi dasar lengkap di setiap Desa/Kelurahan dalam waktu
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satu tahun, namun meskipun turun akan tetapi capaiannya masih
melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni >95%. Persentase UCI terus

meningkat dan pada Tahun 2019 kembali mencapai 100%.

Gambar 2.29
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020 (%)
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

8) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di
Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2015 - 2019 sudah mencapai
100%. Hal ini menunjukan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk telah
tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan

(100%).

Gambar 2.30
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2019 (%)
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)
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9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi virus akut yang
disebabkan oleh virus dengue yang ditandai demam 2 — 7 hari disertai dengan
manifestasi perdarahan, penurunan trombosit (trombositopenia) disertai juga
dengan gejala-gejala tidak khas seperti nyeri kepala, nyeri otot dan tulang,
ruam kulit atau nyeri belakang bola mata. Cakupan Kasus DBD dan

penanganannya di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21
Kasus DBD di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020

(orang)
. Tahun
Uraian 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Kasus DBD
berdasarkan data 691 944 184 408 35 707
Puskesmas

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

Berdasarkan data di atas, kasus DBD di Kabupaten Sumedang tertinggi
terjadi pada Tahun 2016 sebanyak 944 orang dan Tahun 2020 sebanyak 707
orang. Hal ini disebabkan banyaknya tempat-tempat umum yang kebersihan
lingkungan nya tidak terjaga sehingga memungkinkan menjadi sarang

nyamuk penular virus Dengue.

10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Menurut Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan
rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka
pada tabel di bawah maka terlihat bahwa sampai pada Tahun 2019
Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin.

HaB 1L} ERETD Hubupalen Soooedane Taduun 2022




Tabel 2.22
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020 (%)

Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uraian

Cakupan pelayanan kesehatan

. . o 100 | 100 100 100 100 | 100
rujukan pasien miskin

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

Pembiayaan dan jaminan kesehatan memegang peranan yang sangat
penting dalam mencapai suatu tujuan disetiap kegiatan pembangunan
kesehatan di Kabupaten Sumedang. Cakupan kepesertaan jaminan
kesehatan pada Tahun 2018 sebesar 74,77% dengan sasaran penduduk
1.149.906 jiwa. Sedangkan di Tahun 2019 naik menjadi 102% dengan
sasaran penduduk 1.154.458 jiwa. Kenaikan kepesertaan jaminan kesehatan
sebagai dampak dari beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

a. Advokasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah dan stakeholder
terkait;

b. Penyusunan kebijakan dan regulasi dalam mendukung percepatan
kepesertaan JKN total coverage;

c. Pendekatan ketersediaan pembiayaan bagi percepatan total coverage
bagi PBI daerah;

d. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kepesertaan di
semua tingkatan; dan

e. Bekerja sama dengan BPJS dalam penyediaan dropbox untuk
mempermudah keterjangkauan masyarakat yang akan mendaftarkan

diri penjadi peserta JKN.

11) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan,
dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4
(empat) kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Menurut SPM
Kementerian Kesehatan, target cakupan kunjungan bayi ditetapkan sebesar
90%.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang pada grafik dibawah
dapat dilihat sejak Tahun 2015 telah mencapai 100%, dan tren terus
meningkat. Tahun 2018 persentasenya mencapai 110,8% walaupun

kemudian mengalami penurunan di Tahun 2019 sebesar 4,3% menjadi
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106,5%. Namun demikian, kondisinya tetap diatas SPM Kementerian

Kesehatan.

Gambar 2.31
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2019 (%)
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

12) Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Persentase
Ketersediaan Obat di Puskesmas
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif

dan preventif.

Gambar 2.32
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 -2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas
dari Tahun 2015 - 2019 berjumlah 35 puskesmas. Hal ini menggambarkan

bahwa dari 26 kecamatan seluruhnya telah memiliki fasilitas puskesmas.

HaB 1L} ERETD Hubupalen Soooedane Taduun 2022




Adapun kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu yakni
Kecamatan Jatinangor (2 puskesmas), Cimanggung (2 puskesmas),
Pamulihan (2 puskesmas), Tanjungsari (2 puskesmas), Sumedang Selatan (2
puskesmas), Sumedang Utara (3 puskesmas), Tanjungkerta (2 puskesmas),
dan Buahdua (2 puskesmas). Berdasarkan SPM Kemenkes rasio puskesmas
adalah 1:10.000 atau dengan kata lain satu puskesmas diperuntukan
melayani 10.000 penduduk. Melihat hal tersebut maka jumlah puskesmas di
Kabupaten Sumedang masih sangat kurang. Idealnya jumlah puskesmas di
Kabupaten Sumedang Tahun 2019 harus sudah memiliki 115 puskesmas
dengan asumsi jumlah penduduk Tahun 2019 sebesar 1.154.458 jiwa.

Untuk membantu pelayanan kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki
Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan
Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di
suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu
merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh
Puskesmas, dan bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Jumlah Pustu di
Kabupaten Sumedang pada Tahun 2016 mengalami penurunan 2 Pustu dari
69 Pustu pada Tahun 2015 menjadi 67 Pustu. Penuruan Pustu sebagai
dampak penggenangan Waduk Jatigede.

Tabel 2.32
Jumlah Puskesmas dan Pustu per Kecamatan
di Kabupaten Sumedang

Tahun 2019
Jumlah Jumlah Jumlah
KECAMATAN Puskesmas Pustu Total
1 | Wado 1 3 4
2 | Jatinunggal 1 4 5
3 | Darmaraja 1 1 2
4 | Cibugel 1 2 3
5 | Cisitu 1 3 4
6 | Situraja 1 5 6
7 | Conggeang 1 3 4
8 | Paseh 1 3 4
9 | Surian 1 1 2
10 | Buahdua 2 6 8
11 | Tanjungsari 2 2 4
12 | Sukasari 1 1 2
13 | Pamulihan 2 3 5
14 | Cimanggung 2 1 3
15 | Jatinangor 2 2 4
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Jumlah Jumlah Jumlah
S Puskesmas Pustu Total
16 | Rancakalong 1 2 3
17 | Sumedang Selatan 2 2 4
18 | Sumedang Utara 3 2 S
19 | Ganeas 1 2 3
20 | Tanjungkerta 2 2 4
21 | Tanjungmedar 1 3 4
22 | Cimalaka 1 3 4
23 | Cisarua 1 2 3
24 | Tomo 1 3 4
25 | Ujungjaya 1 2 3
26 | Jatigede 1 4 5
Jumlah 35 67 102

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Untuk mengukur kualitas puskesmas salah satunya dilihat dari
indikator persentase ketersediaan obat di Puskesmas. Pada gambar 2.32
sejak Tahun 2015-2019 persentase ketersediaan obat di Puskesmas telah
mencapai 100% atau dengan kata lain telah mencapai target SPM Kemenkes
sebesar 90%.

Gambar 2.33
Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

13) Penyakit Menular

Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat ditularkan atau
berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Penularannya dapat
terjadi melalui perantara ataupun langsung. Beberapa jenis penyakit menular
yang pernah dan sering terjadi di Kabupaten Sumedang adalah sebagai

berikut:
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Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasite plasmodium
dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi (Nyamuk Anoplehes).
Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat
menyebabkan kematian terutama pada kelompok resiko tinggi yaitu
kelompok bayi, balita, anak dan ibu hamil. Berikut adalah data mengenai
kasus penyakit malaria yang ditemukan di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.24
Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2020

Urai Tahun
raian 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Kasus Penyakit Malaria 0 3 11 8 9 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

Kasus penyakit malaria terbanyak ditemukan pada Tahun 2017
sebanyak 11 (sebelas) kasus. Penyebar penyakit ini disebabkan adanya
mobilitas penduduk ke Sumedang dari daerah endemis penyakit malaria,
seperti Papua. Kasus ini menurun di Tahun 2018 hanya 8 kasus suspek
malaria, dan meningkat kembali di Tahun 2019 menjadi 9 kasus.

Diare biasanya disebabkan oleh virus atau makanan yang
terkontaminasi. Penyakit diare berhubungan erat dengan kondisi lingkungan
yang tidak sehat dan perilaku masyarakat. Untuk itu perlu upaya mereduksi
kasus melalui sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada
masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang,
kasus diare di Tahun 2019 hanya 35 kasus terbilang kecil jika dibandingkan
dengan Tahun 2018 yang mencapai + 6.000 kasus. Walaupun tinggi, kasus
diare tetap dapat 100% ditangani dan tidak ada kasus yang menyebabkan
kematian.

Tuberculosis Bakteri Tahan Asam (TB BTA) merupakan penyakit menular
yang disebabkan oleh bakteri M. tuberculosis. Indonesia termasuk kedalam 5
(lima) besar Negara pengidap TB di Asia Tenggara. Biaya yang perlu
dikeluarkan untuk penanganan dan pengobatan TB BTA cukup besar dan
berdampak langsung terhadap penderita maupun keluarga karena
menyebabkan penurunan kinerja dan produktivitas penderita sehingga
berdampak terhadap penurunan angka penghasilan keluarga.

Tahun 2020 di Kabupaten Sumedang ditemukan kasus TB BTA positif
sebanyak 1.507 orang yang tersebar di 26 Kecamatan. Data sebaran kasus

TB BTA di Kabupaten Sumedang ditampilkan pada gambar berikut.
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Gambar 2.34
Sebaran Kasus TB BTA Positif di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular menahun yang
disebabkan oleh cacing Filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah
bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan
pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae, dan scrotum,
menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan
keluarganya serta berdampak pada penurunan produktifitas kerja penderita.
Penyakit ini juga dapat ditularkan secara tidak langsung oleh nyamuk yang
telah terinfeksi cacing Filaria.

Tabel 2.25
Kasus Filariasis
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019

Urai Tahun
raian 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Kasus Filariasis 2 0 0 0 0 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)
Kasus Filariasis di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu Tahun
2015 - 2020, hanya ditemukan di Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus.
Sedangkan tahun-tahun selanjutnya tidak terdapat kasus Filariasis di
Kabupaten Sumedang. Hal ini berarti masyarakat dan tenaga kesehatan telah
meningkatkan kebersihan lingkungan serta upaya pemberantasan dan

pencegahan perkembangan nyamuk yang dianggap sebagai vektor penyakit.
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HIV (Human immunodeficiency virus) merupakan virus yang merusak
system kekebalan tubuh, sedangkan AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) merupakan stadium akhir dari infeksi virus HIV. Penyebaran
HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang beberapa tahun terakhir menyebabkan
masalah HIV/AIDS bukan hanya masalah medis dari penyakit menular saja
tetapi sudah menjadi aspek kehidupan manusia baik dari segi kesehatan,
psikologi, social dan budaya. Intensif nya usaha yang dilakukan oleh tenaga
medis dalam penemuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang disajikan
dalam Tabel berikut.

Tabel 2.26
Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Kematian di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020

(orang)
. Tahun
No Uraian 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Kasus HIV 42 50 132 60 47 53
2 | Kasus AIDS 3 2 2 2 8| 15
3 | Jumlah Kematian 1 2 2 2 8 15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Peningkatan kasus HIV di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebanyak
114 kasus naik 54 kasus dari tahun sebelumnya karena semakin giatnya
petugas dalam menemukan kasus HIV, sehingga semakin banyak pula kasus
yang ditemukan. Hal ini berimbas pada semakin tinggi pula upaya dalam
pengendaliannya. Untuk cakupan pelayanan kesehatan pada orang beresiko
HIV Tahun 2019 cakupan pelayanannya sudah 100% dengan hasil tingkat
prevelensi HIV/AIDS kurang dari 0,04%.

14) Cakupan Pelayanan Antenatal (K1 dan K4)

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan untuk Ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan Kebidanan (SPK). Tujuannya untuk pengawasan tumbuh kembang
janin dalam Rahim. Cakupan K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali
mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu. Sedangkan cakupan K4 adalah cakupan ibu
hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar,
paling sedikit 4 kali dengan distribusi 1 kali pada trimester ke- 1 dan 1 kali
pada trimester ke- 2 serta 2 kali pada trimester ke 3 disuatu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu.
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Tren pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang cenderung
fluktuatif. Untuk pelayanan K1 dan K4 tren tertinggi pelayanan terjadi pada
Tahun 2015 sebesar 109,1% dan 99%. Dan di Tahun 2020 pelayanan K1 dan
K4 mencapai 108,8% dan 98,12%, atau mengalami tren meingkat dari tahun
sebelumnya. Namun demikina, untuk pelayanan K4 masih harus

ditingkatkan karena belum mencapai 100%.

Gambar 2.35
Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

15) Cakupan Kunjungan Neonatus

Neonatus adalah bayi baru lahir (0-28 hari), neonatal adalah periode
yang paling rentan untuk bayi yang sedang menyempurnakan penyesuaian
fisiologis yang dibutuhkan pada kehidupan ektrauterin. Sedangkan
kunjungan Neonatus atau disebut juga kunjungan neonatal merupakan
pelayanan kesehatan kepada neonatus.

Kunjungan neonatal (KN) adalah kontak neonatal dengan tenaga
kesehatan minimal 2 (dua) kali untuk mendapatkan pelayanan dan
pemeriksaan kesehatan neonatal, baik baik di dalam maupun di luar
puskesmas seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Kunjungan
ini bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan
kesehatan dasar, sehinga dapat mengetahui sedini mungkin apabila terdapat
kelainan atau masalah pada bayi.

Cakupan kunjungan neonatal adalah cakupan neonatus yang

mendapatkan pelayanan sesuai standar sedikitnya tiga kali yaitu 1 kali pada
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6 — 48 jam, 1 kali pada hari ke 3 — hari ke 7 dan 1 kali pada hari ke 8 — hari
ke 28 setelah lahir disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan
demikian dapat diketahui efektifitas dan pelayanan kesehatan neonatal.
Cakupan pelayanan neonatal dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk
mengetahui jangkauan layanan kesehatan neonatal serta kemampuan
program dalam menggerakkan masyarakat melakukan layanan kesehatan
neonatal.

Tren cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang fluktuatif
dari Tahun 2015 - 2020, perkembangannya dapat dilihat pada grafik yang
terdapat pada gambar berikut.

Gambar 2.36
Tren Cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020 (%)

114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92

110.4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

=@=Cakupan Kunjungan Neonatus

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Cakupan kunjungan neonatal pada Tahun 2018 sebesar 99,4% tidak
terlalu rendah akan tetapi merupakan persentase terendah selama 6 (enam)
tahun terakhir. Pada Tahun 2020, meningkat menjadi 110,4%. Peningkatan
ini bisa diindikasikan bahwa petugas kesehatan terus memantau layanan
kesehatan neonatal serta didukung oleh meningkatnya pengetahuan dan

keinginan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan neonatal.

16) Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi kurang dari 6 bulan

Asi eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 (enam) bulan pertama
tanpa minuman atau makanan tambahan lain. ASI menyediakan semua
nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi dan mengandung antibodi

yang berfungsi melawan penyakit serta membantu menyempurnakan sistem
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kekebalan tubuh bayi. Proses untuk keberhasilan ASI eksklusif bayi 6 bulan
dilaksanakan selama rentang usia bayi O sampai 5 bulan.

Keberhasilan ASI eksklusif di Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi
pada Tahun 2015 sebesar 79,22 %, dan terus menunjukkan tren menurun
dengan persentase terendah 72,53% di Tahun 2018. Penurunan ini terjadi
karena banyaknya jumlah bayi ASI Eksklusif yang gugur sebelum usia 6
bulan. Penurunan dilatar belakangi oleh minimnya kesadaran ibu atas
pentingnya ASI bagi pertumbuhan anak. Hal ini terjadi karena kurangnya
pengetahuan ibu dalam menyaring informasi yang diterima, terutama
mengenai pentingnya ASI Eksklusif. Selain itu juga rendahnya implementasi
regulasi pemberian ASI, sehingga terlihat regulasi tersebut agak teracuhkan.

Pada Tahun 2019 tren cakupan ASI Eksklusif kembali meningkat
menjadi 78,66%, peningkatan yang cukup signifikan walaupun persentase
masih belum menyentuh angka 90%. Peningkatan ini terjadi karena
intensifnya sosialisasi yang digalakkan oleh petugas kesehatan yang
mendorong ibu memberikan ASI Ekslusif, serta meningkatnya kesadaran
para ibu akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif terhadap pertumbuhan
bayi. Pada intinya keberhasilan ASI Eksklusif ditentukan oleh kerjasama dari
semua pihak.

Gambar 2.37
Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

17) Deteksi Bawah Garis Merah (BGM)
Balita Bawah Garis Merah (Balita BGM) merupakan balita yang
mempunyai berat badan sangat kurang dan jika dilihat pada Kartu Menuju

Sehat (KMS) kurva menuju pita berwarna merah maka balita akan divonis
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telah mengalami gizi buruk. BGM dipakai sebagai deteksi awal bagi kejadian
masalah gizi balita.

Tren balita BGM di Kabupaten Sumedang menunjukan penurunan tiap
tahunnya. Deteksi BGM pada balita tertinggi terjadi di Tahun 2015 sebesar
2,29%, dan terendah mencapai 0,45% di Tahun 2018. Untuk mencapai
penurunan tren balita BGM diperlukan adanya pemantauan pertumbuhan
dan perkembangan balita, serta status gizi balita. Tren balita BGM terdapat
pada grafik berikut.

Gambar 2.38
Perkembangan Balita Bawah Garis Merah (BGM)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020 (%)
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

18) Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sistem pelayanan kesehatan rujukan merupakan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab
pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horiontal.
Sistem rujukan mengatur dari mana dan harus kemana seseorang dengan
gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keadaan sakitnya. Pelaksanaan
sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau
berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga,
yang dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri namun berada dalam suatu
sistem dan saling berhubungan. Sistem rujukan akan berjalan dengan baik
apabila seluruh faktor pendukung (pemerintah, teknologi, transportasi)
terpenuhi, sehingga kebutuhan masyarakat akan segera tertangani dengan

tepat.
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Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang mewakili 35 Puskesmas
di wilayah kabupaten Sumedang membuat perjanjian kerjasama untuk
pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan program rujuk balik dengan
Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Jumlah Rumah
Sakit Umum di Kabupaten Sumedang ada 3 (tiga) yaitu :
1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang
2. Rumah Sakit Umum Pakuwon.
3. Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga
Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit Umum terdapat
pada Gambar berikut.

Gambar 2.39
Rawat Inap dan Rawat Jalan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang
Tahun 2015-2020

(orang)
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab Sumedang, RSUD Kab. Sumedang. (2021)
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Gambar 2.40
Rawat Inap dan Rawat Jalan

Rumah Sakit Umum Pakuwon
Tahun 2015-2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab Sumedang, RSU Pakuwon. (2021)
Gambar 2.41
Rawat Inap dan Rawat Jalan
Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga
Tahun 2015-2020
(orang)
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Sumber : Dinas Kesehatan ,RSU Harapan Keluarga. (2021)

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa untuk kasus rujukan,
baik rawat inap maupun rawat jalan di RSUD Kabupaten Sumedang
fluktuatif. Untuk rujukan rawat inap tren tertinggi terjadi di Tahun 2019 yang
mencapai 34.599 orang sedangkan tren tertinggi untuk rawat jalan terjadi di

Tahun 2016 yang mencapai 220.782 orang. Terjadi penurunan jumlah kasus
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rawat inap di Tahun 2018, karena adanya mekanisme sistem rujukan
berjenjang dan mapping rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
yang ada di Kabupaten Sumedang semakin lebih baik. Selain itu juga adanya
peningkatan jumlah sarana dan prasarana rujukan dengan bertambahnya
satu Rumah Sakit di Kabupaten Sumedang, yaitu RSU Harapan Keluarga.
Data untuk kasus rawat jalan dan rawat inap di RSU Pakuwon terus
mengalami peningkatan, begitu pula dengan RSU Harapan Keluarga. Ini
berarti FKTP di Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik.
Untuk RSU Harapan Keluarga jumlah kasus rawat jalan lebih tinggi
dibandingkan dengan jumlah kasus rawat inap. Hal ini menunjukan bahwa
kasus-kasus yang dirujuk ke RSU Harapan Keluarga masih ditangani dengan

rawat jalan

Berdasarkan penjelasan beberapa indikator urusan kesehatan pada
bagian-bagian sebelumnya dan pertimbangan sinkronisasi prioritas nasional
dan provinsi, maka sejak Tahun 2018 terjadi perubahan indikator kinerja
urusan Kesehatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020

1 J}lmlah Kematian Ibu 16 14 21
(jiwa)

9 J}lmlah Kematian Bayi 155 114 137
(jiwa)
Indeks Kepuasan

3 | Masyarakat (IKM) Bidang 78,73 82,5 87
Kesehatan (poin)

4 | Prevalensi Stunting (%) 32,2 24,4 17,5

S | Prevalensi HIV/AIDS (%) <0.04 <0,04 <0.04

Angka Kesakitan

6 Penyakit Menular 113/ 100.000 56/100.000 113/100.000
Universal Health

! Coverage (UHC)(%) 73,17 76,46 73,17

3 Indeks Keluarga Sehat 0.12 0.13 0.12

(IKS)(poin)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

2.1.3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Pekerjaan Umum
a. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap
Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017

mengalami penurunan sepanjang 21,450 km yaitu dari semula sepanjang
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796,056 km pada Tahun 2016 menjadi 774,606 km. Penurunan ini
diantaranya disebabkan oleh proyek penggenangan Waduk Jatigede yaitu
berkurangnya 4 (empat) ruas jalan sepanjang 16,20 km (ruas jalan
Cadasngampar-Cijeungjing sepanjang 3,7 km, ruas jalan Wado-
Cadasngampar sepanjang 5 km, ruas jalan Cisurat-Cipasang sepanjang 4,5
km, dan ruas jalan Cikawung-Cipaku sepanjang 3 km). Selain dampak
penggenangan waduk Jatigede, pengurangan panjang jalan juga disebabkan
oleh pengalihan status jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi sebanyak 2
(dua) ruas jalan sepanjang 9,10 km (ruas jalan Cibuntu-Parakanmuncang
sepanjang 3,8 km dan ruas jalan Warungsimpang-Cibuntu sepanjang 5,3
km).

Pada Tahun 2019, total Panjang jalan Kabupaten kembali mengalami
penurunan yaitu dari semula 774,606 km pada Tahun 2018 menjadi 774,368
km. Penurunan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa
Barat Tahun 2016 yang menetapkan penurunan status fungsi jalan
kabupaten menjadi jalan lingkungan sepanjang 7,238 km pada 10 ruas jalan
dan penambahan ruas jalan sepanjang 7 km pada 3 ruas jalan. Ruas jalan
yang mengalami penurunan status yaitu ruas jalan Masjid (depan Masjid
Agung) sepanjang 0,100 km; ruas jalan Pendopo Tegalkalong sepanjang 0,123
km; ruas jalan Terminal Ketib sepanjang 0,157 km; ruas jalan Talun Pojok
sepanjang 0,458 km; ruas jalan Mekarsari sepanjang 0,750 km; ruas jalan
komplek Persekolahan Licin sepanjang 1,100 km; ruas jalan komplek
Workshop sepanjang 0,700 km; ruas jalan komplek Prabu Kian Santang
sepanjang 1,500 km; ruas jalan Joglo-Paseh sepanjang 1,500 km; dan ruas
jalan komplek Puskopad sepanjang 0,850 km. Adapun ruas jalan yang
mengalami penambahan yaitu ruas jalan Citengah-Cigumentang/
Sindangwangi (Batas Kabupaten Bandung) sepanjang 5 km; ruas jalan Wado-
Cikareo sepanjang 0,5 km; dan ruas jalan Cikawung-Darmaraja sepanjang
1,5 km.

Berdasarkan kondisinya, jaringan jalan terbagi menjadi 4 (empat) yakni
kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat.
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan
dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini
mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu
jalan, dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis

(tingkat kerusakan < 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar
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sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan
oleh kondisi jalan.

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di
Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan (Tabel 2.32). Pada Tahun 2015
tercatat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 239,746 km
dengan persentase 30,12% dan merupakan persentase terendah selama 6
(enam) tahun terakhir. Tren jalan kabupaten dalam kondisi baik terus
meningkat hingga di Tahun 2020 mencapai 79,96% dengan panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik sepanjang 595,992 km.

Tabel 2.28
Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

. Tahun
No | Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Total
Panjang 796,056 796,056 774,606 774,606 774,368 | 774,368
Jalan (km)
2 | Panjang
Jaringan
Jalan dalam 239,746 345,279 424,702 486,454 547,868 | 595,992
Kondisi Baik
(km)

3 | Persentase
Jalan
Kabupaten
dalam 30,12 43,37 54,83 62,80 70,75 76,96
Kondisi Baik
(>40
Km/Jam) (%)

Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2021)

b. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk (per 10.000 Jiwa)
Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang
jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah
menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk di
wilayah tertentu. Rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten
Sumedang menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar
7,2 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi
6,7 km/10.000 jiwa (Tabel 2.33). Penurunan rasio disebabkan karena adanya
pengurangan Panjang Ruas Jalan akibat pembangunan bendungan Jatigede
dan Tol Cisumdawu. Hal ini berimbas pada rasio Panjang jalan, apalagi
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang terus mengalami

peningkatan.
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Tabel 2.29
Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

) Tahun
bl Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Total Panjang 796,056 | 796,056 | 774,606 | 774,606 | 774,368 | 774,368
Jalan (km)
2 |Jumlah 1.110.841 | 1.132.459 | 1.139.564 | 1.148.198 | 1.154.458 | 1.159.454
Penduduk (jiwa)
3 Rasio Panjang

Jalan dengan
jumlah penduduk
(jiwa/km?)

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2021)

Jika mengacu pada Permen PU Nomor 14 Tahun 2010, untuk kategori
wilayah dengan kepadatan penduduk 500 < KP < 1000 jiwa/km?2, maka SPM
rasio ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 5 Km/10.000 jiwa.
Kepadatan penduduk Kabupaten Sumedang 737 jiwa/km?2, dengan demikian
Kabupaten Sumedang telah mencapai target SPM walaupun rasio Panjang
jalannya menurun.

c. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi

Baik

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk melaksanakan infrastruktur irigasi. Tiga pilar pengelolaan sumber
daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya
air, dan pengendalian daya rusak air.

Persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan.
Pada Tahun 2015 tercatat 32%, kemudian selama enam tahun meningkat
menjadi 43,79% di Tahun 2020. Meskipun secara tren meningkat namun
angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar
persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan.
Sementara itu rasio jaringan irigasi mengalami penurunan pada Tahun 2018
menjadi 4,31% dari semula 6,46% di Tahun 2016. Hal ini dikarenakan
adanya pengurangan panjang saluran irigasi yang baik dari semula 203.070
m di Tahun 2016 menjadi 135.450 m di Tahun 2018. Sedangkan di Tahun
2019 rasio jaringan irigasinya meningkat kembali 4,53% karena adanya
penambahan panjang saluran irigasi yang baik menjadi 142.321,61 m. Pada
Tahun 2020, rasio irigasi semakin membaik yaitu meningkat 0,07% dari
4,53% menjadi 4,60%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan
kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan perlu terus

ditingkatkan untuk menunjang produktifitas pertanian.

HaB 1L} ERETD Hubupalen Soooedane Taduun 2022

0,00072 0,00070 0,00070 0,00067 0,00067 0,00067




Tabel 2.30
Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten
dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

. Tahun

. LT S 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Persentase Irigasi
Kabupaten dalam 32 38 41 41,15 43,08 43,79
kondisi baik(%)

a {‘;IJZ)S Irigasi Kondisi Baik | 4 150 | 21610| 23.333 23.452 24.552,6 24.957,2

b {‘;IJZ)S Irigasi Kabupaten | 56 93 | 56993 | 56.993 56.993 56.993 56.993
Rasio Jaringan Irigasi 2,97 6,46 4,31 4,31 4,53 4,60

o | Panjang Saluranlrigasi | o3 540 | 203.070 | 135450 | 135.941,96 | 142.321,61 | 144.667.2
Yang Baik (m)

p | Luas Lahan Budi Daya 31.417 | 31.417 | 31.417 31.417 31.417 31.417
Pertanian (Ha)

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2021)

2) Penataan Ruang

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya
fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah
perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik
keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem
ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air
dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH
di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut
minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan
RTH privat 10%.

Tabel 2.31
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

(%)
. Tahun
Uraian 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
RTHdariluas | 546 | 586 | 7,13 | 11,04 | 11,04 | 11,07
wilayah kota

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumedang (2020)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase RTH di
Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 persentase
RTH mencapai angka 11,04%. Kondisi tersebut belum memenuhi besaran

target RTH sesuai dengan amanah undang-undang yaitu sebesar 30%.
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Seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun
2018, terdapat perubahan indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020

Persentase Tingkat

1 | Kondisi Jalan Kabupaten 62,80 70,75 76,96
Mantap

2 | Rasio jaringan irigasi 60,00 62,02 64,46
Persentase kesesuaian

3 | peruntukan lahan dengan 100,00 70,22 75,11
tata ruang

4 Usaha Jasa Koqstqusi 0 23,00 40,06
yang terstandarisasi

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk
meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup
sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih
lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan sumber air bersih di
Kabupaten Sumedang telah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada.
Berdasarkan tabel di bawah, jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari
tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2019 di Kabupaten
Sumedang tercatat 79,92% rumah tangga yang sudah menggunakan air
bersih atau sekitar 239.760 rumah tangga yang mempunyai akses air minum.
Namun kondisi tersebut masih jauh di bawah target nasional yakni 100%
penduduk berakses air bersih. Sehingga pemerintah masih perlu terus
meningkatkan akses air bersih ke seluruh Desa/kelurahan yang tersebar di

26 Kecamatan.
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Gambar 2.42
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019
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Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

b. Rumah Tangga ber-Sanitasi

Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai WC
dan akses sanitasi yang layak. Target capaian untuk rumah tangga
bersanitasi nasional adalah 100%. Di Kabupaten Sumedang peningkatan
persentase rumah tangga bersanitasi tidak terlalu signifikan. Sampai dengan
Tahun 2019 rumah tangga bersanitasi baru mencapai 55,23% dan jika

dijumlahkan hanya 165.690 rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi.

Gambar 2.43
Persentase Rumah Tangga ber-Sanitasi
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019
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Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

c. Lingkungan Pemukiman Kumuh
Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir

semua kota-kota besar di Indonesia. Permukiman kumuh pada umumnya
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mencakup 3 (tiga) segi yaitu kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi
kesehatan dan sumber pencemaran. Kawasan permukiman kumuh
merupakan penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk
merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman.

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk
kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan
dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Permukiman kumuh di
Kabupaten Sumedang semula tersebar hanya di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu
Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cimanggung.
Tahun 2015 luas total permukiman kumuh hanya 53,04 Ha dan di Tahun
2019 bertambah menjadi 164,69 Ha. Penambahan luasan wilayah terjadi
karena adanya penambahan lokus permukiman kumuh di 2 (dua)
Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang
Utara. Data luas permukiman kumuh Tahun 2018 masih null karena pada
tahun tersebut sedang melakukan kajian mengenai permukiman kumuh dan
kajian baru selesai pada awal Tahun 2019.

Untuk data pengurangan luasan lingkungan permukiman kumuh terjadi
pada Tahun 2015 -2017. Di Tahun 2018 dan 2019 tidak terjadi pengurangan
karena terdapat penambahan lokus permukiman kumuh, sehingga
menyebabkan penambahan luasan permukiman kumubh.

Tabel 2.33
Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

Tahun

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Pengurangan luasan

1 | Lingkungan Pemukiman 2,27 2,28 0,75 - -
Kumuh (Ha)

o | Luas Total Pemukiman 53,04| 50,76 | 50,01 n/a | 169,64
Kumuh (Ha)

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

d. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni
dengan jumlah penduduk. Target SPM Kementerian Perumahan Rakyat
tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%. Tercatat sampai dengan
Tahun 2019 mencapai 80,67% atau sekitar 242.010 rumah yang sudah layak
huni, sehingga rasio capaian rumah layak huni Kabupaten Sumedang telah

mencapai target.
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Gambar 2.44
Rasio Rumah Layak Huni
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019
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Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

2.1.3.1.1.5. Urusan Pertanahan
Urusan pertanahan merupakan urusan pemerintah pusat. Namun ada
beberapa hal yang merupakan urusan pemerintah daerah seperti izin lokasi,
penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi dan
santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah, penetapan objek dan
subjek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, penetapan tanah ulayat,
penerbitan izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah.
Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten
Sumedang sejak 5 (lima) Tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak
dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede,
Bendung Rengrang dll) sebagian lagi merupakan konflik (Diantara Pemilik
Lahan). Sampai dengan Tahun 2019 Pemerintah Daerah telah 100%
memfasilitasi sengketa pertanahan. Sedangkan untuk pengadaan tanah bagi
kepentingan umum yang difasilitasi sudah mencapai 96,37% di Tahun 2019.
Hasil Verifikasi Administrasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang
sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 1.142 Bidang Tanah, sedangkan yang
telah bersertifikat saat ini sebanyak 114 sertifikat atau sekitar 9,98%.
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Gambar 2.45
Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang
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Sumber : Bidang Aset BPKA Kabupaten Sumedang

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah ) di Kabupaten
Sumedang sampai dengan Tahun 2019 yang mengemuka adalah dampak
dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede,
Bendung Rengrang dll) sebagian lagi merupakan konflik (Diantara Pemilik
Lahan).

Proses pembuatan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD
terkait, yang leading sektornya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Adapun Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap
izin lokasi di Kabupaten Sumedang yang saat ini dapat dilihat sebagai

berikut:

HaB 1L} ERETD Hubupalen Soooedane Taduun 2022




Gambar 2.46
Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang
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Sumber : Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan
Perumahan, Kawasan Pemukimandan Pertanahan sebagaimana tabel di
bawah ini.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra 2018-2023
(%)

No. Indikator 2018 2019 2020

1 | Rasio Rumah Layak Huni 80,00 80,13 80,34
Persentase Lingkungan
Pemukiman Kumuh 0,31 0,30 0

3
Persentase.Rur.nah Tangga 79.02 79,92 80,45
berakses Air Minum

4
Persent'ase. Rumah Tangga 55,00 55,03 55,29
Bersanitasi

S Perseqtase Bangunan 20,00 35,00 58.75
Pemerintahan yang tertata

6 | Persentase sengketa
pertanahan yang 100,00 100,00 79,82
difasilitasi

7 | Persentase (Jumlah
bidang) penggdaan tanah 100,00 96,37 99,19
untuk kepentingan umum
yang difasilitasi

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

2.1.3.1.1.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

meliputi cakupan petugas perlindungan masyarakat, cakupan penegakan
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Perda dan cakupan 7lamper petugas Satpol PP. Berdasarakan data pada
Tabel 2.38 diketahui bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat
standarnya 1 (satu) RT itu terdapat 1 (satu) orang Linmas. Selama S (lima)
tahun terakhir cakupan terendah terjadi pada tahun 2016 sekitar 46,15%,
dan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sekitar 69,23%. Target yang
ingin dicapai cakupan petugas Linmas pada Tahun 2019 adalah 75%,
sedangkan cakupan petugas Linmas untuk Tahun 2019 kembali menurun ke
angka 60,55%. Sehingga indicator ini belum mencapai standar.

Cakupan penegakan Perda Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015
hingga Tahun 2019 menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna
seluruh pelanggaran Perda telah ditindaklanjuti. Hal ini tidak lepas dari
intensifnya Satpol PP melakukan 71lamper. Cakupan patroli petugas Satpol
PP dari Tahun 2015 hingga Tahun 2018 mengalami peningkatan, pada Tahun
2015 tercatat 15,38% dan di Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi
69,23%. Begitu juga dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun
terakhir ini telah mencapai 100%, ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah
diselesaikan. Hubungan antara ketuga indicator tersebut saling
berkesinambungan, sehingga semakin intensnya petugas Satpol PP
melakukan patrol maka semakin berkurangnya angka pelanggaran Perda
yang dilakukan oleh masyarakat sehingga capaian penegakan Perda pun
akan maksimal.

Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran
Kabupaten tidak terlalu mengalami perubahan sejak Tahun 2015 - 2017
dengan kisaran 32,04%, artinya masih 68% wilayah yang belum terjangkau
pelayanan bencana kebakaran. Pada Tahun 2019 persentase cakupan
pelayanan kebakaran mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai
angka 63,22% atau naik sekitar 30% dari tahun-tahun sebelumnya, namun
tetap indicator untuk cakupan pelayanan kebakaran belum mencapai target
karena target tahunan sekitar 80%. Lebih lanjut, frekuensi kebakaran sesuai
waktu tanggap (response time) di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan
hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri Nomor 69/2012
disebutkan bahwa waktu tanggap (respon rate) sebesar 75%, sementara itu
sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 waktu tanggap di Kabupaten
Sumedang telah mencapai lebih dari 80%. Walaupun di Tahun 2019
mengalami penurunan menjadi 75,10% namun masih berada di atas SPM

Kemendagri.
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Tabel 2.35
Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

. Tahun
= Indikator 2015 [ 2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 [ 2020
1 | Cakupan petugas
Perlindungan 57,39 | 46,15 | 69,23 | 69,23 | 60,55 | 60,55
Masyarakat
(1 RT, 1 orang Linmas)
Penegakan PERDA (%) | 100 100[ 100| 100| 100| 100

Cakupan patroli

3 petugas Satpol PP (%) 15.38 | 19,23 | 19,23 | 23,08 | 26,92 | 26,92
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3

4 | (ketertiban, 100| 100| 100| 100| 100| 100
ketentraman,

keindahan) di
Kabupaten (%)

S5 | Cakupan pelayanan
bencana kebakaran 32.04 | 32.04 | 32.04 | 54,15 | 63,22 | 80,64
kabupaten (%)

6 | Tingkat waktu
tanggap (response
time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen
Kebakaran (WMK) (%)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2020)

85.71 80 | 87.50 | 88,41 | 75,10 | 86,01

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Urusan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Linmas di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1| Rasio Petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kabupaten 60,55 60,55 81,42
Sumedang (1 Orang Setiap
RT)

2 | Persentase Penyelesaian
Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan)

100,00 100 100,00
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No. Indikator 2018 2019

2020

3 | Cakupan Penegakan
Peraturan Daerah yang 100,00 100
Tertangani

100,00

4 | Cakupan Pelayanan

Bencana Kebakaran 32,04 32,04

93,17

Tingkat Waktu Tanggap
(Response Timerate)
Daerah Layanan Wilayah 87,50 75,1
Manajemen Kebakaran
(WMK)

94,32

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2021)

2.1.3.1.1.7. Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang

berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal

ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan

pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin

atau masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui

bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan

sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat peran aktif pemerintah dalam

upaya penanganan PMKS disajikan pada 73ampe berikut.

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

Tahun

No Indikator

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Persentase PMKS
yang Menerima
Bantuan Program
Pemberdayaan

Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)
atau Kelompok

Sosial Sejenisnya

Sosial Melalui n/a n/a n/a 1,71 2,91 0,79

2 | Persentase PMKS
yang Direhabilitasi

n/a n/a n/a n/a | 25,72 | n/a

Persentase PMKS

bantuan sosial

3 | yang memperoleh 100,79 | 99,34 | 99,75 | 81,98 | 69,91 | 63,25

Persentase Korban
Bencana Alam dan
Sosial yang

4 | Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya pada
Saat dan Setelah

100

100
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Tahun

No Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Tanggap Darurat
Bencana

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2020)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,

keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan
atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak
dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara
memadai dan wajar. Pada Tahun 2019 persentase PMKS yang direhabilitasi
baru mencapai 25,72% yang berarti masih perlunya peningkatan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan
sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai
kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah
dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan,
kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan
kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Sedangkan untuk persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
trennya mengalami penurunan. Tren tertinggi terjadi Tahun 2015 dengan
persentase 100,79% dan tren terendah terjadi di Tahun 2019 sebesar 69,91%.
Penurunan ini dikarenakan dengan adanya Bantuan Program Pemberdayaan
Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama dengan sasaran PMKS. Dan untuk
persentase korban bencana alam sosial setelah tanggap darurat bencana di
Kabupaten Sumedang telah mencapai 100% di Tahun 2018 dan 2019.
Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Sosial

sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

Indikator 2018 2019 2020
Persentase Penyandang
Masalah Kesejahteraan 10,05 9,11 8,1
Sosial (PMKS)

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2021)
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2.1.3.1.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.1.3.8. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat
kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1)
pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan,
pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi
produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga
kerja (pengelolaan informasi pasar Kkerja, penerbitan izin LPTKS,
perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan
peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan
industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja
urusan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang yang mencakup indikator-

indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

Tahun
2015 2016 2017 | 2018 | 2019

No Indikator

1 | Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)

2 | Pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan (%) 20 15 16 20 39,60
3 | Keselamatan dan
perlindungan (%) 20,46 | 21,33 - ) n/a
4 | Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah 100 100 100 100 100
daerah (%)

S | Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan 47 59 64 86,5 73,5
pelatihan kompetensi (%)
6 | Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (%)

54 73 24 100 9

n/a n/a a/n 100 100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2020)

Untuk indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama (PB) secara tren mengalami peningkatan. Tahun 2015 terdapat 54
kasus, dan meningkat signifikan menjadi 100 kasus pada Tahun 2018.

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan
mengalami penurunan tren sejak Tahun 2015 — 2017. Hal ini disebabkan
karena para pencari kerja yang telah ditempatkan tidak mengembalikan

kartu kuning atau dengan kata lain tidak melapor kembali ke Disnakertrans,
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sehingga tidak dapat dihitung persentase pencari kerja yang terdaftar dan
ditempatkan secara akurat. Pada Tahun 2019 persentase pencari kerja yang
terdaftar dan ditempatkan kembali meningkat menjadi 39,60% atau naik
19,60% dari tahun sebelumnya. Walaupun mengalami kenaikan akan tetapi
persentase masih dibawah 50%, sehingga perlu terus dilakukan peningkatan
motivasi bekerja kepada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan. Selain itu
juga melakukan kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk
megembalikan kartu kuning agar dapat terhitung persentase jumlah pencari
kerja yang terdaftar yang ditempatkan secara akurat.

Selanjutnya untuk indikator keselamatan dan perlindungan
menunjukkan persentase perusahaan yang telah menerapkan K3 (keamanan,
kesehatan dan keselamatan kerja) masih minim di Kabupaten Sumedang.
Pada Tahun 2016 hanya tercatat 21,33% perusahaan yang menerapkan K3,
sehingga perlu sosialisasi lebih intensif kepada 79% perusahaan yang belum
menerapkan K3. Selain itu juga diperlukan peran pemerintah untuk
melakukan pengawasan akan penerapan K3 di perusahaan-perusahaan yang
terdapat di Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk indikator perselisihan
buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan
angka 100% sejak Tahun 2015 - 2019. Hal ini bermakna seluruh perselisihan
buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah telah
diselesaikan.

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang di
titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja
tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar
yang ditetapkan di tempat kerja dengan sasaran para pencari kerja atau usia
kerja. Indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
kompetensi mengalami tren peningkatan sampai Tahun 2018. Pada Tahun
2019, tren menurun menjadi 73,5%, hal ini terjadi karena kurangnya peminat
para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh
pemerintah.

Perselisihan Hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh dalam satu perusahaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial,

pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan
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pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 persentase
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah mencapai 100%, baik
itu yang penyelesaiannya dilakukan melalui konsiliasi ataupun mediasi.
Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Tenaga

Kerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020

1 Tingkat Pengangguran 7,52 7.63 9,89
Terbuka
Persentase Penyelesaian

2 | Perselisihan Hubungan 100,00 100 100
Industrial

3 nglah Transmigran yang 51 6 56
Ditempatkan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Sumedang relatif lebih
baik capaian kab/ kota lain se Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa
keterlibatan perempuan di bidang politik, sebagai sumber pendapatan dan
proporsi perempuan sebagai tenaga professional lebih baik dari laki-laki.
Partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya
dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam
proses pembangunan.

Tabel 2.41
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020

. Tahun
No Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 OPD Responsif Gender (%) n/a n/a n/a| 9,68 | 48,39 100
2 | Jumlah Kebijakan
Pengarusutamaan Gender n/a n/a n/a 1 3 1

yang Dihasilkan

3 | Persentase Kecamatan yang
telah Membentuk Forum Anak n/a n/a n/a| 3,85]| 19,23 61
dan Sekolah Ramah Anak (%)

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2020)
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4 | Persentase Organisasi Wanita

yang aktif (%) n/a| n/a| n/a| 9,52 9,52 70

S | Persentase Perempuan yang
Mendapatkan Pemberdayaan n/a n/a nj/a| 12,84 | 12,84 75
dalam Peningkatan Ekonomi ’ ’
Keluarga (%)

6 | Jumlah Pengaduan Tindak

Kekerasan Perempuan dan 68 125 55 100 100 100
Anak yang Ditangani (%)
7 | Rasio KDRT (%) 29,09 | 26,47 16 | 30,91 n/a n/a

Responsif Gender merupakan salah satu bentuk penerapan strategi
pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan mempertimbangkan
4 (empat) aspek yaitu peran, akses, manfaat dan peranan yang dilakukan
secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dari data diatas untuk OPD
responsif gender pada Tahun 2019 telah mencapai 48,39% meningkat dengan
sangat tinggi dari Tahun 2018 yang hanya 9,68%, artinya mulai banyaknya
OPD yang mulai melaksanakan perencanaan responsif gender. Untuk
mendukung perencanaan responsif gender di Kabupaten Sumedang maka
dibuat sebuah kebijakan yang mengatur pengarusutamaan gender. Sampai
dengan Tahun 2019 telah dihasilkan 3 (tiga) buah kebijakan mengenai
pengarusutamaan gender.

Salah satu indikator perlindungan anak di Indonesia adalah dengan
membentuk Sekolah Ramah Anak (SRA), yaitu satuan pendidikan formal,
nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya
lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak
dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah
lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan,
kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait
pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Di Kabupaten
Sumedang SRA mulai digalakkan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2019
persentase SRA sudah mencapai 19,23%, ini berarti penerapan SRA mulai
diadopsi oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya peran wanita dalam pembangunan adalah dengan turut
aktif pada organisasi wanita. Di Kabupaten Sumedang sendiri persentase
organisasi wanita yang aktif baru 9,52% saja, sehingga perlu mendorong agar
wanita berperan aktif dalam pembangunan melalui aktif berpartisipasi di
organisasi wanita yang sudah terbentuk. Salah satu peran organisasi wanita
ini adalah membentuk perempuan-perempuan untuk menjadi lebih berdaya
sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Jumlah

perempuan yang mendapatkan pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi
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keluarga di Kabupaten Sumedang baru sekitar 12,84% di Tahun 2019.
Diharapkan persentase ini terus meningkat sehingga dapat membantu
peningkatan ekonomi masyarakat Sumedang secara umum.

Untuk indikator rasio KDRT di Kabupaten Sumedang mengalami
fluktuatif. Rasio KDRT terendah terjadi pada Tahun 2017 sebesar 16% akan
tetapi tahun berikutnya mengalami peningkatan 79amper dua kali lipat
menjadi 30,91%. Hal ini sejalan dengan pengaduan tindak kekerasan pada
perempuan dan anak yang ditangani, yang mana di Tahun 2017 hanya
terdapat 55 kasus pengaduan, sedangkan di Tahun 2018 dan 2019 kasus
pengaduan mencapai 100 kasus. Kedepannya Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten
perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk
mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga,
sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak
kekerasa dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan

emberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020

1 .
Persentase Perlindungan 100 100 100
Perempuan dan Anak

2 | Kabupaten Layak Anak 801 549,7 0]

3 | Persentase Perempuan
Kepala Keluarga yang
Meningkat Ekonomi 5,7 0,7 2,7
Keluarganya

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2020)

2.1.3.1.2.3. Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah
kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat
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hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan
ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi
penduduk.

Berdasarkan Tabel 2.46 dapat diketahui ketersediaan pangan utama di
Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif. Ketersediaan pangan utama
tertinggi pada Tahun 2017 yang mencapai 921,66 kg/jiwa/tahun, sedangkan
ketersediaan pangan utama terendah pada Tahun 2019 yaitu sebesar
200,621 kg/jiwa/tahun. Penurunan tersebut dikarenakan perbedaan cara
perhitungan di tahun sebelumnya mengunakan perhitungan Gabah Kering
Giling sedangkan untuk Tahun 2019 perhitungannya menggunakan standar
beras hasil giling dengan perbedaan 62% dari gabah kering giling. Namun
walaupun terjadi penurunan masih dapat memenuhi kebutuhan pangan
penduduk Sumedang karena didukung juga oleh adanya regulasi ketahanan
pangan, sehingga pasokan pangan aman.

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019

. Tahun
No G 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
;| Regulasi Ada Ada Ada Ada Ada
ketahanan pangan
Ketersediaan
2 | pangan utama 777.45 | 806.14 | 921.66 | 486.196 | 200,621
(Kg/jiwa/Tahun)

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2020)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Pangan

sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

Indikator 2018 2019 2020

Sektor Pola Pangan
Harapan (PPH)

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2021)

85,00 87,70 89,10
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2.1.3.1.2.4. Urusan Lingkungan Hidup
1) Persampahan

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber
aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.
Untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat maka diperlukan usaha
untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah yang
ditujukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan
atau estetika.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun
2019 masih belum terlaksana secara optimal. Skema pengelolaan ditempuh
melalui penanganan dan pengurangan di sumber sampah. Persentase
penanganan sampah sampai akhir Tahun 2018 mencapai 39% atau + 169,86
ton/hari. Sampah diangkut ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS)
dari total timbulan sampah * 436 ton/hari. Sampah terangkut ke TPAS
dimaksud terutama berasal dari wilayah perkotaan yang merupakan area
pelayanan persampahan. Tahun 2019 persentase penanganan sampah
melonjak naik menjadi 80,02%. Fluktuasi penanganan sampah disajikan
pada Gambar 2.47.

Pengurangan sampah dikelola di sumber sampah melalui aktipitas 3 R
(Ruduce, Reuse, Recycle) oleh 9 (Sembilan) Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM), 13 Bank Sampah, 12 pelaku sektor informal, dan pemilahan di Tempat
Penyimpanan Sementara (TPS). Sisanya dikelola secara tradisonal oleh
masyarakat di pedesaan. Tahun 2019 persentase pengurangan sampah di
Kabupaten Sumedang baru 19,98% sehingga diperlukan upaya yang lebih
besar lagi untuk mengurangi timbulan sampah.

Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 target
penanganan dan pengurangan sampah di sumber sampah perlu lebih
ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada
masyarakat sebagaimana Kebijakan Startegi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan
Sampah. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumedang
diantaranya adalah TPAS yang selama ini dipergunakan sudah melebihi daya
tampung (over load) dan pengelolaannya belum memenuhi standar yang
ditetapkan. Sebagai antisipasi kedepan saat ini sedang dibangun TPAS di
Cijeruk melalui kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR

dengan skema kewajiban Kementerian PUPR membangun fisik TPAS dan
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pemerintah Kabupaten Sumedang membangun jalan akses menuju TPAS.
Sampai dengan saat ini pembangunan fisik TPAS dimaksud baru pada tahap
komponen utama.

Gambar 2.47
Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2020)

2) Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, Tempat
Pengolahan Sampah (TPS) 3 R, Timbulan Sampah dan Volume Sampah
terangkut (m3/hari)

Jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo di Kabupaten Sumedang
sejak Tahun 2015 tidak mengalami perubahan. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut dilakukan rotasi pengangkutan sampah ke Tempat
Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dan pemberdayaan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang melakukan pengolahan sampah secara 3R, walaupun
secara kondisi eksisting belum optimal dan masih sangat memerlukan
pembinaan dan pendampingan. Berikut disajikan kondisi jumlah dan
kapasitas TPSS/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan sampah dan
Volume sampah terangkut di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu
Tahun 2015-2018.
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3. Pengawasan Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan

dan Volume Sampah yang terangkut

Tabel 2.45
Jumlah dan Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara
(TPSS)/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan Sampah,

di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

5 Tahun
No Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 Jumlah TPSS / Transfer 5 5 5 5 5
Depo (unit)
: 24
2 | Jumlah TPS 3 R (unit) S 8 8 9
Kapasitas Daya Tampung 60
3 TPSS/TransperDepo (M3) 60 60 60 60
, 1.440
Kapasitas Daya Tampung
4 TPS 3 R (M3) 170 200 230 245
. 439
5 | Timbulan Sampah 432 434 432 436
(Ton/hari)
Volume Sampah yang
6 | terangkut ke TPAS 153,42 | 163,18 | 164,27 | 169,86 205
(ton/hari)

Realisasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2020)

indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL dan atau UKL/UPL di Kabupaten Sumedang pada periode Tahun

2013-2018 telah mencapai target yang ditentukan. Pada Tahun 2013 tercatat

65%, kemudian meningkat mencapai 90% pada Tahun 2018.

Namun

demikian capaian Tahun 2018 tersebut masih harus terus ditingkatkan

mengingat

usaha/kegiatan

Wajib AMDAL dan atau UKL/UPL akan

meningkat pula seiring dengan peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten

Sumedang.

Indikator Pengawasan AMDAL dan atau UKL/UPL dan

Tabel 2.46

Penegakan Hukum Lingkungan

Tahun
No Indikator
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Pengawasan AMDAL (%) 65 70 75 80 85 90 0 0
Penegakan Hukum
2 Lingkungan 7 11 8 13 7 13 n/a n/a

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang (2020)
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Sedangkan indikator penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2013-2018 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada Tahun 2013
tercatat 7 penegakan, kemudian penegakan tertinggi di Tahun 2016 dan 2018
sebanyak 13 penegakan. Banyaknya jumlah pelanggaran mengindikasikan
masih perlunya pemahaman bagi stakeholder (pengusaha dan masyarakat)
tentang peraturan terkait hukum lingkungan, namun bermakna pula
meningkatnya kesadaran kritis di masyarakat sekitar usaha/kegiatan yang
berpotensi mencemari dan merusak lingkungan sehingga mereka berani
melakukan pengaduan. Kondisi tersebut pada perspektif pembangunan
periode Tahun 2018-2023 perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan
melalui berbagai upaya guna meningkatkan kesadaran lingkungan bagi
semua pihak.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan
Lingkungan Hidup sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020

1 | Persentase penanganan

sampah (%) n/a 80,02 75,02
2 | Persentase pengurangan n/a 10,98 24.98

sampah (%)
3 (F(’)Zi‘sentase RTH Terkelola 11,04 11,04 11,07
4 | Indeks Kualitas Air

(IKA)(poin) 47,89 48,15 64,29
S | Indeks Kualitas Udara

(IKU)(poin) 80,29 80,60 85,24
6 | Indeks Kualitas Tutupan

Lahan (IKTL)(poin) 50,57 >0,96 °8,31

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (Tahun 2021)

2.1.3.1.2.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah NKRI. Tren rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan
dan secara umum target per tahunnya tidak tercapai.

Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sumedang mengalami
fluktuatif (Gambar 2.47). Tren pada Tahun 2016 merupakan tren terendah

pelayanan KTP dengan persentase hanya 85,05%, dan terus meningkat
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hingga mencapai 94,74% di Tahun 2019. Peningkatan ini terjadi karena
adanya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang
mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang memasuki usia 17 tahun,
serta terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Pusat dalam hal pengadaan blanko KTP.

Gambar 2.48
Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019
(%)
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Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)

Untuk indikator rasio bayi ber-akte kelahiran secara tren menunjukan
kenaikan. Tahun 2015 hanya 58,22% bayi lahir yang memiliki akte kelahiran,
lalu Tahun 2019 naik menjadi 91,02%. Kenaikan ini karena adanya
kerjasama yang dibangun oleh Disdukcapil dengan berbagai pihak yang
membantu menangani proses kelahiran bayi, seperti Rumah Sakit dan Klinik

Bersalin.
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Gambar 2.49
Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019
(%)
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Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)

Rasio pasangan ber-Akte Nikah cenderung fluktuatif. Pada Gambar 2.49
diketahui bahwa pada Tahun 2015 persentase pasangan berake nikah di
Kabupaten Sumedang hanya 2,53% yang merupakan rasio terendah salama
S (lima) Tahun terakhir. Peningkatan rasio terjadi sampai Tahun 2017 yang
mencapai 83,23% yang turun kembali di Tahun 2018 menjadi 82,64%. Pada
Tahun 2019 terdapat penurunan menjadi 81,82%.

Gambar 2.50
Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019
(%)
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Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)

Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Sumedang
terus mengalami penurunan. pada Tahun 2019 baru mencapai 47,07% atau
dengan kata lain hanya terdapat 470 penduduk yang memiliki akta kelahiran

dari 1.000 penduduk. Pencapaian ini masih belum mencapai SPM yakni
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sebesar 100%. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri
secara administrasi kependudukan dan diduga masih adanya masyarakat
berusia lanjut yang tidak memiliki akta lahir sehingga menyebabkan

rendahnya persentase kepemilikan akte kelahiran.

Tabel 2.48
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019
(%)

) Tahun

Uraian 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Kepemilikan
Akta Kelahiran 56,74 49,87 49 40 47,60 47,07
per 1000
Penduduk

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)

Adapun indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator
ketersediaan data base kependudukan skala provinsi telah terpenuhi sejak
Tahun 2015.

Tabel 2.49
Database Kependudukan dan KTP Nasional Berbasis NIK
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015- 2019

Tahun
2015 2016 2017 2018 2019

No Indikator

Ketersediaan
database

1 kependudukan ada ada Ada Ada Ada
skala provinsi
Penerapan KTP
2 | Nasional Sudah | Sudah| Sudah | Sudah| Sudah

berbasis NIK

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1 | Indeks Kepuasan
Masyarakat Bidang 76 80,00 86,74
Kependudukan
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No. Indikator 2018 2019 2020

2 Persentase Penduduk ber-
KTP per satuan Penduduk 89 97,00 98,26
Wajib KTP

3 ; _
Perseptase Bayi ber-Akte 81 91,20 95,42
Kelahiran

4
Persentase ]?ata Ganda 17,00 9,00 0,17
dan Anomali

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.1.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum pencapaian target dalam merealisasikan indikator urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa untuk kurun waktu Tahun 2015 sampai

dengan Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Indikator

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rata-rata jumlah
kelompok binaan
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)

283

277

277

277

277

277

Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK

309

303

303

303

277

277

Persentase PKK Aktif (%)

100

100

100

100

100

100

Posyandu aktif

1.661

1.641

1.641

1.641

1.641

1.692

g ||| N

Cakupan pembinaan
lembaga Adat

Persentase Swadaya
Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan
masyarakat (%)

18

22

25

30

30

100

Pemeliharaan Pasca
Program pemberdayaan
masyarakat (kecamatan)

24

24

24

24

24

26

Jumlah desa yang
menerapkan siskudes

0

72

204

270

270

270

Cakupan pembinaan
lembaga BUMDesa

37

77

141

183

270

270

10

Jumlah desa yang
memiliki administrasi
Pemdes sesuai aturan

276

270

270

270

277

270

11

Rata -rata Jumlah
Aparatur Pemerintah
Desa yang dibina

833

794

1.036

971

633

633

Sumber : DPMPD Kabupaten Sumedang (2020)
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Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD dan PKK mengalami
penurunan tren disebabkan karena adanya penghapusan desa di wilayah
Genangan Waduk Jatigede sebanyak 6 (enam) Desa. Sejak Tahun 2016 -
2019 rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD dan PKK berjumlah 277
kelompok dengan persentase PKK yang aktif mencapai 100%. Untuk capaian
target indikator kinerja posyandu aktif, Tahun 2015 tercatat berjumlah 1.661
posyandu aktif dan setahun setelahnya hingga Tahun 2019 turun menjadi
1.641. penurunan ini dimungkinkan akibat adanya beberapa posyandu aktif
yang terdapat di Desa yang dihapuskan akibat pembangunan Waduk
Jatigede. Berdasarkan Undang-undang Desa, Lembaga Adat merupakan
Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian
dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa, yang bertugas untuk membantu Pemerintah Desa dan
sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan
adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat
Desa. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Sumedang terjadi peningkatan jumlah
Lembaga adat menjadi 9 (sembilan) lembaga adat dari yang semula berjumlah
1 (satu) di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di Tahun 2015 belum terbentuk
lembaga adat.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang dimulai dari
masyarakat atau dengan kata lain masyarakat berinisiatif untuk memulai
proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Jumlah
swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat persentase jumlah
swadaya masyarakat yang semula hanya 18% di Tahun 2015 meningkat
menjadi 30% di Tahun 2019.

BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan
berbadan hukum, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat atau sebagai sumber kegiatan ekonomi Desa. Pertumbuhan
BUMDes dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2019
jumlah BUMDes yang dibina mencapai 270 BUMDes, dengan rincian
sebanyak 5 (lima) BUMDes Maju, 73 (tujuh puluh tiga) BUMDes Berkembang
dan sisanya BUMDes Pemula atau perkembangannya masih jalan ditempat.
Dalam rangka peningkatan perencanaan dan penganggaran di Desa maka
dibentuk Siskeudes. Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan

Desa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa. Apliksi
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ini mulai dikembangkan dan diperkenalkan pada Tahun 2015 dan mulai
diterapkan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2016. Pada tahun tersebut

hanya 72 Desa yang menerapkan Siskeudes. Siskeudes mengalami

perkembangan yang positif, Tahun 2019 seluruh desa telah menerapkan
Siskudes secara optimal yaitu sebanyak 270 Desa.
Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai

dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator

1 | Persentase Desa
Berkembang dan
Cepat Berkembang

2018 2019 2020

56,30 94,00 95,50

2 | Persentase
Klasifikasi BUMDes
Maju dan
Berkembang

3 | Persentase
Penerapan Siskudes
Kategori Optimal

24,80 29,37 82,22

32,20 100,00 80,47

Sumber : DPMD Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.1.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
meliputi jumlah keluarga pra sejahtera, jumlah keluarga sejahtera 1, angka
pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan yang menikah usia 15-49,
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed), dan Cakupan
Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang Aktif. Data indikator tersebut
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

(%)
Tahun
No Indikator
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Persentase Keluarga
Pra Sejahtera 4,12 n/a 3,74 4,48 3,64 4,51
2 | Persentase Keluarga
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Tahun
No Indikator

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 | Angka pemakaian
kontrasepsi/CPR
bagi perempuan
menikah usia 15-49

79,76 | 81,64 | 81,64 80,87 81,96 81,64

4 | Cakupan PUS yang
ingin ber-KB tidak

. 8,25 8,48 7,67 8,55 8,00 8,22
terpenuhi ’
(unmetneed)
Cakupan anggota
5 | Bina Keluarga 93,15 | 93,62 | 93,50 95,62 86,77 50,54

Balita (BKB) ber-KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (2020)

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar keluarga. Tren jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun ke
tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2019 persentase keluarga pra
sejahtera mencapai 3,64% atau turun sekitar 0,48% dari Tahun 2018. Peran
pemerintah dalam mengupayakan turunnya jumlah keluarga sejahtera salah
satunya dengan memberikan bantuan baik berupa kebutuhan pokok
ataupun uang. Dengan turunnya jumlah keluarga pra sejahtera berarti
terdapat keluarga yang naik kelas menjadi keluarga sejahtera

Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam)
indikator tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator
keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis keluarga. Jumlah
Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan tiap Tahunnya. Tren tertinggi
terjadi pada Tahun 2018 sebesar 67,03% hal ini bisa diakibatnya adanya
perpindahan status keluarga, dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga
sejahtera I karena diperkirakan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pada tahun 2019 persentase jumlah keluarga sejahtera turun menjadi
42,26%. Diperkirakan adanya peningkatan status dari keluarga sejahtera I
menjadi keluarga sejahtera II.

Untuk realisasi indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah usia 15-49 tahun cenderung mengalami peningkatan
walaupun belum mencapai 100%. Pada Tahun 2019 angka pemakaian
kontrasepsi mencapai 81,96 yang merupakan pencapaian tertinggi selama 5
(lima) tahun terakhir.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(unmetneed) merupakan kondisi yang mengisyaratkan PUS terhadap suatu
jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga diambil keputusan tidak

menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Cakupan PUS yang ingin ber-KB
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tidak terpenuhi (unmetneed) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan
tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 8,55%. Tingginya angka
unmeet need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan
rendahnya prevelensi kontrasepsi yang akan berakibat tingginya angka
kelahiran dan memicu terjadinya ledakan penduduk. Sosialisasi penggunaan
alat kontrasepsi kepada PUS terus digalakan sehingga pada Tahun 2019
cakupan unmeet need KB menjasi 8,00%.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
selama Tahun 2015-2019 telah mencapai target Tahunan yang ditentukan.
Meskipun demikian, realisasi Tahunan bersifat fluktuatif, pada Tahun 2018
mengalami peningkatan menjadi 95,62% kemudian mengalami penurunan di
tahun berikutnya menjadi 86,77%.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018, terdapat perubahan indikator kinerja urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tabel di
bawah ini.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

(%)
No. Indikator 2018 2019 2020
1 | Total Fertility Rate (TFR) 2,10 2,18 2,12
2
Pel_rsentase Keluarga Pra 4,26 3.64 4,51
Sejahtera

3
Pe1"sentase Keluarga 17,76 42,26 18,26
Sejahtera 1

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (2021)
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2.1.3.1.2.8. Urusan Perhubungan
Secara umum pencapaian indikator urusan perhubungan disajikan pada
tabel berikut:

Tabel 2.55
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019
(%)

N Indikat Tahun
° ETRator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019
Rasio Ijin Trayek Rubah
1 (%) 21,88 25,40 26,20 31,84 Indikator
Jumlah Uji KIR Rubah
2 | Angkutan Umum 3.088 2.211 3.413 3.893 .
Indikator
(kendaraan)
Cakupan
Ketersediaan
3 | Prasarana dan n/a n/a n/a n/a 27,72
Fasilitas
Perhubungan (%)
Persentase
S | Kendaraan Laik n/a n/a n/a 83,40 91,92
Jalan (%)
Persentase Rubah
6 | Pemasangan 64,75 74,75 43,65 67,03 Indikator
Rambu-rambu (%)

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2020)

Capaian Rasio Izin Trayek pada Tahun 2015 sebesar 21,88%, meningkat
menjadi 31,84% di Tahun 2018. Peningkatan rasio izin trayek ini terjadi
karena adanya penambahan jalur angkutan umum serta penambahan
jumlah kendaraan umum. Pada Tahun 2019 tidak ada data dikarenakan
indikator tersebut berubah menjadi indikator Cakupan Trayek Angkutan
Umum.

Uji KIR angkutan umum merupakan serangkaian kegiatan menguji dan
memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan
terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah uji KIR angkutan umum
di Kabupaten Sumedang masih fluktuatif. Tahun 2016 jumlah uji KIR
angkutan umum hanya 2.211 kendaraan dan terus meningkat mencapai
3.893 kendaraan di Tahun 2018, pada Tahun 2019 tidak terdapat data
dikarenakan pada Tahun 2019 berubah menjadi indikator Persentase
Kendaraan Laik Jalan dengan perhitungan persentase menjadi 79,60%.
Dengan jumlah kendaraan angkutan umum yang ada di Kabupaten
Sumedang sebanyak 589 bis dan 1432 angkutan kota.

Salah satu peningkatan angka keselamatan di jalan raya adalah

dengan pemasangan rambu-rambu di beberapa jalan yang rawan kecelakaan,
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rawan bencana serta Kawasan pendidikan. Persentase pemasangan rambu-
rambu di Kabupaten Sumedang sangat flukuatif karena tidak setiap tahun di
adakan pemasangan baru rambu-rambu. Pada Tahun 2018 pemasangan
rambu-rambu sekitar 67,03% dan perhitungan indikator ini hanya dari
Tahun 2015-2018 dan selanjutnya dikarenakan adanya perubahan SOTK
muncul pengelolaan Penerangan Jalan Umum sebagai salah satu
perlengkapan jalan, maka untuk Tahun 2019 indikator pemasangan rambu-
rambu berubah menjadi Cakupan ketersediaan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan dengan capaian 27,72%. Perbedaan perhitungan menyebabkan
adanya penurunan capaian dikarenakan pada indikator mencakup
ketersediaan prasarana berupa dokumen, fasilitas perhubungan berupa
jumlah terminal, jumlah rambu-rambu, dan jumlah Penerangan Jalan
Umum.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan

Perhubungan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
Cakupan Ketersediaan
1 | Prasarana dan Fasilitas 25,31 98,47 79,04
Perhubungan (%)
p | Gakupan Trayek 58,45 88,32 50,74

Angkutan Umum (%)
Peningkatan Penumpang
Angkutan Umum (orang)
Persentase Kendaraan

4 Laik Jalan (%) 83,40 91,92 62,59
Jumlah Pelanggaran Lalu
Lintas (kasus)

Cakupan Satuan Ruas
Parkir (SRP)(%)

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2021)

10.044 10.284 10.428

5 1.787 30 1.535

6 50 60 70

2.1.3.1.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat
pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan
informasi dalam waktu sesaat (realtime). Dalam konteks ini, penggunaan
internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka

menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses
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informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif
berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ditunjang oleh adanya
pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Pada
Tahun 2018 cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di
tingkat kecamatan hanya mencapai 18%, artinya belum seluruh kecamatan
mendapatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-
based society), sarana prasarana telepon pintar/komputer/desktop/
notebook dan ketersediaan akses internet di tingkat rumah tangga menjadi
suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten
Sumedang belum mencapai target, pada Tahun 2018 hanya sebesar 52%,
dengan demikian masih terdapat 48% rumah tangga yang tidak memiliki
akses internet. Namun secara keseluruhan pelayanan komunikasi dan
informasi di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 100% dengan nilai
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2020 sebesar
3,81 dengan predikat sangat baik. Penjelasan lebih lanjut disampaikan
dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020

Cakupan Layanan Komunikasi

dan Informasi n/a 100 100

2 | Nilai SPBE 2,46 2,51 3,81

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.1.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan wusaha kecil dan menengah
ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi
perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang
yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum tren
persentase koperasi aktif di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2015-2018
mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 71,03% koperasi
aktif, kemudian terjadi kenaikan walaupun tidak besar menjadi 71,67% di
Tahun 2018. Kondisi tersebut menggambarkan keaktifan koperasi di
Kabupaten Sumedang masih rendah, hal ini dapat bermakna menurunnya

sumber daya manusia peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen
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koperasi dan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil
produksi koperasi.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi
yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta
memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro dan kecil
di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2015-2018 mengalami tren
positif, di Tahun 2015 tercatat terdapat 15.149 usaha mikro dan kecil dan
jumlahnya terus bertambah menjadi 20.760 usaha mikro dan kecil di Tahun
2018. Peningkatan ini diindikasikan banyaknya pelatihan-pelatihan yang
diselenggarakan untuk meningkatkan potensi masyarakat sehingga mampu
untuk menciptakan suatu produk usaha. Lebih lanjut disampaikan pada
tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

i Tahun
No Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

1 | Persentase koperasi aktif 71,03| 71,63 | 71,67 | 71,67 71,67

2 | Jumlah usaha mikrodan | 15.149| 15.400 | 15.467 | 15.467 | 18.267
kecil

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2021)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1 | Laju Pertumbuhan Sub Sektor
Perdagangan Besar dan 4,21 5,50 -7,78
Eceran (%)
2
Laju Pertumbuhan Sub Sektor
Industri Pengolahan (%) 10,64 12,15 -1,46
3 | Cakupan Koperasi Aktif (%) 72,93 77,41 38,39
4 | Jumlah UMKM (UMKM) 15.467 22.220

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2021)
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2.1.3.1.2.11. Urusan Penanaman Modal

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Sumedang, baik yang
bersumber dari dalam negeri maupun asing jumlahnya hampir sama. Namun
dilihat dari total investor yang berinvestasi terdapat peningkatan yang drastis.
Pada Tahun 2015 jumlah investor sebanyak 33 naik tajam di Tahun 2019
dengan jumlah investor mencapai 139, dengan rincian 49 PMDN dan 57 PDM.
Hal ini juga berlaku pada tenaga kerja yang terserap. Sejak Tahun 2015,
tenaga kerja yang terserap baik melalui PMDM maupun PMD mencapai 24,94
dan terus naik rasionya menjadi 51,69 di Tahun 2019, dengan jumlah
penyerapan tenaga kerja melalui PMDM.

Untuk perizinan yang dikeluarkan oleh PTSP tren nya fluktuatif. Pada
Tahun 2019 jumlah perizinan turun menjadi 2.519 dikarenakan proses
perijinan melalui Sistem ICE MANDIRI, sehingga tahapan proses lebih
transparan dan akuntabel.

Tabel 2.60
Indikator Urusan Penanaman Modal
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

No Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 | Jumlah investor
berskala
nasional 33 56 106 106 139
(PMDN/PMA)
2 | Jumlah
Perizinan yang 5.088 6.224 4.790 4.790 2.519
dikeluarkan
3 | Rasio daya
serap tenaga 24,93 33,70 51,41 51,41 51,70
kerja

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Sumedang (2020)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan
Penanaman Modal sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra 2018-
2023

No. Indikator 2018 2019 2020

1 | Jumlah Nilai
Investasi di
Sumedang

(Rp)

1.106.170.000.000 | 915.825.600.000 | 1.338.465.700.000
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No. Indikator 2018 2019 2020
2 | Indek
Kepuasan
masyarakat
Bidang
Perizinan
(poin)
Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Sumedang (2021)

84,11 85,25 86,25

2.1.3.1.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sampai dengan Tahun 2019, tercatat 213 organisasi pemuda yang aktif.
Hal ini berarti bahwa pemuda di Kabupaten Sumedang memiliki penambahan
tempat untuk berkreasi dan berekspresi sehingga kemudian dapat
membangun prestasi dalam bidang kepemudaan. Jumlah organisasi
kepemudaan terbagi menjadi S (lima) bidang, yaitu organisasi bidang politik
sebanyak 42 organisasi; bidang olahraga sebanyak 1 (satu) organisasi; bidang
ekonomi sebanyak 1 (satu) organisasi; bidang sosial sebanyak 50 organisasi;
dan Karang Taruna sebanyak 277 kelompok yang tersebar di seluruh
kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Cakupan pembinaan olahraga sejak Tahun 2015 membina 4 (empat)
cabang olahraga secara bergantian dengan jumlah klub olahraga yang
tercatat pada Tahun 2019 mencapai 309 klub olah raga yang ada di
Kabupaten Sumedang. Untuk atlet berprestasi Tahun 2019 terdapat 13 atlet
yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Sumedang sampai Tingkat
Nasional. Adapun untuk pelatih cabang olahraga yang bersertifikasi di Tahun
2015 sejumlah 40 pelatih, dan meningkat menjadi 55 pelatih di Tahun 2019.
Kedepannya perlu adanya peningkatan jumlah pelatih yang bersertifikasi
terutama pada cabang olahraga populer, sehingga akan meningkatkan
cabang olahraga yang dibina serta jumlah atlet berprestasi di Kabupaten
Sumedang. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020

No. Indikator 2018 2019 2020
1 | Persentase organisasi
kepemudaan yang n/a 80,00 100,00
aktif
2 | Jumlah Atlet yang
berprestrasi tingkat 14 13 20
Nasional

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2020)
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Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan

Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra 2018-
2023

No. Indikator 2018 2019 2020

1 | Persentase
Organisasi
Kepemudaan 100 80 100
yang Aktif
(%)

2 | Jumlah
perolehan
Medali/
Penghargaan
Atlet
Berprestasi
(Medali)

20 20 21

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2020)

2.1.3.1.2.13. Urusan Statistik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten,
urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup
daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dibuat “Buku Kabupaten Sumedang
dalam Angka”. Sejak Tahun 2015 buku tersebut selalu tersedia setiap
tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan,
kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta
ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi
terkait Kabupaten Sumedang yang dapat digunakan baik oleh pemerintah
maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan
acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB
Kabupaten Sumedang yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi
makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Buku tersebut
berfungsi sebagai penyedia data yang akurat dan berkualitas. Sampai dengan
Tahun 2018 persentase ketersediaan data yang akurat dan berkualitas di
Kabupaten Sumedang baru mencapai 68,08%. Ketersediaan data ini semakin
baik di Tahun 2019 yang ditunjukkan dengan capaian indikator 100%.

Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

HaB 1L} ERETD Hubupalen Soooedane Taduun 2022




Tabel 2.64
Indikator Kinerja Urusan Statistik
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019

Tahun
AL L0 DTS 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Buku "kabupaten/kota ada ada | Ada | ada | Ada | Ada
dalam angka”
9 Buku "PDRB ada ada Ada ada Ada Ada
kabupaten /kota”

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang (2020)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan

Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1 Persentase
Ketersediaan
Data yang 45,50 67,80 100
Akurat dan
Berkualitas

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang (2021)

2.1.3.1.2.14. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan
komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja
dapat diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Tabel
2.68 dapat diketahui bahwa sejak Tahun 2015 — 2018 Kabupaten Sumedang
telah menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah, hanya
saja persentase penggunaannya masih sangat rendah yaitu 3,34%. Hal ini
karena masih kurang efektif dan kurangnya partisipasi Perangkat Daerah
dalam penggunaan persandian, sehingga selama tahun tersebut hanya 1
(satu) Perangkat Daerah saja yang menggunakan persandian dalam
komunikasinya. Peningkatan signifikan terjadi di Tahun 2019 yang mencapai
82,78% atau dengan kata lain hamper seluruh OPD di Kabupaten Sumedang
telah menggunakan persandian dalam komunikasinya walaupun masih

belum optimal.
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Tabel 2.66
Indikator Kinerja Urusan Persandian
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Indikator

Persentase Perangkat daerah
yang telah menggunakan
sandi dalam komunikasi
Perangkat Daerah

3,34 | 3,34| 3,34 | 3,34 | 82,78 | 99,53

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2020)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan

Persandian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian
di KabupatenSumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

Indikator 2018 2019 2020
Cakupan Pengamanan n/a 27,59 207,14
Informasi Daerah (%) (8 OPD) (29 OPD)

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2020)

2.1.3.1.2.14. Urusan Kebudayaan

Indikator urusan kebudayaan meliputi jumlah grup kesenian, jumlah
gedung kesenian, jumlah museum, penyelenggaraan festival seni dan budaya,
serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Berdasarkan
Tabel 2.72 , diketahui bahwa jumlah grup kesenian di Kabupaten Sumedang
sampai dengan Tahun 2017 baru 72 grup sedangkan sanggar kesenian di
Tahun 2019 sudah mencapai 772 sanggar yang terdiri dari berbagai jenis
kesenian. Sedangkan untuk sarana penyelenggaraan seni dan budaya berupa
gedung kesenian terjadi penambahan, di Tahun 2017 Kabupaten Sumedang
baru mempunyai 1 (satu) buah gedung kesenian dan di Tahun 2019
bertambah menjadi 2 (dua) buah gedung kesenian, dengan demikian para
pelaku seni dapat lebih leluasa untuk mempresentasikan keseniannya.
Untuk tempat pameran hasil budaya atau kebudayaan atau museum dari
tahun ke tahun jumlah museum di Kabupaten Sumedang hanya mempunyai
1 (satu) museum.

Lebih lanjut, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten

Sumedang mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) acara.
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Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 perlu adanya
agenda penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahun, karena
adanya grup kesenian dan gedung kesenian menjadi tidak bermakna jika
penyelenggaraan festival di tingkat Kabupaten Sumedang tidak memiliki
agenda tahunan. Sehingga pada Tahun 2019 penyelenggaraan festival seni
dan budaya mencapai 23 acara dengan melibatkan kelompok seni tari
tradisional dan kelompok musik tradisional. Tercatat pada Tahun 2019
jumlah kelompok seni tari tradisional dan kelompok musik tradisional di
Kabupaten Sumedang masing masing berjumlah 57 kelompok seni dan 559
kelompok musik. Dengan adanya penyelenggaraan festival tidak hanya
melestarikan seni dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah
ekonomi khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap
aktivitas perekonomian lokal.

Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya mulai
dilakukan pada Tahun 2017 sebanyak 22 lokasi yang kemudian menurun
menjadi 20 lokasi di Tahun 2018, dan menggeliat kembali di Tahun 2019
sebanyak 224 lokasi, karena adanya promosi besar-besaran yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah untuk memperkenalkan situs dan cagar budaya
yang ada di Sumedang kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk
promosi pariwisata budaya.

Pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan
Olah Raga Tahun 2018-2023 terdapat perubahan Indikator kinerja yaitu
indikator Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan
Pembinaan Kebudayaan yang sudah mencakup indikator kinerja sebelumnya
serta capaian pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 100%
dikarenakan peran serta Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam
melindungi dan menjaga situs-situs dan cagar budaya sehingga dapat
dimanfaatkan sebagai potensi kunjungan wisata religi maupun wisata lainnya
dan sebagai warisan budaya leluhur, selain itu intens dalam melakukan
pembinaan terhadap para pelaku-pelaku budaya dan seniman di Kabupaten

Sumedang.
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Tabel 2.68
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2020

Realisasi Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah Group

n/a
Kesenian 56 60 72 n/a | n/a

2 | Jumlah Gedung 1 1 1 n/a 2 2
kesenianf
3 | Jumlah Museum 1 1 1 1 1 1
4 | Penyelenggaraan
festival seni dan n/a | n/a ) n/a 23 n/a
budaya
5 | Sarana
Penyelenggaraan 1 1 1 n/a | n/a | n/a
seni dan budaya
6 | Benda, situs dan
kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan

7 | Cakupan
Perlindungan,
Pengembangan,
Pemanfaatan dan
Pembinaan
Kebudayaan

No Indikator

0 0 22 20 224 | n/a

- - - - 100 100

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sumedang (2021)

2.1.3.1.2.16. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan tren indikator kinerja urusan perpustakaan pada Tabel
2.73 selama periode Tahun 2015-2020 rata-rata realisasi menunjukkan
capaian yang positif. Untuk jumlah perpustakaan mengalami tren positif, dan
di Tahun 2018 jumlah perpustakaan mencapai 1.011 perpustakaan di
seluruh Kabupaten Sumedang (mencakup perpustakaan SD-SMP-Perpus di
Kantor OPD) dan jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun
sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah pengunjung, yang terus menurun
dari tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak perkembangan teknologi
informasi. Pada Tahun 2019 jumlah pengunjung menurun sebanyak 73.671
pengunjung, jumlah tersebut merupakan jumlah pengunjung di seluruh
perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Adapun untuk jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang
memiliki sertifikat sampai dengan Tahun 2019 belum tersedia sehingga
strategi manajemen perpustakaan mulai dari pengelolaan sarpras
perpustakaan, dan strategi peningkatan minat baca melalui perpustakaan

belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu perlu terus
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diupayakan adanya pustakawan agar pelayanan urusan perpustakaan dapat
berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten
Sumedang.

Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan sesuai hasil survey dari
responden pengunjung terdapat 88,05% merasa puas terhadap pelayanan
perpustakaan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019. Dalam
meningkatkan pelayanan perpustakaan lebih dekat kepada masyarakat maka
keberadaan perpustakaan keliling ke Desa dan Kecamatan manfaatnya
sangay dirasakan oleh masyarakat, walaupun cakupan lokasi yang terlayani
baru 31% dikarenakan keterbatasan kendaraan Puskesmas Keliling.

Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2015-2019

No

Indikator

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah
Perpustakaan

674

695

834

1.011

Jumlah
Pengunjung
Perpustakaan Per

30.150

30.632

33.552

81.679

73.671

12.304

Tahun

3 | Koleksi Buku
yang tersedia di
Perpustakaan
daerah

4 | Jumlah
pustakawan,
tenaga teknis, 0 0 0 0
dan penilai yang
memiliki sertifikat
5 | Tingkat Kepuasan
Pengunjung

6 | Cakupan Lokasi
yang terlayani - - -
melalui Pusling

344.250 | 179.353 | 316.200 | 81.679 | 890.319

74,40 88,05 82,00

22,22 31 0,038

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.1.2.17. Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan periode Tahun 2013-2017 dapat digambarkan
oleh indikator pada Tabel 2.74. Indikator persentase Perangkat Daerah (PD)
yang mengelola arsip secara baku secara tren menunjukkan peningkatan
capaian, pada Tahun 2015 tercatat sejumlah 25% OPD yang mengelola arsip
secara baku, kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi 40% OPD, hal
ini bermakna terdapat 12 OPD yang telah mengelola arsip secara baku pada

Tahun 2018. Untuk Tahun 2019 sesuai RPJMD 2018-2023 adanya
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perubahan indikator menjadi Persentase Perangkat Daerah yang tertata
arsipnya sesuai dengan Standar (IKU) dengan capaian 21,82%, dikarenakan
masih belum meratanya pengelolaan Arsip pada setiap Perangkat Daerah
sesuai standar. Sedangkan untuk indikator peningkatan SDM pengelola
kearsipan mengalami penurunan, pada Tahun 2015 terdapat 130 arsiparis
yang mengikuti pelatihan peningkatan pengelolaan kearsipan, akan tetapi
pada Tahun 2018 hanya 20 arsiparis yang berpartisipasi dalam pelatihan.

Penurunan terjadi karena kurangnya minat ASN untuk menjadi arsiparis.

Tabel 2.70
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2015-2020

: Tahun
No Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Persentase Perangkat 25 35 40 40 Ganti
Daerah yang Indikator

mengelola arsip
secara baku

2 | Peningkatan SDM 130 130 20 20 n/a n/a
pengelola kearsipan
3 | Persentase Perangkat
Daerah yang tertata
arsipnya sesuai
dengan Standar

_ _ - 3,64 | 21,82 | 40,00

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Pilihan
2.1.3.2.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Laju pertumbuhan sub sektor perikanan pada Tahun 2019 sebesar
2,34% yang didukung oleh 14.950 orang pembudidaya perikanan. Hal ini
berdampak pada produksi perikanan di Kabupaten Sumedang yang terus
mengalami peningkatan. Tahun 2015 produksi perikanan baru 6.673 ton dan
terus meningkat menjadi 9.020 ton di Tahun 2019. Hal tersebut sejalan
dengan adanya tren peningkatan jumlah rumah tangga perikanan selama
periode Tahun yang sama. Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan di masyarakat
Kabupaten Sumedang per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik
dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.71
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2019

No Indikator Realisasi Tahun
: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Produksi 5.987 6.301 6.673 8.026 8.146 8.286 9.020
perikanan
(ton)

2 Konsumsi ikan | 15,20 13,17 15,04 16,36 16,40 16.53 16.62
(kg/kapita/tah
un)

3 Kontribusi
sektor
perikanan
terhadap
PDRB

A. Atas dasar n/a 0.68 0.67 0.67 0.72 0,65 0.65
harga berlaku
(%0)

B. Atas dasar n/a 0.65 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57
harga konstan
(%)

9] Jumlah 19.16 | 19.160 | 21.131 | 22.096 | 22.097 | 21.102 | 21.108
Rumah Tangga 0
Perikanan (RT)

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2020)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Kelautan

dan Perikanan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun

2018-2023
No. Indikator 2018 2019 2020
| Stibscitor perikanan 232 | 234 3,48
* | Substitor Peternaan | 648 | 418 5,78

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.2.2 Urusan Pariwisata

Tujuan pariwisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta
pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah sektor
pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang berfungsi sebagai
katalisator pembangunan (agent of development) yang berkontribusi terhadap
proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan
daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan,
dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi

alam yang terbatas. Daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang
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didominasi oleh objek wisata alam dan memiliki daya tarik yang hampir mirip
antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya. Sampai Tahun 2019
jumlah objek wisata di Kabupaten Sumedang 39 objek yang tersebar di 26
Kecamatan dan masih didominasi wisata berskala lokal.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang belum
seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata seperti
hotel, restoran, biro wisata dan toko cenderamata. Tahun 2019 tercatat di
Kabupaten Sumedang baru mempunya 30 hotel saja dengan total jumlah
kamar 870 kamar dan klasifikasi hotel masih belum merupakan hotel
berbintang. Untuk restoran dan cafetaria masing-masing berjumlah 117
restoran dan 80 cafetaria. Penunjang pariwisata lainnya seperti biro wisata
dan toko souvenir yang mempunyai tujuan salah satunya untuk
mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk
biro wisata baru terdapat 15 biro wisata, sedangkan upaya promosi potensi
wisata baik secara lokal, nasional dan internasional sudah dilakukan sejak
Tahun 2015 sampai Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali melalui pameran
pariwisata dan sosial media. Untuk toko cenderamata baru terdapat sekitar
27 toko cenderamata saja yang tersebar di seluruh daerah wisata. Dalam
konteks pengembangan pariwisata hal ini dapat bermakna bahwa daerah
tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan
nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pariwisata Kabupaten Sumedang telah
memiliki acuan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Sumedang Tahun 2021-2025.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat aktif dalam
pengembangan potensi wisata sehingga Jumlah kunjungan wisatawan ke
obyek-obyek wisata di Kabpaten Sumedang cukup tinggi pada Tahun 2019
sebanyak 81.494 orang dan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun
2020 yaitu sebanyak 717.800 pengunjung ke berbagai objek wisata walaupun
pada masa pandemi Covid 19 tidak mengurangi kunjungan wisata

Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang berkembang sangat
pesat sehingga sektor ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara digital dan
mudah diakses secara nasional maupun internasional, pada Tahun 2018
hanya 44% kemudian mengalami peningkatan menjadi 63% pada Tahun

2019 dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 100%.
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Tabel 2.73
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1 | Jumlah
kunjungan 498.472 81.494 881.822

wisatawan (orang)
2 | Cakupan sub
sektor ekonomi
kreatif yang
dikembangkan
sampai skala
nasional (%)

44,00 63,00 105,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.2.3. Urusan Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang
dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku
industry serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Bahan makanan
utama penduduk di Kabupaten Sumedang adalah beras. Secara tren
produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di Kabupaten
Sumedang mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target tahunannya.
Pada Tahun 2015 dan 2016 produktivitas hanya mencapai 63,02 /Ha dan
63,89/Ha, sedangkan di Tahun 2017 mengalami penurunan, produktivitas
hanya mencapai 62,25/Ha padahal target tahunannya sudah diturunkan
menjadi 60,68 /Ha.

Pada Tahun 2019 diketahui Kabupaten Sumedang mempunyai luas
tanah untuk persawahan, perkebunan dan hortikultura mencapai 91.531,84
Ha, yang terbagi atas luas areal persawahan sebesar 31,166,8 Ha, areal
hortikultura 36.503,56 dan areal perkebunan 23.861,48 Ha dengan rincian
19.313,48 Ha merupakan areal tanaman tahunan dan 4.548 Ha merupakan
areal tanaman semusim. Luasnya tanah untuk pertanian di Kabupaten
Sumedang berimbas pada jumlah produksi yang dihasilkan. Untuk tanaman
pangan di Tahun 2019 menghasilkan 837.031 ton, untuk tamaman
hortikultura (sayuran dan Buah) menghasilkan 177.517 ton sedangkan

perkebunan hanya mencapai 7.676 ton.
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Gambar 2.51
Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal
Lainnya di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019
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Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2020)

Urusan pertanian tidak hanya meliputi persawahan, perkebunan dan
hortikultura saja, akan tetapi meliputi juga hewan ternak. Pada Tahun 2019
populasi hewan ternak di Kabupaten Sumedang mencapai 3.389.303 ekor
ternak yang terdiri dari ternak sapi (sapi perah dan sapi potong), kerbau, kuda
kambing, domba, ayam (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging)
dan itik. Dari hewan ternak tersebut penyumbang populasi terbanyak adalah
ayam ras pedaging yang populasinya mencapai 2.496.850 ekor, adapun
populasi ternak yang terendah adalah jura hanya 402 ekor. Disamping
populasi terdapat juga jumlah produksi komoditas pangan hewani sebanyak
35.909.657 ton, dengan produksi terbanyak komoditas ayam ras pedaging
sebanyak 19.640.222 ton sedangkan yang terendah komoditas ayam ras
petelur hanya 136,539 ton.

Memperhatikan paparan diatas bahwa indikator kinerja urusan
pertanian pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tahun 2018-2023 terdapat perubahan Indikator kinerja. Dengan penjelasan
bahwa untuk indikator pertumbuhan PDRB Sub sektor pertanian yang terdiri
dari a) Tanaman Pangan, b) Tanaman Holtikultura dan 3) Tanaman
Perkebunan adanya peningkatan pada Tahun 2019 dari tahun sebelumnya
Tahun 2018 sedangkan untuk Tahun 2020 data tersebut belum di rilis oleh
Badan Pusat Statistik Nasional. Dan untuk indikator Sektor Pola Pangan
Harapan (PPH) terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana

penjelasan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1 | Laju Pertumbuhan
PDRB Sub Sektor

Pertanian :

a. Tanaman Pangan 10,04 19,14 2,18
b. Tanaman 3,20 4,00 1,38
Hortikultura

c. Tanaman Perkebunan | 4,12 18,79 6,52

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (2021)
2.1.3.2.4. Urusan Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga
setelah sektor kehutanan perikanan dan sektor industri pengolahan. Pada
Tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten
Sumedang tercatat 15,65%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh
pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha informal, untuk indikator
cakupan bina kelompok pedagang/usaha sejak Tahun 2015 hingga Tahun
2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat 305
pedagang/usaha informal kemudian meningkat menjadi 665
pedagang/usaha informal pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 dan 2019 data
dimaksud tidak dapat dihitung kembali dikarenakan bukan menjadi
indikator kinerja urusan perdagangan.

Untuk Indikator Kinerja selanjutnya sesuai Rencana Strategis Dinas
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2019 menjadi
Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
dengan capaian Tahun 2015 sebesar 3,67% dan meningkat pada Tahun 2019
sebesar 5,50%, hal ini menunjukan adanya peningkatan aktifitas
perdagangan yang positif seiring dengan peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat sera bertambahnya jumlah penduduk kelas

menengah ke atas. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah.
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Tabel 2.75
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

Indikator Tahun
2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Cakupan bina kelompok 305 600 665 n/a
pedagang/usaha informal
Laju Pertumbuhan Sub Sektor 3,67 4,23 4,94 4,21 523 | -7,78
Perdagangan Besar dan Eceran
(%)

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2020)

2.1.3.2.5. Urusan Perindustrian

Pada Tahun 2017, urusan Perindustrian memiliki indikator Cakupan
Bina Kelompok Pengrajin dengan angka capaian 321 kelompok pengrajin.
Indikator Kinerja selanjutnya sesuai Rencana Strategis Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023 diubah menjadi
Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan.

Tahun 2019 sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB
terbesar di Kabupaten Sumedang dengan kontribusi sebesar 12,15%. Jika
berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil, industri dibedakan
menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri sekala
besar. Dan yang merupakan kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil
dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa
pengrajin dan industri rumah tangga. Peran pemerintah Kabupaten
Sumedang pada pertumbuhan industri pengolahan sangat intens dengan
mengembangkan One Vilage One Product (OVOP) sehingga mendorong
lapangan usaha di masyarakat berkembang, sebagaimana dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 2.76
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Sumedang (%)
Tahun
Indikator
2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 2020

Cakupan Bina 303 | 315| 321 n/a n/a n/a
Kelompok Pengrajin
Laju Pertumbuhan 5,46 | 6,21 | 5,29 10,64 12,17 -1,46
Sub Sektor Industri
Pengolahan

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2020)
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2.1.3.2.6. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh Pemerintah untuk
memindahkan penduduk dari suatu daerah ysng padat penduduk ke daerah
lain di dalam wilayah Indonesia. Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi
atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat
ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan
pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang
proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan
transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran
pemerintah daerah sebagai pelaksana (rowing) sedangkan pemerintah pusat
sebagai fasilitator dan memberikan arahan (steering), maka dalam
pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan
demand side, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan
kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat
yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah
kabupaten /kota.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai daerah pengirim calon
transmigran telah bekerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah
penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama
tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi
sehingga permasalahan- permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini
mungkin. Selama periode Tahun 2015-2017 Pemerintah Kabupaten
Sumedang telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 42 KK, yaitu
masing-masing 16 KK pada Tahun 2015, 21 KK pada Tahun 2016, dan 5 KK
pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2018 tidak ada transmigran yang
ditempatkan karena pada tahun ini Kabupaten Sumedang tidak mempunyai
kuota. Dan pada Tahun 2019 Sumedang kembali mendapatkan kuota untuk
melakukan transmigrasi akan tetapi hanya 6 (enam) KK saja. Penjelasan lebih

lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.77
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

Tty 2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Jumlah | Jumlah . Jumlah | Jumlah . Jumlah | Jumlah . Jumlah
KK Jiwa Lokasi KK Jiwa Lokasi KK Jiwa Lokasi Jumlah KK KK
Upt Kancu'u Upt Malakoni
5 Kk 18 Jiwa Kab. Poso Rrov 6 Kk 21 Jiwa Kab. Bengkulu 6 KK
Sulawesi Utara Prov.
Tengah Bengkulu
Upt Parudongka
. Upt Parudongka Kec. Rauta Kab. Tidak Ada
Jumlah Upt Malakoni i
Peserta 6Kk | 21Jiwa | Bengkulu Utara | 10Kk | 51 Jiwa | aP- Konawe SKk | 18 Jiwa Konawe Prov. | Penempatan
Transmigran Prov. Benekulu Prov. Sulawesi ulawesi Dikarnakan
Umum ’ g Tenggara Tenggara tidak ada
kuota
U\I;/ta]f(i%?nlézc' Upt Jud Nganti
Kab. Musi
5Kk | 15Jiwa | oo gf‘;'a 5Kk | 16Jiwa | Banyuasin Prov.
Prov. Sulawesi Sg:;;f;a
Tenggara

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang (2020)

DAL IS REPD Kol

len Swinediang Tebun 2027 JyEsiEes




2.1.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1.3.31. Urusan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Periode Tahun 2018 - 2023 sudah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
- 2023. Selain itu, selama periode Tahun 2018 — 2023 dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati. Disamping hal tersebut, dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 juga telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bahwa mulai Tahun 2021 untuk
proses penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah menggunakan sistem dimaksud. Adapun mengenai klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sudah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Tabel 2.78
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

Tahun

No Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Tersedianya
dokumen

1 perencanaan RPJPD Ada Ada Ada Ada Ada Ada
yg telah ditetapkan
dgn PERDA
Tersedianya
Dokumen

2 E?fﬁ??;iﬂgh Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada
ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Tersedianya
Dokumen

3 Perencanaan : RKPD Ada Ada Ada Ada Ada Ada
yg telah ditetapkan
dgn PERKADA
Penjabaran Program
4 RPJMD kedalam Ada Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (2021)

Selain tersedianya dokumen-dokumen seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD

perlu diperhatikan juga mengenai tingkat kesesuaian antar dokumen, seperti

HaB 1L } BETD Hubopaley Soooedane Taduan 2022




kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra, RPJMD dengan RKPD, dan Renja
dengan RKPD. Apabila sinkronisasi program dan kegiatan antar dokumen
sudah sesuai maka akan menghasilkan sistem perencanaan yang baik serta
tercapainya sasaran dan target pembangunan Sumedang. Perencanaan di
Kabupaten Sumedang selama ini dilakukan melalui sistem RKPD online yang
sudah terintegrasi dengan system keuangan Sumedang (SIPKD), sehingga
penganggaran program dan kegiatan tidak akan keluar dari perencanaan
yang sudah disepakati sesuai dengan tema pembangunan serta prioritas
pembangunan.

Untuk dapat melihat pencapaian target dari indikator-indikator
pembangunan maka dilakukan evaluasi kinerja dari tiap Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga dengan
melakukan evaluasi kinerja akan terukur seberapa berhasilnya perencanaan
dan seberapa besar target dan sasaran pembangunan yang sudah tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka sejak penyusunan
Perencanaan Tahun 2021, e-planning di Kabupaten Sumedang menggunakan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem aplikasi tersebut adalah
sistem yang terintegrasi antara pemerintah Kabupaten/ Kota dan pemerintah
Provinsi seluruh Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan
terintegrasinya sistem maka kesesuaian perencanaan antar pemerintahan
diharapkan menjadi konsisten dan sinergi. Seiring dengan pelaksanaan
program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator

kinerja urusan Perencanaan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.79
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)

No. Indikator 2018 2019 2020
1 | Tingkat Kesesuaian

Renstra terhadap 85,00 100,00 100,00

RPJMD

2 | Tingkat Kesesuaian

RKPD terhadap 85,00 100,00 100,00

RPJMD

3 | Tingkat Kesesuaian

Renja terhadap 85,00 100,00 100,00

RKPD
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No. Indikator 2018 2019 2020
4 | Tingkat
Ketercapaian Target
Pembangunan 96,50 100,00 100,00
Daerah yang
berkategori "Baik"

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (2021)

2.1.3.3.2. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah lebih baik dengan dapat
dipertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas LPP
APBD sejak Tahun 2015. Dari Tahun 2015 -2018 Pemerintah Kabupaten
Sumedang telah mengalokasikan Belanja untuk Bidang Pendidikan dan
Bidang Kesehatan sesuai dengan yang diatur dalam peraturanperundangan.
Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepatuhan dalam perencanan
penganggaran.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain persentase
SILPA terhadap Penerimaan Daerah dan persentase terhadap Belanja Daerah
yang diharapkan akan semakin menurun, dan realisasi Belanja Tidak

Langsung yang masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi Belanja

Langsung.
Tabel 2.80
Indikator Kinerja Urusan Keuangan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020
No Indikator Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 | 2020

1 | Opini BPK terhadap

WTP WTP WTP WTP WTP WTP
laporan keuangan

2 | Persentase SILPA
terhadap APBD 6,65 6,22 0,86 4.06 3,74 4,71
(Belanja) (%)

3 | Persentase SILPA
terhadap Total
Penerimaan Daerah

(%0)

6,23 6,12 0,84 3,97 3,42 3,83

4 | Persentase program
yang tidak terlaksana 0 0 0 0 0 n/a
(%0)

5 | Persentase kegiatan
yang tidak terlaksana 0,02 0,02 0,1 0,3 n/a n/a
(%)

6 | Persentase belanja

pendidikan (20%) (%) 39,70 38,93 37,34 38,52 | 39,45 | 39,04

7 | Persentase belanja

kesehatan (10%) (%) 13,30 14,59 15,64 12,95 11,81 | 15,29

8 | Persentase Belanja

48.53 38.96 42.22 40.16 | 54,82 | 43,24
Langsung (%)

9 | Persentase Belanja

tidak langsung (%) 51.47 | 61.04| 57.78| 59.84| 45,18| 56,76
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. Tahun
No Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
10 | Persentase belanja
bagi hasil ke desa (%) 0.24 0.22 0.54 0.68 0,81 0,69
11 | Ketepatan waktu Tidak Tidak
Tepat Tepat Tepat
penetapan APBD Tepat Tepat Tepat
Waktu | Waktu Waktu | Waktu Waktu Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

Seiring dengan digunakannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) pada proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 pun telah difasilitasi oleh SIPD.
Terintegrasinya sistem antara perencanan dengan penganggaran melalui
SIPD, selain memudahkan Pemerintah Daerah juga memudahkan bagi
Pemerintah Pusat untuk memantau pelaksanaan APBD.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Keuangan

sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.81
Indikator Kinerja Urusan Keuangan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1 | Opini BPK WTP WTP WTP
2 | APBD Tepat Tepat Tepat
Waktu Waktu Waktu Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

2.1.3.3.3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Sistem Merit ASN merupakan
salah satu indikator kinerja urusan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) adalah suatu instrument yang
digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas
pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan
evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 4 (empat) hal yang
dinilai dalam IP ASN yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.
Tahun 2020 IP ASN Kabupaten Sumedang 65,03, artinya tingkat
profesionalitas ASN di Sumedang belum tercapai maksimal sehingga perlu
dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan IP ASN Sumedang.

Indeks Sistem Merit ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar
penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Indeks sistem

merit ASN di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 sebesar 74,47.
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Indikator kinerja urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun

2018-202 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2020

. Tahun

No Indikator 2018 | 2019 | 2020
1 | Indeks Profesionalitas ASN 59,00 | 59,45| 65,03
2 | Indeks Sistem Merit ASN 48,90 | 60,88 | 74,47

Sumber: Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kab. Sumedang (2021)

2.1.3.4. Fokus Fungsi Pengawasan

Seiring dengan mampu dipertahankannya peroleh predikat opini WTP
pada LPPD Kabupaten Sumedang oleh BPK RI selama 4 (empat) tahun
terakhir, menunjukkan adanya kualitas kinerja pengawasan, terutama di
bidang keuangan, yang cukup baik dan memadai. Hal ini ditunjukkan dengan
kinerja pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil temuan BPK yang
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan SKPD terkait yang mencapai
hampir 40%, pada Tahun 2019. Sedangkan untuk indikator Penurunan
Temuan Penyimpangan tehadap APBD pada Tahun 2019 ditemukan hanya
8%. Hal ini menunjukkan adanya kualitas dan kuantitas yang memadai dari
tenaga auditor dan sarana penunjang tugasnya, selain itu juga didukung oleh
Tingkat Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model (IACM))
Pengawas/Auditor di Kabupaten Sumedang yang sudah berada di level 3.

Untuk persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK terakhir di
Tahun 2016 menunjukan adanya peningkatan dari Tahun sebelumnya
sebanyak 92,45%. Hal ini perlu adanya perhatian terkait dengan penurunan
kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang
dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas dalam penyajian LKPD
sehingga akan berdampak pada penurunan opini LKPD, dan untuk jumlah
pelanggaran pegawai sampai di Tahun 2017 hanya menunjukan 6% dari total
pegawai di Kabupaten Sumedang yang berjumlah 10.006 ASN. Persentase
yang tidak terlalu besar akan tetapi untuk jumlah pelanggaran pegawai

diupayakan terus mencapai 0% ditahun-tahun berikutnya dan data pegawai

yang mendapat sanksi untuk proses tahapannya menjadi kewenangan

BKPSDM.
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Tabel 2.83
Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2020

No Indikator e

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Persentase tindak lanjut

73,23 | 72,82 | 71,23 | 55,76 | 40,08 | 60,20
temuan

2 | Persentase pelanggaran

pegawai 0,07 0,15 0,06 0 0 0

3 | Persentase rekomendasi

Hasil Pemeriksaan BPK 65,7 | 92,45| 66,67 | 67,80 | 66,00 | 79,60

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumedang (2021)

Salah satu indikator urusan pengawasan adalah mengevaluasi Sistem
Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah. SAKIP
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan
proseduryang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu
prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan

Pengawasan sebagaimana tabel di bawah ini.
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Tabel 2.84
Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan
Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2020

No. Indikator 2018 2019 2020

1 | Persentase Penerapan SPIP 20 80 80
pada Perangkat Daerah (%)

2 | Persentase Perangkat Daerah 36 80 80
yang Nilai SAKIPnya
Berkategori "Baik" (%)

3 | Tingkat Kapabilitas APIP/ Level 3 Level 3 level 3
IACM
4 | Persentase Perangkat Daerah n/a 20 100

yang melaksanakan
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM (%)

S5 | Persentase Tindaklanjut Hasil 75 82 85
Pemeriksaan (TLHP) yang
diselesaikan sesuai
rekomendasi (%)

6 | Persentase Temuan 8,79 8 7
Penyimpangan terhadap APBD
(%)

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.3.5. Fokus Fungsi Sekretariat DPRD

Kinerja urusan Sekretariat Dewan jika ditinjau dari realisasi indikator
pada Tabel 2.55 menunjukkan kinerja yang positif. Untuk indikator
tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2015 telah mencapai target, karena
rencana kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten
Sumedang disusun setiap Tahun.

Kemudian indikator tersusun dan terintegrasinya Program-Program
Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan
Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM)
maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) juga tercapai dengan adanya
dokumen RKPD setiap Tahun.

Adapun indikator terintegrasi program-program DPRD untuk

melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke
dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD setiap

Tahunnya telah tercapai. Dan untuk Persetujuan APBD sejak Tahun 2019
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telah dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan program dan

kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu tiap Tahunnya.

Tabel 2.85

Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD
di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2019

No

Indikator

Realisasi Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tersedianya
Rencana Kerja
Tahunan pada
setiap Alat-
alat
Kelengkapan
DPRD Kab.
Sumedang
(ada/tidak)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersusun dan
terintegrasinya
Program-
Program Kerja
DPRD untuk
melaksanakan
Fungsi
Pengawasan,
Fungsi
Pembentukan
Perda, dan
Fungsi
Anggaran
dalam
Dokumen
Rencana Lima
Tahunan
(RPIJM)
maupun
Dokumen
Rencana
Tahunan
(RKPD)
(ada/tidak)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Terintegrasi
program-
program
DPRD untuk
melaksanakan
fungsi
pengawasan,
pembentukan
Perda dan
Anggaran ke
dalam
Dokumen
Perencanaan
dan Dokumen
Anggaran
Setwan DPRD
(ada/tidak)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang (2021)
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Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan
Pengawasan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.86
Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

Indikator 2018 2019 2020
Persentase Fasilitasi
Dukungan terhadap
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD Dewan Kabupaten Sumedang (2021)

93,4 92,75 93,68

2.1.3.6. Fungsi Pendukung Urusan Administrasi Pemerintahan

Urusan administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah dan Kecamatan (Kelurahan). Indikator kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2015-2017, untuk indikator
Tersedianya LPPD tepat waktu menunjukkan bahwa Tahun 2015 penetapan
LPPD dilakukan pada tanggal 4 maret. Sementara itu nilai LPPD
menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun
2017, adapun untuk Tahun 2016 nilai LPPD tidak diumumkan. Persentase
desa sadar hukum selama periode Tahun 2015-2017 menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan, yang meningkat menjadi 58,40% di
Tahun 2017. Sedangkan untuk persentase perkara yang ditangani terus
mengalami penurunan Tahun 2015 yang semula 12 perkara menjadi 8
perkara di Tahun 2017. Jumlah perkara yang ditangani cenderung menurun
karena (1) tidak adanya gugatan perdata/TUN yang harus ditangani; (2)
adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat; dan (3)
menunjukkan keberhasilan penyuluhan taat hukum. Selama periode Tahun
2015-2017 Kabupaten Sumedang menetapkan perda sebanyak 32,
sementara perbup sebanyak 335.

Untuk nilai LAKIP terus mengalami peningkatan secara bertahap, pada
Tahun 2017 LAKIP Daerah mencapai nilai 48,58, Tahun 2018 mendapat nilai
B, dan Tahun 2019 dengan capaian nilai B. Kemudian untuk ketersediaan
dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Dokumen Analisa Beban Kerja (ABK)
pada Tahun 2015 hingga Tahun 2016 tersedia dokumen laporan akhir
penyusunan Anjab dan ABK dengan mengacu pada SOTK Tahun 2011.
Sementara pada Tahun 2017 sudah terdapat kebutuhan penyusunan Anjab
dan ABK baru berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang SOTK,
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namun pada Tahun 2017 perubahan Anjab dan ABK baru dilakukan pada
unit PTSP, untuk Orgnisasi Perangkat Daerah lainnya perubahan Anjab dan
ABK sedang dalam proses. Untuk Indikator persentase jumlah kerjasama
antar lembaga selama periode Tahun 2015-2017 sangat fluktuatif, tehun
2016 menghasilkan 134 naskah kerjasama yang merupakan capaian
terbanyak sejak tahun 2015, sedangkan di Tahun 2017 hanya mencapai 33
naskah kerjasama.

Pada Tahun 2019 terdapat prestasi pencapaian beberapa indikator
urusan Sekretariat Daerah antara lain Persentase Perangkat Daerah bidang
pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”,
persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target
kinerja tahunannya berkategori “baik”, Persentase Perangkat Daerah bidang
Administrasi Umum yang capaian target kinerja tahunannya berkategori
“baik”, dan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan adminitrasi
Kinerja pembangunan triwulannya berkategori “baik” telah mencapai 100%.
Hal ini sangat dipengaruhi oleh kerjasama Stda dengan SKPD lainnya dalam
pencapaian target kinerja di tiap bidang pembangunan.

Tingkat Kematangan UKPBJ Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019
masih berada pada Level 2 dari target sudah mencapai level 3. Faktor
hambatan karena pejabat pengadaan barang dan jasa belum fungsional dan
belum dilantik oleh LKPP dan ULP masih ada di Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian dan Statistik. Penjalasan lain capaian indikator
urusan Sekretariat Daerah terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 2.87
Indikator Fungsi Sekretariat Daerah
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

o Tahun
No | Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
1 | Tersedianya LPPD LPPD LPPD LPPD LPPD
LPPD dengan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
tepat waktu 2014 2015 2016 2017 2018
4 Maret 4 Maret 29 Maret
2015 2016 2017
2 | Meningkatnya 116/2,978 (N/JA) | 34/3,519 3,09 3,15
Nilai LPPD
3 | Persentase 36.80% 54.80% 58.40% n/a 100%
Desa Sadar
Hukum
4 | Persentase 12 10 8 16 43
perkara yang
ditangani
S | Perda dan - Perda : - Perda : | - Perda : 8 519 830
Perbup yang 11 -1 13 - - Perbup:
dihasilkan Perbup: 88 Perbup: 107
40
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q Tahun
No | Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

6 | Meningkatnya 46,52 48,50 48,58 n/a n/a
nilai LAKIP
daerah

7 | Nilai SAKIP B B
Kabupaten

8 | Indeks 56,05 65,00
Reformasi
Birokrasi

9 | Presentase n/a 100
perangkat
daerah yang
capaian target
kinerja
tahunannya
"baik"

10 | Tersedianya Dokumen | Dokumen | Sudah Dokumen n/a
dokumen Laporan Laporan ada Laporan
perubahan Akhir Akhir perubaha Akhir
Analisa Penyusuna | Penyusun | n Penyusun
Jabatan dan n Anjab an Anjab walaupun an Anjab
Analisa Beban | dan ABK dan ABK hanya dan ABK
Kerja berdasark | berdasark | untuk berdasark

an SOTK an SOTK PTSP an SOTK
2011 2011 2017

8 | Persentase 35 naskah 134 | 33 naskah 30 64
peningkatan (27 MoU;8 naskah (16 | Mou/PKS | Mou/PK
jumlah PKS) (25 MoU;10 S
kerjasama MoU;109 PKS)
antar lembaga PKS)

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (2020)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Fungsi Sekretariat

Daerah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah
di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1| Nilai LPPD Kabupaten 3,15 Kemendagri
2 | Nilai SAKIP Kabupaten B B B
3 Efgﬁfasfform%i 56,05 22,38 56,05

4 | Presentase perangkat
daerah yang capaian
target kinerja tahunannya
"baik"

n/a 100 n/a

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (2021)
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2.1.3.7. Fokus Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara umum kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik
selama periode Tahun 2015 - 2019 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini
dapat diketahui dari tidak adanya konflik antar suku dan konflik antar umat
beragama/keyakinan di Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah LSM, Ormas,
dan OKP selama periode Tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuasi. Dari 517
ormas yang terdata pada Tahun 2016 turun menjadi 186 ormas di Tahun
2019. Kemudian untuk jumlah organisasi politik daerah selama periode
Tahun 2015 - 2019 tidak mengalami perubahan yakni 12 organisasi politik
daerah. Dalam perspektif kedepan, pembinaan terhadap ketahanan bangsa,
politik dalam negeri dan ormas, serta kewaspadaan daerah perlu terus
ditingkatkan dalam membantu mewujudkan masyarakat yang memiliki
kesadaran berbangsa dan bernegara dalam lingkup kehidupan majemuk yang
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan lebih
lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.89
Indikator Kinerja Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

. Tahun
No LA 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Frekwensi Konflik 0 0 0 0 0 0
Antar Suku
2 | Frekuensi Konflik 0 0 0 0 0 0
Antar Umat
Beragama/Keyakinan
3 | Jumlah LSM, Ormas, 60 517 257 186 186 565
dan OKP
4 | Jumlah Organisasi 12 12 12 12 12 16
Politik Daerah

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Sumedang (2019)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai
dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.90
Indikator Kinerja Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020
Berdsarkan Renstra Tahun 2018-2023

No. Indikator 2018 2019 2020
1
Indeks kerukunan umat 72,2 n/a n/a
beragama
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No. Indikator 2018 2019 2020
2 . . . .
Tingkat .Clpta Kondisi 100 100 100
Kondusif
3 | Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu 80,6 83,5 &
4 | Persentase Ormas yang
dibina kategori Aktif 100 100 100

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Sumedang (2021)

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang
dilakukan oleh Kemenristek BRIN, bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada
kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 2,5940.

Tren pengeluaran per kapita masyarakat Sumedang secara umum selalu
mengalami kenaikan, namun dari Tahun 2019, semula mencapai Rp10,406
juta mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp10,217 juta.
Hal tersebut tidak terlepas dari akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan
menurunnya daya beli masyarakat. Secara tren pengeluaran per kapita
Kabupaten Sumedang masih berada di bawah pengeluaran per kapita
Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10,845 juta.

Gambar 2.52
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2020

25,000
20,000 — — 07T 10,790 7152 10,845
15,000
10,000 09979 @—-339———0—95CF e Y5 == @=—407406~—® 10,406
5,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pengeluaran per Kapita Prov. Jawa Barat

=@=Pengeluaran per Kapita Kab. Sumedang

Sumber: BPS Kab. Sumedang dan Bappppeda Kab. Sumedang (2021)

Ketersediaan air bersih di Kabupaten Sumedangan masih berada pada

angka 70% masyarakat yang dapat mengakses air bersih pada Tahun 2017.
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Capaian ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian
Tahun 2015 yang baru mencapai angka 60%. Untuk mencapai target nasional
sebesar 100% penduduk yang memiliki akses air bersih di Tahun 2019, akan
tetapi pada tahun tersebut pun masih 79,92% masyarakat yang terlayani
akses air bersih. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sumedang masih
harus terus melakukan perbaikan. Terutama dalam hal penyediaan air di

wilayah-wilayah yang memiliki akses sulit terhadap sumber air bersih.

Gambar 2.53
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih

90

80

79.92

70

60 - g

50
2015 2016 2017 2019

e RT Pengguna Air Bersih

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

Untuk Kecamatan penyumbang akses air bersih terendah yaitu
Kecamatan Cimanggung, diperkirakan sumber-sumber air bersih untuk
masyarakat diambil oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi
terutama produksi makanan dan minuman di wilayah tersebut. Sedangkan
untuk penyumbang akses air Dbersih tertinggi yaitu Kecamatan
Tanjungmedar, diperkirakan pada wilayah tersebut masih banyaknya sumber

mata air yang dapat dipakai sebagai sarana air bersih.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang
menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam konteks fokus iklim
berinvestasi antara lain adalah : (1) lama proses perizinan; (2) jumlah macam
pajak dan retribusi daerah; dan (3) jumlah Perda yang mendukung iklim
usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan

dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing

HaB 1L } BETD Hubopaley Soooedane Taduan 2022




Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan

pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91

Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi

Indikator fhahitn
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lama 14 HK 14 HK 14 HK Max. SHK | Max. 5 HK | Max. 5 HK
Proses
Perizinan
Jumlah Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi
dan macam IMB, Ho IMB, Ho IMB, Ho IMB, Ho IMB, Ho IMB, Ho
pajak dan Trayek | dan Trayek | dan Trayek | dan Trayek | dan Trayek | dan Trayek
retribusi
daerah
Jumlah Perda Perda Perda Perda Perda Perda
Perda yang | Penanaman | Penanaman | Penanaman | Penanaman | Penanaman | Penanaman
mendukung | Modal dan | Modal dan | Modal dan | Modal dan | Modal dan | Modal dan
iklim usaha Perda Perda Perda Perda Perda Perda
Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan
Tertentu Tertentu Tertentu Tertentu Tertentu Tertentu

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (201 8)

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal
menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari
kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses
perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan
waktu yang terukur dan murah. Sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 lama
perizinan mencapai 14 hari kerja (Tabel 2.59). Dengan adanya aplikasi SI
ICEMANDIRI dengan system Online Single Submission, lamanya pengurusan
perizinan bisa diperpendek hingga 5 hari kerja, dengan ketentuan semua
persyaratan perizinan terpenuhi.

Pajak dan retribusi yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten
Sumedang selama Tahun 2015-2020 antara lain adalah Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak restoran Retribusi
IMB, Ho, Trayek angkutan dan untuk kedepannya dengan adanya retribusi
yang bersumber dari Parkir Berlangganan dengan harapan dapat
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha selama kurun waktu
Tahun 2015-2020 adalah Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan
Tertentu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang
menggambarkan daya saing daerah dalam konteks fokus sumber daya
manusia di suatu daerah antara lain adalah (1) Rasio ketergantungan; (2)

jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan; (3)
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jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan. Kelengkapan data dan
informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan
informasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah terkait.

Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf di bawah ini.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan suatu ukuran yang
menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio
ketergantungan digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan
ekonomi suatu negara apakan tergolong sebagai negara maju atau negara
yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan
menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak
produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan
semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk
membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tahun 2020 angka ketergantungan Kabupaten Sumedang mencapai
48,23%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai
tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak
produktif lagi. Walaupun kenaikan penduduk terbesar di Kabupaten
Sumedang berkisar di usia < 15 tahun yang merupakan usia non produktif,
namun secara total jumlah penduduk usia produktif berkisar antara 15-64
tahun tetap tertinggi, sehingga berguna untuk mendongkrak pembangunan

ekonomi.

Tabel 2.92
Rasio Ketergantungan
Tahun 2015-2020

Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah 256.688 | 256.140 | 259.870 | 267.175 | 265.798 | 275.312
Penduduk
Usia < 15
Tahun
Jumlah 94.584 100.345 | 95.447 | 100.574 | 109.319 | 101.934
Penduduk
Usia > 64
Tahun
Jumlah 351.272 | 356.485 | 355.317 | 367,749 | 375.117 | 377.246
Penduduk
Usia Tidak
Produktif
(Usia <15
Tahun + usia
>64 Tahun)

Uraian
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Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Penduduk Usia | 759.569 | 775.974 | 784.247 | 780.449 | 779.341 | 782.208
15-64
Rasio 46,25 45,94 48,87 47,12 48,13 48,23
ketergantungan

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Rasio pencari kerja lulusan S-1/S-2/S-3 dan jumlah penduduk berumur
15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi
landasan pembuatan strategi peningkatan kualitas SDM dan strategi
peningkatan lapangan kerja.

Berdasarkan Tabel 2.93 diketahui bahwa pada Tahun 2019 pencari kerja
yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S-1 mencapai 511 orang. Jika
dibandingkan dengan Tahun 2018 di mana pencari kerja yang terdaftar
berjumlah 1.576 orang, maka terjadi penurunan. Sedangkan untuk pencari
kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S-2 di tahun yang sama
berjumlah 2 orang, dan untuk tingkat pendidikan S-3 masih nihil. Hal ini
menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia pencari kerja di
Kabupaten Sumedang masih rendah, karena rasio lulusan S-1/S-2/S-3

pencari kerja di Kabupaten Sumedang hanya 0,04%

Tabel 2.93
Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

(%)
Urai Tahun
ratan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pencari kerja 960 108 143 1.576 511 390
yang terdaftar
lulusan S-1
Pencari kerja 4 5 7 12 2 0

yang terdaftar
lulusan S-2

Pencari kerja 0 0 0 0 0] 0]
yang terdaftar
lulusan S-3

Jumlah 113 150 1.588 513 390

Lulusan
S-1/S-2/S-3

964

Jumlah 1.137.273 | 1.142.097 | 1.146.435 1.154.458 | 1.159.454

Penduduk

1,148,198

Rasio Lulusan 1,0 1,31 13,83 0,04 0,03

S-1/8-2/8-3

8,48

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2018)
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Jika mengamati data tabel di bawah, pada Tahun 2020, terjadi
pergeseran tenaga kerja dari sektor industri ke sektor jasa, ini berarti sektor
jasa saat ini mendominasi lapangan kerja di Kabupaten Sumedang. Oleh
karena itu peningkatan jenjang pendidikan akan sangat berpengaruh

terhadap serapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah pengangguran.

Tabel 2.94
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan
Tahun 2020
(jiwa)
No Lapangan Pekerjaan Jumlah
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan
1 148.643
Perikanan
2 | Industri Pengolahan 153.930
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 272.033
Jumlah 574.606

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Pemerintah Kabupaten
Sumedang mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai
di Pemerintah Kabupaten Sumedang secara umum telah memiliki (1)
kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain
kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam
berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan
mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan
masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan
sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6)
kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku
dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

Namun demikian dalam perspektif kedepan perlu terus ditingkatkan
kualitas pendidikan pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang pada
jenjang S-2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam
penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan

bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.
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Tabel 2.95
Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan

Uraian

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah PNS

12.957

11.656

11.344

10.614

10.006

9.945

di Pemda
Sumedang

PNS - 2.054 - 1.858 1.616 1.448

Lulusan
SMA ke
Bawah

PNS 7.228 6.450 6.305 6.337 6.038 6.416

Lulusan S1

PNS 567 574 552 538 548 539

Lulusan S2

PNS 12 10 9 6 5 4
Lulusan S3

Sumber : Bappppeda Kabupaten Sumedang dan BKPSDM Kab. Sumedang (2021)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD.

2.2.1. Metode Evaluasi

2.2.1.1.

Data yang digunakan adalah (1) data capaian indikator output kegiatan;

Metode Pengumpulan Data

(2) data realisasi anggaran kegiatan sampai dengan tanggal 31 bulan Mei
2021; dan (3) data capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 yang
diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Kinerja (SIEVK).

2.2.1.1.

Analisis dalam evaluasi RKPD Kabupaten Sumedang Triwulan I Tahun

Metode analisis

2021 secara umum menggunakan metode rappid assesment yang menilai
capaian realisasi terhadap target/menilai realisasi berdasarkan tren/menilai
rata-rata realisasi, dengan menggunakan kriteria berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala penilaian peringkat kerja

sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.96
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian
Kinerja (Tahunan) Realisasi Kinerja
1 91 % < Nilai < 100 % Sangat Tinggi
2 76 % < Nilai < 90 % Tinggi
3 66 %= Nilai < 75 % Sedang
4 51 % < Nilai < 65 % Rendah
) Nilai < 50 % Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017
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2.2.2. Hasil Evaluasi
1. Dinas Pendidikan

Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan melaksanakan 12 program dan 25
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp964.787.448.584,00 (Sembilan
Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat
Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pendidikan mencapai 4,83%
atau masuk dalam kategori sangat rendah sementara itu rata-rata realisasi
kinerja kegiatan (output) mencapai 6,45% atau masuk dalam kategori sangat
rendah. Kondisi ketercapaian yang masih belum mencapai 25,00% pada
triwulan I Tahun 2021 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal
tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan
maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari
Dinas Pendidikan Tahun 2020 yang dilakukan secara self assessment pada
SIEVK, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.97
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pendidikan
Tahun 2020

O] 57 q Capaian
Kondisi Kinerja Target RPJMD Rata - rata

Satuan pada awal RPJMD capaian

periode RPUMD | Tahun 2020 Targze(t);‘ : hun indikator

Sasaran Indikator
Strategis Kinerja

Angka
partisipasi
Kasar (APK)
SD

Persen 106,75 106,93 99,34 92,98

Angka
Partisipasi
Kasar (APK)
SMP

Persen 103,42 103,72 97,96 94,52

Meningkatn
ya Mutu

Angka
Partisipasi

dan Murni (APM)
aksebilitas sD

Persen 105,23 105,44 97,45 92,42

pelayanan

Angka
pendidikan

Partisipasi

dasar (SD- | yvurni (APM)
SMP) SMP

Persen 102,78 103,19 88,51 85,84

Persentase
Guru yang Persen 65,03 73,77 90,23 100
Bersertifikasi

Sekolah
pendidikan
Dasar
kondisi
bangunan
baik

Persen 13,45 29,5 37,92 100
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Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD

Target
RPJMD
Tahun 2020

Capaian
RPJMD
Target Tahun
2020

Rata - rata
capaian
indikator

Rasio
guru/murid
per kelas
rata-rata
sekolah
pendidikan
dasar (SD)

100

Rasio
guru/murid
per kelas
rata-rata
sekolah
pendidikan
dasar (SMP)

100

Meningkatn
ya Mutu
Pelayanan
Pendidikan
Anak Usia
Dini dan
Pendidikan
Masyarakat

APK PAUD

Persen

88,44

89,62

80,60

89,94

Persentase
PAUD yang
terakreditasi

Persen

31,08

74,70

45,32

60,67

Angka
partisipasi
kasar
kesetaraan

Persen

1,35

1,90

3,00

100

Persentase
siswa

Persen

100

100

100

n/a
Bersertifikat /

Diniyah

Capaian Tahun 2020 93,02%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Pendidikan adalah 93,02% atau masuk dalam kategori
Sangat Tinggi. Namun demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan
kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, APK
PAUD dan Persentase PAUD yang Terakreditasi.

2. Dinas Kesehatan

Pada 2021 Dinas Kesehatan
melaksanakan 17 program dan 37 kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp224.855.322.617,00 (Dua ratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus

Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Belas

Tahun Kabupaten Sumedang

Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Dinas Kesehatan masuk dalam
kategori sangat rendah yaitu 7,43%. Begitu pula dengan rata — rata realisasi
kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan
capaian 17,75%. Kondisi ketercapaian yang masih belum mencapai 25,00%
pada triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal
tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan

maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan.
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Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari

Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang dilakukan secara self assessment pada

SIEVK, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.98
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kesehatan Tahun 2020
Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target i;?l;[a; Rata —.rata
Strategis Kinerja Satuan pada awal RPJMD Target Tahun capalan
periode RPUMD | Tahun 2020 indikator
2020
Jumlah Jiwa 16 10 21 47,62
Kematian Ibu
Jumlah | Jiwa 155 120 137 87,59
Kematian Bayi
Indeks
Kepuasan
Masyarakat Poin 78,73 87,00 87,00 100,00
(IKM) Bidang
Kesehatan
Persentase
Meningkatkan Balita Persen 32,2 26,00 12,05 100,00
Akses, Stunting
f,lﬁipfar;:s:n ;rlf/v/aggssl Persen <0.04 <0.04 <0.04 100,00
Kesehatan
Angka
Kesakitan Angka 113/100.000 | 109/100.000 | 113/100.000 96,33
Penyakit
Menular
Universal
Health Persen 73,17 97,00 73,17 75,43
Coverage
(UHC)
Indeks
Keluarga Poin 0,12 0,30 0,12 56,67
Sehat (IKS)
CAPAIAN TAHUN 2020 82,96%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Kesehatan adalah 82,96% atau masuk dalam kategori
Tinggi. Namun demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan
kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu indikator Jumlah Kematian Ibu, Indikator

Jumlah Kematian Bayi, UHC, dan IKS.

3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Sumedang melaksanakan 10 program dan 16
kegiatan dengan total anggaran Rp150.955.959.318,00 (Seratus Lima Puluh
Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh
Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah). Secara umum rata-rata

realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
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masuk dalam kategori sangat rendah yaitu 1,21%. Begitu pula dengan rata —
rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat
rendah dengan capaian 3,63%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai
25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal
tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan
maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 yang

dilakukan secara self assessment pada SIEVK, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.99
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

q Capaian
Sasaran Indikator Kondfisi Kimlarja Target RPJMD Rata —.rata
Strategis Kinerja Easuas paca awa RPJMD Target Tahun capaian
periode RPJMD | Tahun 2020 2020 indikator
Rasio Rumah
Persen 80,00 81,33 80,34 98,78
Layak Huni
Persentase
lingkungan
Persen 0,31 0,27 0,00 0,00
Pemukiman
kumuh
Mewujudkan
Persentase
Pelayanan
Rumah
Perumahan dan
Tangga Persen 79,02 83,00 80,45 96,93
Kawasan
berakses air
Permukiman
minum
yang
Persentase
Berkualitas dan
) Rumah
Berkelanjutan Persen 55,00 65,00 55,29 85,06
Tangga
Bersanitasi
Persentase
Bangunan
Persen 20,00 48,75 58,75 100,00
Pemerintahan
yang tertata
Persentase
Mewujudkan sengketa
Pelayanan pertanahan Persen 100,00 100,00 79,82 79,82
Pertanahan yang
yang difasilitasi
Berkualitas dan Persentase
Berkelanjutan (Jumlah Persen 100,00 100,00 99,19 99,19
bidang)
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Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target (l:;;’lflalalal;l Rata —.rata
Strategis Kinerja Satuan ?ada awal RPJMD Target Tahun  capatan
periode RPUMD | Tahun 2020 2020 indikator

pengadaan

tanah untuk

kepentingan

umum yang

difasilitasi

CAPAIAN TAHUN 2020 79,97%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
79,97% atau masuk dalam kategori Tinggi. Namun demikian masih terdapat
IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu indikator

Persentase lingkungan Pemukiman kumuh.

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
Sumedang melaksanakan 10 program dan 17 kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp27.499.692.408,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan
Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus
Delapan Rupiah). Secara umum rata - rata realisasi anggaran Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar 6,12% yaitu masuk dalam
kategori sangat rendah. Begitu pula dengan rata — rata realisasi kinerja
kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian
23,50%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I
baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut menunjukan
penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum optimal.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 yang dilakukan secara
self assessment pada SIEVK, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.100
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2020

Kondisi

Target

Capaian

Sasaran Indikator Kinerja pada RPJMD RPJMD Rata - rata
3 3 Satuan A capaian
Strategis Kinerja awal periode Tahun Target Tahun indikator
RPJMD 2020 2020
Optimalnya Persentase
Pengelolaan penanganan persen n/a 75,00 75,02 100,00
Persampahan sampah
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dan Persentase
Pertamanan pengurangan persen n/a 25,00 24,98 99,92
sampah
Persentase
RTH Terkelola persen 11,04 11,07 11,07 100,00
Indeks
Kualitas Air Poin 47,89 48,29 64,25 100,00
Menurunnya
Tinekat (IKA)
Pterrllieerlnaran Indeks
Kualitas Udara Poin 80,29 80,69 85,24 100,00
dan (IKU)
Kerusakan
. Indeks
Lingkungan Kualit
Hidup vaitas Poin 50,57 51,22 58,31 100,00
Tutupan
Lahan (IKTL)
Capaian Tahun 2020 99,99%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 99,99% atau

masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
melaksanakan 6 program dan 17 kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp127.508.396.212,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan
Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebesar 8,14% yaitu masuk dalam kategori sangat rendah.
Begitu pula dengan rata — rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk
dalam kategori sangat rendah dengan capaian 13,63%. Kondisi ketercapaian
yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun
realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya
penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 yang dilakukan
secara self assessment pada SIEVK, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.101

Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2020

Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Indikator Satuan Kinerja pada RPJMD RPJMD rata
Strategis Kinerja awal periode Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
Meningkatnya Persentase
Kualitas Tingkat Persen 62,80 70,80 76,96 100,00
Layanan Jalan Kondisi
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Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Indikator Satuan Kinerja pada RPJMD RPJMD rata
Strategis Kinerja awal periode Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
dan Jembatan Jalan
Kabupaten Kabupaten
Mantap
Meningkatnya
Keberlanjutan Rasio
dan Jaringan Persen 60,00 64,00 64,46 100,00
Ketersediaan Air | Irigasi
untuk Irigasi
Meningkatnya Persentgse
kesesuaian
Keselarasan dan peruntukan
Terintegrasinya lahan Persen 100,00 100,00 75,11 75,11
Penataan Ruang dengan tata
Wilayah
ruang
Meningkatnya Usaha Jasa
ketersediaan Konstruksi
informasi yang Persen 0 40,00 40,06 100,00
penyediaan jasa | terstandarisa
kontruksi si
Capaian Tahun 2020 93,78%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang adalah 93,78%
atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Namun demikian masih terdapat
IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Persentase

kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang.

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pada Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan dengan total
anggaran Rpl10.674.267.680,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh
Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh
Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak masuk dalam kategori sangat rendah
sebesar 0,00%, begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan
(output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi
ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi
anggaran pada triwulan I, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya
penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 yang

dilakukan self assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :
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Tabel 2.102

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

et} bl Capaian
Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Rata —.rata
Strategis Kinerja Sl [ECRVER AL LD Target Tahun capalan
periode RPJMD | Tahun 2020 2020 indikator
Persentase
Penyandang
Masalah Persen 10,05 8,45 8,1 95,86
Kesejahteraan
. Sosial (PMKS)
Meningkatn
Persentase
ya Perlindungan
Pelayanan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
Perempuan dan
Penyandan
Anak
g Masalah Kabupaten
Kesejahtera P Skor 501 650 549 91,46
. Layak Anak
an Sosial b ¢
(PMKS) ersentase
Perempuan
Kepala Keluarga | ) 0.7 2,7 9,7 100,00
yang Meningkat
Ekonomi
Keluarganya
Capaian Tahun 2020 96,83%
Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator

Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak adalah 96,83% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan

kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Kabupaten Layak Anak.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp15.666.084.630,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta
Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah). Secara umum
realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam
kategori sangat rendah yaitu sebesar 0,00%, begitu pula dengan rata-rata
realisasi indikator kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori
sangat rendah dengan capaian realisasi kinerja kegiatan 0,00%. Kondisi
ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator
kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal

nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 yang dilakukan self

assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.103

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2020

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD

Target
RPJMD
Tahun 2020

Capaian
RPJMD
Target Tahun
2020

Rata - rata
capaian
indikator

Percepatan
Penertiban
Dokumen
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Bidang
Kependuduka
n

Poin

76

83

83

100,00

Persentase
Penduduk ber-
KTP per
satuan
Penduduk
Wajib KTP

Persen

89,00

97,00

98,26

100,00

Persentase
Bayi ber-Akte
Kelahiran

Persen 81,00 91,00 100,00

Persentase
Data Ganda
dan Anomali

Persen 17,00 3,00 100,00

100,00

Capaian Tahun 2020

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 100,00%

atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana melaksanakan 4 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp19.266.418.170,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh
Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).
Secara umum realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana masuk dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar 3,50%. Begitu
pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam
kategori sangat rendah dengan capaian 6,13%. Kondisi ketercapaian yang
belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun
realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya
penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
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Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 yang

dilakukan self assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.104

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2020

Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Indikator Kinerja pada RPJMD rata
q Satuan RPJMD
Strategis Kinerja awal periode Tahun 2020 Target capaian
RPJMD Tahun 2020 | indikator
Optimalisasi
:Egir;ifan TFR Angka 2,09 2,05 2,12 96,58
Melalui KB
Persentase
Meningkatkan Keluarga Pra Persen 4,12 3,33 4,51 63,33
Kemandirian Sejahtera
Kelaurga Persentase
Peserta KB Keluarga Persen 67,03 49,42 18,26 100,00
Sejahtera 1
Capaian Tahun 2020 86,64%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
adalah 86,64% atau masuk dalam kategori Tinggi. Namun demikian masih
terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu
Indikator Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Indikator Total Fertility Rate
(TFR).

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp11.036.020.424,00 (Sebelas Milyar Tiga Puluh Enam Juta Dua
Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Secara umum realisasi
anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 21,50%. Begitu pula dengan
rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat
rendah dengan capaian 26,40%.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 yang

dilakukan self assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :
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Tabel 2.105
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

C o TEi o . Rata -
Sasaran Indikator Satu Kondisi Kme.r_]a Target RPJMD Capaian RPJMD rata
. . . pada awal periode Target Tahun .
Strategis Kinerja an Tahun 2020 capaian
RPJMD 2020 i ae
indikator
Meningkatn | Jumlah Nilai
ya Kualitas | Investasi di (Rp) 1.106.170.000.000 | 1.338.465.700.00 | 1.338.465.700.000 100.00
Pelayanan Sumedang
P
enanaman -
Modal
dalam Kepuasan
masyarakat Poin 84,11 86,25 86,25 100,00
Penyelengg Bidan
araan PTSP .. &
Perizinan
CAPAIAN TAHUN 2020 100.00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah 100,00% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
melaksanakan 9 program dan 21 kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp49.935.043.832,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan ratus Tiga
Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
Secara umum realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 14,43%. Begitu pula dengan
rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat
rendah dengan capaian realisasi 24,71%. Kondisi ketercapaian yang belum
mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi
anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan
pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020 yang dilakukan self

assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

HaB 1L } BETD Hubopaley Soooedane Taduan 2022




Tabel 2.106

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Tahun 2020

] ] Capaian
Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Rata —.rata
Strategis Kinerja Sl ECE G El LD Target Tahun capalan
periode RPJMD | Tahun 2020 2020 indikator
Laju
Pertumbuhan
PDRB Sub
Meningkatnya | Sektor
Produktivitas Pertanian :
Komoditas a. Tanaman Persen 10,04 10,24 2,18 0,00
Unggulan Pangan
D h .
aera B. Tanaman Persen 3,20 4,7 1,38 0,00
Hortikultura
¢. Tanaman Persen 4,12 4,8 6,52 0,00
Perkebunan
g:tr:}?::;:n Sektor Pola
Pangan Persen 85,00 88,50 89,10 100,00
Pangan Harapan (PPH)
Daerah P
Capaian Tahun 2020 25,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah 25,00% atau
masuk dalam kategori Sangat Rendah. Namun demikian, capaian ini belum
dapat diukur karena masih menunggu capaian indikator yang ditetapkan
oleh BPS.

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp.11.153.334.410,00 (Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga
Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah). Secara umum
realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk dalam
kategori sangat rendah sebesar 8,02%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi
kinerja kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan
capaian 11,86%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada
triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut
terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun
pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 yang dilakukan self
assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :
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Tabel 2.107

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2020

Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target Capaian Rata - rata
Strategis Kinerja Satuan gada awal RPJMD RPJMD Target .cal.:aian
periode RPJMD Tahun 2020 Tahun 20020 indikator
Meningkatnya Persentase
Kualitas Desa
Pengelolaan Berkembang Persen 56,30 92,60 95,50 100,00
Desa dan Cepat
Berkembang
Meningkatnya Persentase
Pemanfaatan Klasifikasi
Potensi Desa BUMDes Maju Persen 24,80 81,50 82,22 100,00
dan
Berkembang
Meningkatnya Persentase
Kualitas Penerapan
Penerapan Siskudes Persen 32,20 100,00 80,47 80,47
Siskudes Kategori
Optimal
CAPAIAN TAHUN 2020 93,49%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 93,49%
atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Namun demikian indikator
peresentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal, pada Tahun 2021 kinerja

nya harus lebih ditingkatkan.

12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pada Tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan melaksanakan 8 program dan 15 kegiatan dengan total
anggaran sebesar Rp28.942.057.028,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan
Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Delapan
Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan masuk dalam kategori sangat
rendah sebesar 1,56%. Begitu pula dengan realisasi kinerja kegiatan (output)
masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 1,88%. Kondisi
ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator
kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal
nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
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Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun
2020 yang dilakukan self assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di
berikut :

Tabel 2.108
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020

-] ] Capaian
Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Rata - rata
Strategis Kinerja Easuas Badajanal RPJMD Target Tahun Y
periode RPUMD | Tahun 2020 2020 indikator
Laju
Pertumbuhan
Sub Sektor
persen 4,21 5,19 -7,78 0,00
Mengoptimalkan | Perdagangan
Pembinaan dan | Besar dan
Pengawasan di Eceran
Bidang Laju
Perdagangan Pertumbuhan
Sub Sektor persen 10,64 5,35 -1,46 0,00
Industri
Pengolahan
Mengoptimalkan | Cakupan
persen 72,93 78,00 38,39 49,22
Peran Koperasi Koperasi Aktif
Meningkatkan
Kualitas Jumlah UMKM UMKM 15.467 17.467 22.220 100,00
Wirausahawan
CAPAIAN TAHUN 2020 37,30%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator

Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan adalah 37,30% atau masuk dalam kategori Sangat Rendah.
NAmun demikian, capaian indikator ini belum dapat diukur karena
menunggu capaian indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran dan Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri

Pengolahan yang ditetapkan oleh BPS.

13. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pada Tahun 2021 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp29.201.499.822,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Duaratus Satu Juta
Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan ratus Dua Puluh Dua

Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
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Kepemudaan dan Olahraga masuk dalam kategori sangat rendah sebesar

15,55%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output)

masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 21,00%. Kondisi

ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator

kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal

nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas

Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 yang

dilakukan self assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut:

Tabel 2.109
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2020
Kondisi Target Capaian Rata -
Kinerja g RPJMD rata
q q o] RPJMD 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | pada awal Tahun Target capaian
periode 2020 Tahun indikator
RPJMD 2020
Meningkatnya Peran | Persentase organisasi
Organisasi kepemudaan yang aktif
Persen n/a 90 100 100,00
Kepemudaan Dalam
Pembangunan
Meningkatnya Jumlah Atlet yang
Capaian Prestasi berprestrasi tingkat Orang 14 20 21 100,00
Olahraga Nasional
Meningkatnya Cakupan Perlindungan,
Ketahanan Budaya Pengembangan,
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
Daerah Pemanfaatan dan
Pembinaan Kebudayaan
Meningkatnya Jumlah kunjungan
Kunjungan wisatawan Orang 498.472 717.800 881.822 100,00
Wisatawan
Mengembangkan Cakupan sub sektor
Sub Sektor Ekonomi | ekonomi kreatif yang
Persen 44 75 100 100,00
Kreatif dikembangkan sampai
skala nasional
CAPAIAN TAHUN 2020 100,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator

Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

adalah 100,00% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi.
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14. Dinas Perikanan dan Peternakan

Pada Tahun 2021 Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan 9
program dan 21 kegiatan dengan  total anggaran = sebesar
Rp16.966.349.668,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam
Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan
masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar
2,61%. Begitu pula dengan realisasi kinerja kegiatan (output) masuk dalam
kategori sangat rendah dengan capaian 2,61%. Kondisi ketercapaian yang
belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun
realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya
penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan
Dinas Perikanan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Perikanan dan Peternakan Tahun 2020 yang dilakukan self assessement
pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.110
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan

Tahun 2020
et} bl Capaian
Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Rata —.rata
Strategis Kinerja LU [ECRVER AL 3D Target Tahun capalan
periode RPJMD | Tahun 2020 2020 indikator
Laju
pertumbuhan
Persen 3,15 4,6 3,48 0,00
Meningkatnya | Subsektor
Produktivitas Perikanan
Hasil Laju
Perikanan dan | pertumbuhan
Persen 3,68 4.9 5,78 0,00
Peternakan Subsektor
Peternakan
CAPAIAN TAHUN 2020 0,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian indikator

kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan belum dapat diukur, karena

menunggu perhitungan dari BPS Kab.Sumedang.

15. Dinas Perhubungan

Pada Tahun 2021 Dinas Perhubungan melaksanakan 2 program dan 22

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp49.303.651.328,00 (Empat Puluh
Sembilan Milyar Tigaratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga
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Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Dinas
Perhubungan masuk dalam kategori sangat rendah realisasi anggaran
sebesar 4,99%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan
(output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 15,05%.
Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik
indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena
belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik
di lingkungan Dinas Perhubungan

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Perhubungan 2020 yang dilakukan self assessement pada SIEVK, disajikan
pada tabel di berikut :

Tabel 2.111
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

Tahun 2020
Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Indikator Satuan Kinerja pada | RPJMD RPJMD rata
Strategis Kinerja awal periode | Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
Cakupan
Ketersediaan
Prasarana dan Persen 25,31 42,12 79,04 100,00
Fasilitas
Perhubungan
Cakupan
Trayelk Persen 58,45 61,24 50,74 82,85
Angkutan
. Umum
Terciptanya Peningkatan
Keamanan Penumpang
Kenyamanan Anekut orang/hari 10.044 10.524 10.428 99,09
dan Ketertiban nexutan
. Umum
Lalu Lintas
Persentase
Kendaraan Persen 83,40 90,05 62,59 69,50
Laik Jalan
Jumlah Jumlah
Pelanggaran Pelaneoaran 1.787 1.133 1.535 64,52
Lalu Lintas g8
Cakupan
Satuan Ruas Persen 50,00 70,00 70,00 100,00
Parkir (SRP)
CAPAIAN TAHUN 2020 100,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Perhubungan adalah 100,00% atau masuk dalam
kategori Sangat Tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan
kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Indikator Persentase Kendaraan Laik
Jalan, Indikator Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas, dan indikator Cakupan

Trayek Angkutan Umum.
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16. Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pada Tahun 2021 Dinas Arsip dan Perpusatakaan melaksanakan 4
program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp7.191.232.452,00
(Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua
Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Secara umum realisasi anggaran
Dinas Arsip dan Perpustakaan masuk dalam kategori sangat rendah dengan
realisasi anggaran sebesar 3,02%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi
kinerja kegiatan (ouput) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian
9,93%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I
baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena

belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik

di lingkungan Dinas Arsip dan Perpusatakaan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas

Arsip dan Perpusatakaan Tahun 2020 yang dilakukan self assessement pada

SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.112
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpusatakaan

Tahun 2020
Kondisi Target Capaian Rata -
q Indikator Kinerja pada RPJMD RPJMD rata
Sasaran Strategis . Satuan 5 q
Kinerja awal periode Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
Peningkatan
pemahaman atas Peningkatan
pentingnya arsip Jumlah Orang 70.235 75.716 12.304 16,25
dalam pelaksanaan | Pengunjung
pemerintahan perpustakaan
daerah
Pemenuhan .
kebetuhan sarana Cakupan Lokasi
yang terlayani Persen 22,22 48,00 0,038 0,079
dan prasarana . .
. melalui pusling
kearsipan
Peningkatan
Jumlah koleksi Tingkat
Pustaka sesuai kepuasan Persen 74,40 80,00 82,00 102,50
dangan minat pengunjung
masyarakat
Persentase
Peningkatan Perangkat
Pelayanan Daerah yang Persen 3,64 40,00 40,00 100,00
Perpustakaan tertata arsipnya
Daerah sesuai dengan
standar
CAPAIAN TAHUN 2020 54,71%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator

Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah 54,71% atau masuk
dalam kategori Rendah. Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus

ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Indikator Peningkatan
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Jumlah Pengunjung perpustakaan dan Indikator Cakupan Lokasi yang

terlayani melalui pusling.

17. Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik

Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan
Statistik melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp31.861.971.956,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam
Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima
Puluh Enam Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Dinas Komunikasi,
Informasi, Persandian dan Statistik masuk dalam kategori sangat rendah
dengan realisasi anggaran sebesar 11,05%. Begitu pula dengan rata-rata
realisasi kinerja kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah
dengan capaian 23,59%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00%
pada triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal
tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan
maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi,
Persandian dan Statistik .

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Tahun 2020 yang dilakukan

self assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.113
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informasi,
Persandian dan Statistik Tahun 2020

Kondisi

Capaian

Sasaran Indikator Kinerja pada EeEst RPJMD i) —.rata
A A 5 Satuan z RPJMD capaian
Strategis Kinerja awal periode Tahun 2020 Target Tahun indikator
RPJMD 2020

Meningkatnya Cakupan
Layanan Layanan
Komunikasi dan | Komunikasi dan Persen n/a 100,00 100,00 100,00
Informasi Publik | Informasi
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Nilai SPBE Poin 2,46 3,3 3,81 100,00
Berbasis
Elektronik

Presentase

Ketersediaan Persen 45,50 85,00 100,00 100,00
Meningkatnya Data yang Akurat
Kualitas Data dan Berkualitas
Pembangunan Cakupan

Pengamanan Persen n/a 50 (14 OPD) 207.14 (29 100,00

. OPD)
Informasi Daerah
CAPAIAN TAHUN 2020 100,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator

Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik adalah

100,00% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi.
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18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
melaksanakan 3 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp628.566.270.718,00 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus
Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan
Belas Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah masuk dalam kategori sangat rendah sebesar dengan
realisasi anggaran sebesar 3,55%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi
kinerja kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan
capaian 9,94%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada
triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut
terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun
pelayanan publik di lingkungan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Badan
pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 yang dilakukan self
assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.114
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2020

. s 1rs . Capaian
Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Rata —.rata
Strategis Kinerja Satuan pada awal RPJMD Target Tahun capaian
periode RPOMD | Tahun 2020 2020 indikator
Meningkatnya .. .
kualitas Opini BPK Opini WTP WTP WTP 100,00
Pengelolaan APBD Tenat
Keuangan dan Wakt epa Status Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 100,00
Aset Daerah axtu
CAPAIAN TAHUN 2020 100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator

Kinerja Utama Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

100,00% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia melaksanakan 2 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp12.730.813.342,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Raus Tiga Puluh Juta
Delapan ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Secara
umum realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi

anggaran sebesar 22,01%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja
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kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian
24,29%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I
baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena
belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik
di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

Selanjutnya untuk mengetahui

capaian indikator kinerja utama

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 yang

dilakukan self assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.115

Capaian indikator kinerja utama Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2020

Capaian

Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Rata —.rata
Strategis Kinerja LU [ECRVER AL LD Target Tahun capalan
periode RPJMD | Tahun 2020 2020 indikator
Meningkatnya
Kompe%‘emi’y gld?ks: lit Poi 59,00 70,00 65,03 92,90
Kinerja, Disiplin ArSoNeswna 1tas om ’ ’ ’ ’
ASN dan
Pelayanan
Kepegawaian Indeks Sistem .
yang Bersih dan | Merit ASN Poin 48,90 66,25 74,47 100,00
Melayani
CAPAIAN TAHUN 2020 96,45%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia adalah 96,45% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Namun
demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada

Tahun 2021, yaitu Indikator Indeks Profesionalitas ASN.

20. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Pada Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
pengembangan Daerah melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan dengan
total anggaran sebesar Rp16.784.709.394,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus
Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan
Puluh Empat Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Badan Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah masuk dalam kategori
sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar 7,41%. Begitu pula dengan
rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat

rendah dengan capaian 7,42%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai
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25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal
tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan
maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Tahun

2020 yang dilakukan self assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di

berikut :

Tabel 2.116
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan pengembangan Daerah Tahun 2020

Kondisi Target Capaian Rata - rata
Sasaran q et Kinerja pada | RPJMD RPJMD q
a Indikator Kinerja Satuan d capaian
Strategis awal periode Tahun Target indikator
RPJMD 2020 Tahun 2020
Tingkat Kesesuaian
Renstra terhadap Persen 85,00 100,00 100,00 100,00
RPJMD
Tingkat Kesesuaian
. RKPD terhadap Persen 85,00 100,00 100,00 100,00
Meningkatnya
. RPJMD
Kualitas - :
Perencanaan Tingkat Kesesuaian
Renja terhadap Persen 85,00 100,00 100,00 100,00
Pembangunan
RKPD
Daerah -
Tingkat
Ketercapaian Target
Pembangunan Persen 96,50 100,00 100,00 100,00
Daerah yang
berkategori "Baik"
Meningkatnya Persentase Hasil
Implemantasi Penelitian dan
Hasil Penelitian Pengembangan Persen 80,00 100,00 100,00 100,00
dan yang
Pengembangan diimplementasikan
CAPAIAN TAHUN 2020 100,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata

capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan pengembangan Daerah adalah 100,00% atau masuk dalam

kategori Sangat Tinggi.

21. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan
total sebesar

Rp20.822.964.410,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta

2 program dan 8 kegiatan dengan anggaran
Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah). Secara
umum rata-rata realisasi anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar

19,29%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output)
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masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 31,75%. Kondisi
ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator
kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal
nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 yang dilakukan self
assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :
Tabel 2.117
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Tahun 2020
Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Indikator Satuan Kinerja pada | RPJMD RPJMD rata
Strategis Kinerja awal periode Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
Persentase PAD
terhadap Persen 16,47 17,30 17,30 97,36
. Pendapatan
Meningkatnya
. Daerah
Penerimaan
Indeks
Pendapatan
Daerah Kepuasan
Masyarakat Poin 77,34 90,49 90,49 100,00
Pelayanan Pajak
Daerah
CAPAIAN TAHUN 2020 98,68%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah 98,68% atau
masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Namun demikian masih terdapat IKU
yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Indikator
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pada Tahun 2021 Badan
melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan dengan total anggaran sebesar

Rp.4.179.149.218,00 (Empat Milyar Seratus Tuwjuh Puluh Sembilan Juta

Penanggulangan Bencana Daerah

Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah). Secara
umum realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah masuk
dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar 0,00%.
Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) masuk dalam
kategori sangat rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi ketercapaian yang
belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun

realisasi

anggaran,

hal tersebut terjadi karena belum optimal nya
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penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 yang dilakukan self
assessement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut:

Tabel 2.118
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Tahun 2020

Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Indikator Satuan Kinerja pada | RPJMD RPJMD rata
Strategis Kinerja awal periode Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
Pengurangan
Indeks Risiko Indeks
Bencana di Resiko Poin 162 150 150 100,00
Kabupaten Bencana
Sumedang
CAPAIAN TAHUN 2020 100,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 100,00%

atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

23. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 program
dan 15 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp16.340.561.590,00 (Enam
Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu
Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Satuan
Polisi Pamong Praja masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi
anggaran sebesar 0,00%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja
kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian
0,00%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I
baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena
belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik
di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Satuan
Polisi Pamong Praja Tahun 2020 yang dilakukan self assessement pada

SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :
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Tabel 2.119
Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2020
Kondisi Target Capaian Rata —
Sasaran Indikator Satuan Kinerja pada RPJMD RPJMD rata
Strategis Kinerja awal periode Tahun Target Tahun capaian
RPJMD 2020 2020 indikator
Meningkatnya Ra31'o Petugas
Efektivitas Perlindungan
Masyarakat
Peran Serta (Linmas) di
Masyarakat Persen 69,23 70,00 56,99 81,42
Dalam Kabupaten
Mewujudkan Sumedang (1
. J Orang Setiap
Tibumtranmas
RT)
’Il;il;fgi)ifmya Persentase
Wilayah yang Penyelesaian
Aman, Pelanggaran K3 | pe ooy 100,00 100,00 100,00 100,00
Nvaman (Ketertiban,
yar ¢ Ketentraman,
Tertib, Teratur .
Keindahan)
dan Tentram
Meningkatnya
Kesadaran
Masyarakat Cakupan
Dalam Penegakan
Mematuhi Peraturan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
Peraturan Daerah yang
Perundang - Tertangani
Undangan
Daerah
Cakupan
Pelayanan Persen 32,04 70,00 65,22 93,17
Bencana
Kebakaran
Meningkatnya Tingkat Waktu
Tanggap
Pelayanan R
Penanggulang ~esponse
an Kebakaran Timerate)
Daerah Layanan Persen 87,50 90,00 84,89 94,32
Wilayah
Manajemen
Kebakaran
(WMK)
CAPAIAN TAHUN 2020 93,78%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata
capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah 93,78%
atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Namun demikian masih terdapat
IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Indikator
Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1

Orang Setiap RT).

24. Rumah Sakit Umum Daerah

Pada Tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan 2 program
dan 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp229.000.221.837,00 (Dua
Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan

Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Rumah
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Sakit Umum Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi
anggaran sebesar 10,34%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja
kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian
10,34%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I
baik pada realisasi anggaran maupaun indikator kinerja, hal tersebut terjadi
karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun
pelayanan publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Rumah
Sakit Umum Daerah Tahun 2020 yang dilakukan self assessement pada

SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.120
Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah
Tahun 2020
Kondisi Capaian
Kinerja | . 2iget RPJMD Rata =
Sasaran q eyt RPJMD rata
5 Indikator Kinerja Satuan | pada awal Target 5
Strategis s Tahun capaian
BEsinas 2020 Tahun | @ dikator
RPJMD 2020
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan Persen 98,00 98,00 96,12 98,08
Rujukan sesuai
Meningkatnya kewenangan
Kualitas Kelas B
Pelayanan IKM Rumah Sakit Point 83,70 91,00 96,12 92,22
Kesehatan
Rumah Sakit Persentase
Pencapaian
Indikator Mutu Persen 88,25 91,00 90,00 98,90
Pelayanan di
Rumah Sakit
CAPAIAN TAHUN 2020 96,40

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah adalah 96,40% atau masuk
dalam kategori Sangat Tinggi. Namun demikian pada Tahun 2021, capaian

semua IKU harus ditingkatkan menjadi 100%.

25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2021 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6
program dan 11 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp6.608.749.070,00
(Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan
Ribu Tujuh Puluh Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi
anggaran sebesar 4,65%. Bagitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja
kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian

6,71%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I
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baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena
belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik
di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 yang dilakukan self assessement
pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.121
Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2020
Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Indikator Satuan Kinerja pada | RPJMD RPJMD rata
Strategis Kinerja awal periode Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
Meningkatnya Indeks
Pemahaman kerukunan Poin 72,20 73,00 0,00 0,00
Masyarakat umat
Terhadap beragama
Ideologi Negara
Nilai-Nilai . .
Tingkat Cipta
Budaya Lokal Kondisi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
Dalam Kondusif
Kehidupan ondust
Bermasyarakat
Tingkat
Tingkat Partisipasi Persen 80,60 80,65 79,00 97,95
AP Masyarakat
Partisifasi dalam .
dalam Pemilu
Mendukung
Persentase
Proses Ormas yan
Demokrasi o yang Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
dibina kategori
Aktif
CAPAIAN TAHUN 2020 74,49%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 74,49% atau
masuk dalam kategori Sedang.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan
kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Indikator Indeks kerukunan umat

beragama dan Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.

26. Inspektorat

Pada Tahun 2021 Inspektorat melaksanakan 3 program dan 11 kegiatan
dengan total anggaran sebesar Rpl16.731.768.630,00 (Enam Belas Milyar
Tujuh ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam
Ratus Tiga Puluh Rupiah). Secara umum realisasi anggaran Inspektorat
masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar
8,66%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) masuk
dalam kategori sangat rendah dengan capaian 9,23%. Kondisi ketercapaian

yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun
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realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya

penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan
Inspektorat.
Selanjutnya untuk mengetahui

capaian indikator kinerja utama

Inspektorat Tahun 2020 yang dilakukan self assessement pada SIEVK,

disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.122

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2020

Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Kinerja pada RPJMD RPJMD rata
Strategis D s e CELCE] awal periode Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
Persentase
Penerapan SPIP pada Persen 20,00 80,00 80,00 100,00
Perangkat Daerah
Persentase Perangkat
gaerah yang Nilai Persen 36,00 80,00 80,00 100,00
Optimalnya | SAKIPnya )
Fungsi Berkategori "Baik"
Inspektorat | Tingkat Kapabilitas .
sebagai APIP/ IACM Kategori Level 3 Level 3 Level 3 100,00
konsultan, Persentase Perangkat
katalis dan | Daerah yang
penjamin | melaksanakan Persen n/a 100,00 100,00 100,00
kualitas di | pembangunan Zona
lingkungan | Integritas menuju
pemerintah WBK dan WBBM
Kabupaten Persentase
Sumedang | Tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Persen 75,00 90,00 85,00 94 .44
yang diselesaikan
sesuai rekomendasi
Persentase Temuan
Penyimpangan Persen 8,79 7,00 7,00 100,00
terhadap APBD
CAPAIAN TAHUN 2020 99,07%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Inspektorat adalah 99,07% atau masuk dalam kategori
Sangat Tinggi. Namun demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan
kinerjanya pada Tahun 2021, yaitu Indikator Indeks Kerukunan Umat

Beragama dan Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.

27. Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2021 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program dan 9
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.59.703.289.458,00 (Lima Puluh
Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan
Ribu Empat ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Secara umum realisasi
anggaran Sekretariat DPRD masuk dalam kategori sangat rendah dengan

realisasi anggaran sebesar 6,59%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi
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kinerja kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan
capaian 9,89%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada
triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut
terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun
pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama
Sekretariat DPRD Tahun 2020 yang dilakukan self assessement pada SIEVK,
disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.123
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2020

Kondisi Target Capaian Rata -
Sasaran Indikator Satuan Kinerja pada | RPJMD RPJMD rata
Strategis Kinerja awal periode Tahun Target capaian
RPJMD 2020 Tahun 2020 | indikator
Meningkatnya Persentase
fasilitasi dan Fasilitasi
dukungan . Dukungan
kesekretariatan | o4 o 4.0 Persen 93,40 100,00 93,68 93,68
dalam rangka Pelaksanaan
pelaksanaan Tueas dan
tugas dan fungsi Fu%l <i DPRD
DPRD g
CAPAIAN TAHUN 2020 93,68%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja
Utama Sekretariat DPRD adalah 93,68% atau masuk dalam kategori Sangat
Tinggi. Namun demikian, pada Tahun 2021 kinerja harus terus ditingkatkan

agar mencapai 100%

28. Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program dan 19
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp58.330.383.932,00 (Lima Puluh
Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Secara umum realisasi anggaran
Sekretariat Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi
anggaran sebesar 5,80%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja
kegiatan (output) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian
15,77%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 25,00% pada triwulan I
baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena

belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik

di lingkungan Sekretariat Daerah.

HaB 1L } BETD Hubopaley Soooedane Taduan 2022




Selanjutnya untuk mengetahui

capaian

indikator kinerja utama

Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang dilakukan self assessement pada

SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.124

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2020

] Tyl Capaian
Sasaran Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Rata —.rata
Strategis Kinerja LU [ECRVER AL 9L Target Tahun capalan
periode RPJMD | Tahun 2020 2020 indikator
Nilai LPPD
Kabupaten Angka 3,09 3,30 n/a 0,00
Nilai SAKIP .
Kabupaten Kategori B BB BB (71,53) 100,00
Meningkatnya Indeks
Kuali Reformasi Persen 56,05 70,00 B (66,74) 95,34
ualitas . .
Birokrasi
Pelayanan
Sekretariat Presentase
ekretaria
Daerah perangkat
daerah yang
capaian target Persen 60,00 100,00 75,94 75,94
kinerja
tahunannya
"baik"
CAPAIAN TAHUN 2020 67,82%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah 67,82% atau masuk dalam kategori
Sedang. Namun demikian, capaian indikator ini belum dapat diukur, karena
masih terdapat indikator Nilai LPPD Kabupaten yang masih menunggu hasil

penilaian dari Kemendagri.

29. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sumedang melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp10.406.259.480,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Juta Dua
Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah). Secara
umum realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar
0,00% yaitu masuk dalam kategori sangat rendah. Begitu pula dengan rata -
rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat
rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai
25,00% pada triwulan I baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal
tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

maupun pelayanan publik di

Transmigrasi.
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Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020 yang dilakukan self assessement
pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.125
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2020
Kondisi Capaian
Kinerja | Target Rl'-? JMD Rata -
Sasaran Indikator pada RPJMD rata
o N Satuan Target q
Strategis Kinerja awal Tahun capaian
. Tahun PR
periode 2020 2020 indikator
RPJMD
Menurunnya
Tingkat
Tingkat
Pengangguran | Persen 7,04 6,35 9,89 44,25
Pengangguran
Terbuka
Terbuka
Meningkatnya
Hubungan Persentase
Industrial Penyelesaian
yang Perselisihan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
Harmonis Hubungan
Dinamis dan Industrial
Berkeadilan
Jumlah
Meningkatnya
Transmigran
Penempatan KK 51 61 56 91,80
yang
Transmigrasi
Ditempatkan
CAPAIAN TAHUN 2020 78,68%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 78,68% atau
masuk dalam kategori Tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya
pada Tahun 2021, yaitu Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan

Jumlah Transmigran yang Ditempatkan.
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Tabel 2.126
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Capaian Tahun 2021

Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah
JUMLAH JUMLAH .
NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN Trnwula::,/I)Tahun 2021
()
K (Kinerja) Rp
1 | DINAS PENDIDIKAN 12 25 6,45 4,83
2 | DINAS KESEHATAN 17 37 17,75 7,43
3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2 2 10,34 10,34
4 | INSPEKTORAT 3 11 9,23 8,66
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
5 PENATAAN RUANG 6 17 13,63 15,72
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
6 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 10 16 3,63 1,21
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
7 | PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 3 15 0,00 0,00
ANAK
DINAS TENAGA KERJA DAN
8 TRANSMIGRASI 3 15 0,00 0,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
9 KEHUTANAN 10 17 23,50 6,12
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
10 PENCATATAN SIPIL 3 15 0,00 0,00
DINAS PEMBERDAYAAN
11 MASYARAKAT DAN DESA 4 9 11,86 8,02
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
12 DAN KELUARGA BERENCANA 4 16 6,13 3,50
13 | DINAS PERHUBUNGAN 2 22 15,05 4,99
DINAS KOMUNIKASI,
14 | INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN 5 14 23,59 11,05
STATISTIK
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
15 | MENENGAH PERDAGANGAN DAN 8 15 1,88 1,56
PERINDUSTRIAN
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Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah
JUMLAH JUMLAH :
NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN Trlwula::,/l) Tahun 2021
(o]
K (Kinerja) Rp
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
16 | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 12 26,40 21,50
DINAS PERIKANAN DAN
17 | PETERNAKAN 9 21 2,61 2,61
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
18 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4 18 21,00 15,55
DINAS PERTANIAN DAN
19 | KETAHANAN PANGAN 0 21 24,71 14,43
BADAN PERENCANAAN
20 | PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 4 17 7,42 7,41
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
21 | PENDAPATAN DAERAH 2 8 31,75 19,29
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
22 | DAN ASET DAERAH 3 14 9,94 3,55
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
23 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 2 13 24,29 22,01
MANUSIA
BADAN PENANGGULANGAN
2% | BENCANA DAERAH 3 15 0,00 0,00
25 | SEKRETARIAT DAERAH 3 19 15,77 5,80
26 | SEKRETARIAT DPRD 2 9 9,89 6,59
27 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 15 0,00 0,00
28 | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 4 14 9,93 3,02
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
29 | bOLITIK 6 11 6,71 4,65
JUMLAH 152 453
Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)
Faktor @ penghambat atau  permasalahan dan  keberhasilan
program/kegiatan pada masing - masing Perangkat Daerah dalam

pencapaian target Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan

publik pada masing — masing Perangkat Daerah;
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2. Terdapat kekeliruan dalam meng-input realisasi capaian kinerja kedalam
Aplikasi Sistem, pada beberapa kegiatan ditemukan belum adanya
kelengkapan data capaian kinerja (data realisasi capaian kinerja kosong)

3. Terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan
capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2021, diantaranya :

a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. Satuan Polisi Pamong Praja; dan

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil
evaluasi pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2019. Hasil evaluasi
tersebut menunjukkan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten

Sumedang yang harus menjadi perhatian pada Tahun 2022 meliputi:

1) Masih rendahnya pelaksanaan nilai-nilai keagamaan.

2) Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dengan ditandai masih
kurangnya tenaga kesehatan, kurangnya tempat tidur rawat inap rumah
sakit, masih terjadinya kematian ibu dan bayi serta tingginya angka
stunting;

3) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditandai dengan
rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang jauh dari target
nasional;

4) Masih rendahnya kualitas infrastruktur untuk menunjang dengan
ditandai masih rendahnya jalan kabupaten kondisi baik, masih
rendahnya kualitas jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur
yang belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Tata Ruang;

5) Dampak Pandemi COVID yang menyebabkan terjadinya perlambatan
pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat, kemiskinan
meningkat, ketimpangan semakin melebar, dan kualitas pendidikan
terganggu serta melambatkan pengembangan ekonomi yang inklusif;

6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang

ditandai skor IPM yang masih di bawah skor Provinsi Jawa dan Nasional;

dan
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7) Masih belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai
dengan rendahnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan rendahnya
penanganan sampah, ketersediaan sanitasi komunal belum optimal

serta pengolahan limbah belum optimal;

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah
Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang
tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2020, evaluasi
capaian RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I, dan gambaran umum
kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut
bidang urusan.

2.3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1. Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan Urusan Pendidikan meliputi:

a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat menyekolahkan anaknya ke
pendidikan lembaga PAUD;

b. Kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan PAUD;

C. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah pada
jenjang SD dan SMP sederajat;

d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;

e. Belum adanya keputusan mengenai proses pembelajaran dalam masa
AKB/New Normal;

f. Jika dalam masa AKB/New Normal ini proses pembelajaran
dilaksanakan secara virtual/daring, keterbatasan jaringan dan akses
internet di daerah-daerah menjadi permasalahan utama;

g. Akibat dari pandemi covid-19 dikhawatirkan akan meningkatkan
jumlah persentase anak yang putus sekolah, sebagai dampak dari

hilangnya mata pencaharian orang tua.

2.3.2.1.2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan Urusan Kesehatan meliputi:

a. Belum tercapainya target Puskesmas perawatan karena terbatasnya
anggaran peningkatan sarana dan prasarana bangunan Puskesmas
Perawatan, alat kesehatan dan juga SDM kesehatan yang sangat
terbatas;

b. Belum tercapainya jumlah Puskesmas mampu PONED (Pelayanan

Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar)
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Belum optimalnya cakupan rumah tangga ber Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS);

Belum tercapainya cakupan Desa Siaga Purnama;

Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam pencegahan stunting
di Kabupaten Sumedang;

Belum terlayaninya jaminan kesehatan penduduk 100%;

Belum optimalnya kualitas air minum yang memenuhi syarat yang
diakibatkan oleh pengaruh geografis, topografis, juga kondisi sarana
prasarana air yang ada di masyarakat;

Masih kurangnya penyediaan alat kesehatan terutama untuk cek covid-
19, seperti Swab, Rapidtest dan PCR,;

Belum adanya pemutakhiran data indeks kepuasan masyarakat (IKM)

yang dilayani oleh RSUD;

2.3.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

meliputi:

a.

b.

Masih banyaknya kegiatan kurang menembak target RPJMD;
Terbatasnya kualitas sumber daya manusia untuk perencana dan
pengawas;

Kurang optimalnya pelayanan UPT karena terbatasnya prasarana alat
berat dan laboratorium yang baik;

Kajian mengenai peningkatan status jalan kabupaten jarang dilakukan
karena harus ada rekomendasi dari Pemerintah
Pusat/provinsi/Gubernur;

Masih adanya rencana permohonan pembangunan RTH yang belum
dilaksanakan, sehingga belum terhitung jumlah RTH yang sudah ada;
Banyaknya kegiatan jalan pada ruas jalan non status sehingga tidak
dapat dihitung ke dalam target RPJMD;

Masih belum optimalnya penanganan TPT dan drainase jalan serta
peningkatan rehabilitasi jalan di Kabupaten Sumedang;

Kurangnya koordinasi antara PD yang menangani permasalahan
terkait pariwisata, pembangunan di sekitar bantaran sungai dan
drainase dengan Dinas PUPR, sehingga terjadi permasalahan di
lapangan serta terlihat kurang efisiensinya kegiatan yang dilaksanakan

karena kurang membidik perencanaan pembangunan,;
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i. Belum optimalnya pelaksanaan program IPDMIP di Kabupaten

Sumedang;

2.3.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Permasalahan pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman meliputi:

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah

dalam perencanaan dan penanganan pembangunan Kabupaten

Sumedang;
b. Rendahnya sarana penyediaan air bersih di perdesaan;
C. Belum optimalnya penanganan drainase dan limbah domestik;
d. Belum terbangunnya sarana penunjang menjaga ketertiban,

kebersihan, keindahan dan kenyamanan Kabupaten Sumedang,
terutama penataan PKL;

e. Belum tercapainya kegiatan PAMSIMAS karena keterbatasan dan tidak
tersedia sumber mata air;

f. Kurangnya SDM yang kompeten;

g. Belum tersedianya database rumah tinggal.

2.3.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Permasalahan pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masayarakat meliputi:

a. Rendahnya kualitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang;

b. Kurangnya jumlah anggota Satpol PP untuk melakukan patroli
terutama di daerah perbatasan

C. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas;

d. Masih kurangnya tenaga PPNS;

e. Kurangnya pos pelayanan dan jumlah mobil pemadam kebakaran
sebagai pendukung kegiatan penanggulangan kebakaran;

f. Minimnya jumlah petugas Damkar yang memenuhi kualifikasi;

g. BPBD Kabupaten Sumedang Klasifikasinya Masih Tipe B, maka sumber
daya manusia yang ada belum optimal dalam menangani permasalahan
kebencanaan yang ada di Kabupaten Sumedang;

h. Belum terbentuknya Tim Tanggap Darurat untuk penanggulangan

bencana-bencana yang tidak terduga;
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i. Tim Relawan Bencana di setiap Kecamatan belum terbentuk karena

belum adanya dukungan anggaran;

j- Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan
bencana;

k. Kurangnya informasi bencana serta logistik untuk penanggulangan
bencana.

2.3.2.1.6. Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan Urusan Sosial meliputi:

a. Belum optimalnya pelayanan dalam penanganan PMKS di Kabupaten
Sumedang;

b. Belum optimalnya penggunaan data DTKS dan Non DTKS;

C. Rendahnya sarana dan prasarana pelayanan Kesos.

2.3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan Urusan Tenaga Kerja meliputi:

a. Kurangnya peminat program pelatihan sehingga dalam pencapaian
standar pelayanan minimal kurang maksimal;

b. Kurangnya tenaga instruktur pelatihan;

C. Kurangnya pemahaman pekerja/buruh serta perusahaan terhadap
undang-undang ketenagakerjaan;

d. Masih adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, seperti
perselisihan mengenai hak, pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan kepentingan;

e. Belum optimalnya hubungan industrial antara perusahan dengan
serikat pekerja/buruh;

f. Masih banyaknya perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran

upah sesuai dengan ketetapan UMK Kabupaten;

g. Masih rendahnya data mengenai jumlah pekerja/buruh perusahaan;

h. Program BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh
pihak perusahaan;

i. Jumlah lowongan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja;

] Kompetensi Calon Tenaga Kerja tidak dapat memenuhi bursa kerja;

k. Akibat pandemi Covid-19 banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan
diberhentikan /PHK.

2.3.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Permasalahan pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak meliputi:

a.

Masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan
terhadap perempuan;

Perempuan dan anak masih menjadi sasaran utama tindak kekerasan;
Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak;

Belum tersedianya data terbaru mengenai organisasi wanita yang aktif.

2.3.2.2.3. Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan urusan Pangan meliputi:

a.

d.

Semakin berkurangnya areal persawahan produktif yang merupakan
salah satu lumbung padi di Kabupaten Sumedang;

Berkurangnya jumlah produksi bahan pangan;

Masih rendahnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan
masyarakat;

Belum optimalnya pengawasan distribusi pangan.

2.3.2.2.4. Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan urusan Pertanahan meliputi:

a.

Permasalahan yang muncul akibat dari terbitnya Permendagri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana dalam
peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan pengadaan tanah
merupakan kewenangan Kabupaten. Hal ini menjadi masalah untuk
pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia;

Pembebasan tanah untuk pembangunan Induk Pusat Pemerintahan

(IPP) belum terpenubhi.

2.3.2.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan urusan Lingkungan Hidup meliputi:

a.

d.

Daya tampung TPS per satuan penduduk masih kecil, hal ini karena
belum tersedianya lahan untuk penambahan TPS di perkotaan;

Belum optimalnya pengembangan RTH Publik;

Belum terdatanya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam
pengembangan kapasitas lingkungan

Belum optimalnya pemantauan kualitas udara dan air;

2.3.2.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Permasalahan pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil meliputi:

a. Terbatasnya blanko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga
menghambat pencetakan KTP-el bagi masyarakat yang telah
melakukan perekaman;

b. Terbatasnya mesin cetak KK dan KTP sehingga pelayanan masih
dilaksanakan di dinas;

C. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoordinasi dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merekam setiap

kejadian, terutama untuk melaporkan kematian.

2.3.2.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

meliputi:
a. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes;
b. Belum optimalnya penyediaan kebutuhan dan data untuk Desa Wisata

dan Inovasi Desa;

C. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di desa.

2.3.2.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana meliputi:

a. Belum optimalnya pelayanan PUS dan MKJP kepada masyarakat;

b. Masih rendahnya peserta KB aktif;

C. Belum adanya pembaharuan data statistik rata-rata usia menikah
wanita,;

d. Banyak peristiwa pernikahan dini bagi remaja akibat Pandemi Covid-
19.

2.3.2.2.9. Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan urusan Perhubungan meliputi:

a. Belum berhasilnya penanganan masalah kemacetan di simpul titik
kemacetan Kabupaten Sumedang, yaitu simpangan pusat aktifitas di

ibukota, Pasar dan Alun-alun Tanjungsari, pertigaan Cimalaka, dan

Jatinangor;

b. Belum optimalnya pengendalian penghentian kendaraan ilegal;

C. Belum optimalnya pengelolaan parkir termasuk pengendalian parkir
liar;

HaB 1L } BETD Hubopaley Soooedane Taduan 2022




Belum optimalnya penyediaan lahan parkir, khususnya di area
perkotaan dan di daerah wisata;

Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan PJU;

Belum optimalnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas;

Belum optimalnya penyediaan rambu dan marka serta fasilitas lalu
lintas lainnya, kususnya di perkotaan;

Belum optimalnya terminal Tipe C (terminal kewenangan kabupaten
dan sub terminal) karena lahan terminal masih berstatus tanah desa;
Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C yang sudah ada;

Belum adanya terminal barang;

Belum memadainya koordinasi terkait pembatasan angkutan barang
yang melalui jalan arteri di Kabupaten Sumedang, sehingga berakibat
pada kemacetan, polusi, rawan kecelakaan, dan lain-lain;

Belum optimalnya pemeliharaan dan pengawasan dan penggunaan
fasilitas lalu lintas (halte, zebra cross, zona selamat sekolah, trotoar,
dan lainnya);

Belum memadainya trayek angkutan penumpang antar kecamatan;
Minimnya sarana dan prasarana uji kendaraan;

Belum adanya pengawasan dan pengendalian keselamatan
transportasi air (Waduk Jatigede) dan dampak aktifitas Pariwisata di
sekitar Waduk Jatigede;

Adanya pengurangan jumlah kendaraan yang beroperasi selama masa

AKB menyebabkan berkurangnya penghasilan para awak angkutan.

2.3.2.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika meliputi:

a.

Rendahnya kualitas ASN dibidang IT dan masih kurangnya
penggunaan TIK untuk menunjang penyelesaian pekerjaannya;
Sarana dan prasarana penunjang ASN dalam hal IT masih sangat
minim;

Belum optimalnya penggunaan system manajemen perangkat daerah;
Belum meratanya penyebaran pemasangan akses internet di
Desa/Kelurahan;

Akses informasi terbatas dan tidak terkoordinir;

2.3.2.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
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Permasalahan pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

meliputi:

a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta
UMKM;

b. Rendahnya kemitraan yang terjalin antara UMKM dengan pelaku usaha

menengah dan besar (retail);

C. Belum terdatanya jumlah koperasi yang masih aktif;

d. Belum adanya database UMKM yang telah diperbaharui;

e. Masih rendahnya wawasan, keterampilan dan kualitas produk yang
dihasilkan oleh pelaku usaha lokal/UMKM;

f. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk UMKM,;

g. Rendahnya minat masyarakat terhadap produk dalam negeri;

2.3.2.2.12. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan urusan Penanaman Modal meliputi:

a. Upaya meningkatkan investasi di kabupaten sumedang masih bersifat
sektoral sehingga prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan
dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal belum optimal;

b. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal di

Kabupaten Sumedang belum optimal;

C. Kurangnya angka investor yang datang berinvestasi di Kabupaten
Sumedang;
d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan

pelayanan terpadu satu pintu.

2.3.2.2.13. Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan urusan Statistik meliputi:

a. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya dalam bidang
statistik;

b. Belum adanya pemutakhiran dan pengintegrasian data statistik
daerah;

C. Kurangnya kesinambungan penyediaan data makro daerah di

Kabupaten Sumedang

2.3.2.2.14. Urusan Persandian
Permasalahan pembangunan urusan Persandian meliputi:
a. Tidak adanya ASN yang ahli persandian/sandiman/sandiwati;

b. Belum optimalnya pengamanan informasi daerah;
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C. Kurangnya kepedulian dan dukungan pada pelaksanaan urusan

persandian.

2.3.2.2.15. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan urusan Kebudayaan, meliputi:

a. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya;
b. Pelaksanaan event seni budaya masih terbatas;
C. Belum optimalnya kontribusi budayawan lokal dalam pengembangan

Kabupaten Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda;

d. Pelestarian situs cagar budaya belum optimal.

2.3.2.2.16. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan urusan Perpustakaan meliputi:

a. Kurangnya minat baca masyarakat;

b. Tidak ada Pustakawan di Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
C. Kurangnya koleksi bahan pustaka;

d. Belum optimalnya kegiatan perpustakaan keliling (Pusling);

e. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif.

2.3.2.2.17. Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan urusan Kearsipan meliputi:

a. Kurangnya pengelola kearsipan/arsiparis;

b. Belum tersedianya digitalisasi arsip sebagai salah satu bentuk
pelayanan arsip daerah;

C. Belum optimalnya pemeliharaan arsip daerah;

d. Belum representatifnya Gedung depo arsip sehingga pelayanan

kearsipan belum berjalan secara optimal.

2.3.2.3. Urusan Pilihan
2.3.2.3.1. Urusan Perikanan

Permasalahan pembangunan urusan Perikanan meliputi:

a. Tidak tercapainya target konsumsi makan ikan yang digalakan di
masyarakat;

b. Belum optimalnya produksi ikan, baik ikan hias, ikan konsumsi dan
benih ikan;

C. Kurangnya pemasaran produksi perikanan.
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2.3.2.3.2 Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan urusan Pariwisata meliputi:

a. Akses menuju destinasi wisata kurang memadai;
b. Terbatasnya pelaksanaan event festival,
C. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;

d. Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan.

2.3.2.3.3. Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan urusan Pertanian meliputi:

a. Kurangnya penerapan teknologi pertanian oleh petani;
b. Berkurangnya hasil usaha pertanian dan peternakan;
C. Masih  tingginya gangguan hama/penyakit tanaman yang

menyebabkan berkurangnya tingkat produksi pertanian;

d. Makin berkurangnya luas lahan pertanian produktif;
e. Minat usaha tani dan ternak yang semakin berkurang;
f. Belum optimalnya penyampaian informasi mengenai pertanian dan

peternakan kepada masyarakat;

g. Skala usaha relatif masih rendah dan keterbatasan permodalan;

h. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang dipakai
sebagai jalur lalu lintas angkutan ternak dari dalam/luar daerah,
sehingga ternak rentan tertular penyakit;

i. Produktivitas ternak masih relatif rendah;

] Tempat pemotongan hewan ternak/unggas di bawah standar
ketentuan kesmavet;

k. Belum tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah;

L. Kurangnya ketersediaan hijauan makanan ternak pada musim
kemarau;

m. Belum terkoordinasikannya pengawasan kesmavet dan pengendalian
penyakit hewan zoonosis dengan instansi/stakeholders terkait;

n. Masih rendahnya pemahaman para konsumen maupun pelaku tata
niaga tentang pangan asal hewan yang ASUH dan bahayanya penyakit
yang bersifat zoonosis;

0. Belum optimalnya kelompok dan organisasi tani dan peternak sebagai
mitra kerja dinas;

p. Kurangnya akses permodalan dan pemasaran produk hasil pertanian
dan peternakan;

q- Belum adanya data statistik peternakan;
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2.3.2.3.4. Urusan Kehutanan
Permasalahan pembangunan Bidang Kehutanan meliputi:
a. Alih fungsi Kawasan hutan menjadi areal genangan Waduk Jatigede;

b. Kurang efisiensinya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura).

2.3.2.3.5. Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan urusan Perdagangan meliputi:

a. Belum adanya kesepakatan kerjasama antara distributor, koperasi dan
pelaku usaha perdagangan untuk melakukan sistem jaringan usaha;

b. Belum terwujudnya kesepakatan antara warga pasar dengan Pemerintah
Daerah dalam rencana pembangunan pasar;

c. Masih terdapatnya lahan-lahan belum bersertifikat yang akan
diperuntukan pembangunan pasar;

d. Belum adanya data valid mengenai perdagangan besar dan eceran yang
tersebar di Kabupaten Sumedang;

e. Kurang fahamnya masyarakat untuk melakukan perdagangan secara

online.

2.3.2.3.6. Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan urusan Perindustrian meliputi:

a. Belum adanya pemutakhiran data mengenai jumlah IKM di Kabupaten
Sumedang;

b. Sarana dan prasarana IKM belum memadai;

c. Belum optimalnya jasa pelayanan/rekomendasi untuk pemberian lisensi
terhadap produk IKM (seperti HAKI, Hak Cipta, Label Halal)

d. Belum optimalnya pemasaran produk IKM;

e. Belum adanya tempat/galeri untuk mempromosikan produk IKM

Sumedang tingkat kabupaten.

2.3.2.3.7. Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan urusan Transmigrasi meliputi:

a. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam hal
penentuan lokasi transmigrasi;

b. Pemberitahuan penentuan lokasi penempatan transmigran dilakukan
pada pertengahan tahun sehingga kegiatannya tidak sesuai dengan
perencanaan yang ditentukan oleh Kabupaten;

c. Kurangnya informasi dan minat masyarakat untuk mengikuti Program

Transmigrasi.
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2.3.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.3.2.4.1. Bidang Perencanaan

Permasalahan pembangunan dalam Bidang Perencanaan meliputi:

a. Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
pembangunan;
b. Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian

pembangunan yang berkategori baik; dan
C. Belum semua pejabat struktural sepenuhnya memahami kedudukan

perencanaan pembangunan.

2.3.2.4.2. Bidang Keuangan Daerah
Permasalahan pembangunan dalam Bidang Keuangan Daerah meliputi:
a. Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah; dan

b. Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah

2.3.2.4.3 Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan dalam Bidang Kepegawaian serta Pendidikan

dan Pelatihan meliputi:

a. Anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan diklat masih rendah,
sehingga target peserta diklat disesuaikan dengan jumlah anggaran
yang tersedia. Hal ini akan berdampak pada jumlah pejabat yang belum
melaksanakan diklat kepemimpinan.

b. Belum terpusatnya anggaran untuk pelaksanaan diklat bagi para
pegawai serta kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dengan
BKPSDM, sehingga jumlah pelaksanaan diklat baik itu diklat teknis
ataupun fungsional tidak dapat terdata secara akurat.

C. Masih rendahnya pegawai memahami dan mematuhi peraturan dan
perundang-undangan mengenai kepegawaian.

d. Kurang optimalnya jaringan internet yang tersedia sedangkan dalam
masa AKB kegiatan lebih banyak dilaksanakan secara virtual.

e. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi yang diperlukan
sebagai penunjang pelaksanaan database ASN, terlebih saat ini
Sumedang menggalakan e-Government.

f. Terjadinya rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanggulangan
covid-19 pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM
Kabupaten Sumedang, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat
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dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

sebelumnya.

2.3.2.4.4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan

meliputi:
a. Belum memiliki fungsional peneliti; dan
b. Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian

dan pengembangan

2.3.2.4.5. Fungsi Lainnya

Permasalahan pembangunan dalam fungsi lain penunjang pemerintahan

daerah meliputi:

a. Belum sinerginya program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten
Sumedang dengan daerah perbatasan dan daerah lainnya;

b. Belum optimalnya kerja sama antar daerah sebagai salah satu solusi
dan inovasi penyelenggaraan pembangunan;

C. Belum lengkapnya database potensi daerah yang akan dikerjasamakan
atau dipromosikan dengan/ke daerah lain;

d. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal
mempermudah alur kerja sama;

e. Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan sinergitas dalam
menjalankan pemerintahan;

f. Proses mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan baik
yang berasal dari Provinsi ataupun Pusat melalui mekanisme tugas
pembantuan dan urusan bersama masih dilaksanakan secara sektoral
tanpa melakukan koordinasi dengan SKPD atau pemerintah setempat
dimana kegiatan tersebut dilaksanakan,;

g. Fungsi koordinasi dari Setda masih dianalogikan sebagai kegiatan
residu dari kegiatan yang belum dilaksanakan oleh SKPD teknis;

h. Dalam fungsi manajemen, Setda belum menjadi penentu bagi kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh SKPD;

i. Banyaknya kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan dan harus
terdanani namun tidak seimbang dengan anggaran yang tersedia

] Pelayanan publik di Kecamatan belum optimal;

k. Belum tersusunnya petunjuk teknis penggunaan Dana Kelurahan

sehingga belum bisa memaksimalkan penggunaan Dana Kelurahan;
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1. Belum dilaksanakannya pemutakhiran mengenai indeks kerukunan
umat beragama di Kabupaten Sumedang;

m. Memudarnya pengetahuan/pengamalan Pancasila sebagai Ideologi
Negara untuk generasi muda;

n. Belum adanya sistem informasi ormas untuk mengetahui jumlah
Ormas yang aktif serta masih adanya stigma negatif terhadap Ormas di
masyarakat;

0. Belum optimalnya pengawasan Orang Asing, Lembaga Asing, dan
Tenaga Kerja Asing yang terdapat di Kabupaten Sumedang;

p. Belum optimalnya pemantauan organisasi terlarang;

q- Masih adanya potensi terorisme dan radikalisme;

r. Adanya bahaya LGBT;

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara. SPM terdiri dari 6 (enam urusan) yaitu (1)
Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4)
Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

1.1. Pendidikan anak usia dini;

1.2. Pendidikan dasar; dan

1.3. Pendidikan kesetaraan;

2. Urusan Kesehatan

2.1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

2.2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

2.3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

2.4. Pelayanan kesehatan balita;

2.5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
2.6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
2.7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

2.8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
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2.9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

2.10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

2.11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

2.12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus);

3. Urusan Pekerjaan Umum

3.1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

3.2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

4. Urusan Perumahan Rakyat

4.1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban

bencana daerah kabupaten/kota;

4.2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

5.1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum,;

5.2. Pelayanan informasi rawan bencana;

5.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

5.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

5.5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

6. Urusan Sosial

6.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di
luar panti;

6.2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

6.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

6.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan
dan pengemis di luar panti; dan

6.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Berdasarkan penilaian Kemendagri atas indikator SPM sebagaimana

dimaksud pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.127
Capaian Indikator SPM Tahun 2020

Berdasarkan Hasil Penilaian Kemendagri Tahun 2021

No Urusan Capalan

(%)
1 Pendidikan 94
2 Kesehatan 11
3 Pekerjaan Umum 10
4 Perumahan Rakyat 13
S Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 97

Perlindungan Masyarakat

6 Sosial 34

Sumber: Kemendgari (2021)

Pada penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, seperti

halnya penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 didahului dengan penyusunan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Peraturan perundangan

yang mengamaatkannya adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

KLHS RPJMD. Salah satu yang menjadi kajiannya adalah capaian SPM

berdasarkan indikator Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan

Pembangunan Berkelanjuta, adalah sebagai berikut:

Adapun pelaksanaan

Standar Pelayanan Dasar Masyarakat di

Kabupaten Sumedang adalah sebagaimana disampaikan dalam tabel sebagai

berikut :
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Tabel 2.128
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2020 Berdasarkan Indikator SDG’s

NO | Substansi Urusan Pertanyaan 2017 2018 2019 2020 Jawaban
1 2 3 4 ) 6 7 8 9

1 SPM Sosial Berapa persentase penyandang | 1.17 1.07 5.2 NA Meningkatnya persentase penyandang difabilitas
disabilitas yang miskin dan rentan miskin dan rentan yang menerima bantuan
yang haknya dapat dipenuhi? pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2017
Jelaskan permasalahan terkait 1.17% menjadi 5.2% pada Tahun 2019
indikator tersebut?

2 SPM Trantiblinmas Berapa proporsi korban meninggal, Tahun 2018 korban meninggal sebanyak 5 orang,
hilang, dan terkena dampak bencana hilang 0, yang terkena dampak sebanyak 3.859
per 100.000 orang? Jelaskan orang dan Tahun 2019 korban meninggal sebanyak
permasalahan terkait indikator 4 orang, Hilang 0, yang terkena dampak 2.143
tersebut? orang dan Tahun 2020 korban meninggal 3 orang,

hilang 1 dan yang terkena dampak 6.457 orang.
- Meninggal (orang) 5 4 3 Resiko bencana di Kabupaten Sumedang sangat
- Hilang (orang) NA 0 0 1 dipengaruhi oleh tingkat kerentanan yang tinggi.
- Terkena dampak (orang) 3.859 2143 6457
3 SPM Trantiblinmas Berapa total jumlah lokasi penguatan | NA NA Na 11 11 lokasi penguatan pengurangan resiko bencana

pengurangan risiko bencana daerah?
Jelaskan permasalahan terkait
indikator tersebut?

4 SPM Trantiblinmas Berapa jumlah korban bencana sosial | O 0 0 0 Di kabupaten Sumedang tidak ada kejadian
yang kebutuhan dasarnya terpenuhi? bencana sosial

Jelaskan permasalahan terkait
indikator tersebut?

5 SPM Sosial Berapa jumlah korban bencana yang | O 0 0 0 Di Kabupaten Sumedang tidak ada kejaidan
mendapatkan pendampingan bencana sosial

psikososial korban bencana sosial?
Jelaskan permasalahan terkait
indikator tersebut?

6 SPM Pendidikan Apakah daerah anda merupakan | Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Di Kabupaten Sumedang tidak ada bencana sosial
daerah rawan bencana alam/bencana
sosial yang mendapat pendidikan

layanan khusus? Jelaskan
permasalahan terkait indikator
tersebut? (SMAB=Sekolah/

Madrasah Aman Bencana)
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kesehatan? Jelaskan permasalahan
terkait indikator tersebut?

NO | Substansi Urusan Pertanyaan 2017 2018 2019 2020 Jawaban
1 2 3 4 S 6 7 8 9

7 SPM Trantiblinmas Indeks risiko bencana pada pusat- | NA NA NA 0.3 Indeks risiko bencana pada pusat-pusat
pusat pertumbuhan yang berisiko pertumbuhan yang berisiko tinggi diantaranya
tinggi. Tahun 2020 Kecamatan Sumedang Utara sebesar

0.333-.0.666, Kecamatan Sumedang Selatan
sebesar 0.333-.0.666. Kecamatan Jatinangor
sebesar 0.333-.0.666 dan Kecamatan Cimanggung
sebesar 0.666-1.

8 SPM Trantiblinmas Berapa besar jumlah kerugian Jumlah Kerugian ekonomi langsung akibat
ekonomi langsung akibat bencana bencana mengalami fluktuasi sesuai dengan tinggi
(Rp) ? Jelaskan permasalahan terkait rendahnya skala bencana tersebut Tahun 2018
indikator tersebut? §88.858.500.0 &135_.799.980.0 1;153 1_2'618'383'2 sebesar Rp5.799.980.000,- Tahun 2019 sebesar

’ ’ Rp.6.627.200.0 | Rp12.618.383.285,- dan Tahun 2020 sebesar
00,- Rp6.627.200.000,-

9 SPM Trantiblinmas Berapa jumlah dokumen strategi | 8 8 8 8
pengurangan risiko bencana (PRB) Kabupaten Sumedang sudah menyusun Dokumen
tingkat daerah? Jelaskan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat
permasalahan terkait indikator daerah sebanyak 8 dokumen
tersebut?

10 SPM Kesehatan Berapa besar. tingkat. prevalensi | 8,5% 8,07 7,55 5.31 prevalensi anemia pada ibu hamil di Kabupaten
anemia pada ibu hamil? Jelaskan . .

. o Sumedang terus mengalami penurun dari tahun
permasalahan  terkait  indikator 2017 sebesar 8.5% menjadi 5.31% ditahun 2020.
tersebut?

11 SPM Kesehatan Berapa rata-rata persentase bayi usia | 75.28 % 78.22 78,66 82.02 Rata-rata persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
kurang  dari 6 bulan yang yang mendapat ASI eksklusif 75.28% ditahun 2017
mendapatkan ASI eksklusif? Jelaskan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020
permasalahan terkait indikator sebesar 82.02%
tersebut?

12 SPM Kesehatan Apakah daerah anda memiliki | 35 35 35 35 kabupaten sumedang memiliki 35 Puakesmas dan
puskesmas yang menyelenggarakan semuanya sudah menyelenggarakan uapaya
upaya kesehatan jiwa? Jelaskan kesehatan jiwa.
permasalahan terkait indikator
tersebut?

13 SPM Kesehatan Berapa tingkat unmet need pelayanan | NA NA NA NA Tidak tersedia data jumlah penduduk yang

memiliki keluhan kesehatan dan
aktifitasnya namun tidak berobat jalan

terganggu
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NO | Substansi Urusan Pertanyaan 2017 2018 2019 2020 Jawaban
1 2 3 4 S 6 7 8 9
14 SPM Kesehatan Berapa tingkat persentase | 100 100 100 100 Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sudah
ketersediaan obat dan vaksin di 100% dari tahun 2017 sampai tahun 2020
Puskesmas? Jelaskan permasalahan
terkait indikator tersebut?
15 SPM Kesehatan Berapa  besar kepadatan dan | 0.054 0,192 0,12 0,127 distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten
distribusi tenaga kesehatan? Sumedang pada tahun 2017 sebesar 0.054, tahun
Jelaskan permasalahan terkait 2018 sebesar 0.192, tahun 2019 sebesar 0.12 dan
indikator tersebut? tahun 2020 sebesar 0.127.
Permasalahannya adalah masih terbatasya tenaga
medis, penyebaran tenaga medis terutama pada
wilayah perbatasan dan fasilitas pelayanannya
yang kurang
16 SPM Pendidikan Berapa proporsi anak-anak dan | 100 100 100 100 Data proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada
remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat
akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir akhir SMP/kelas 9 yang sudah mencapai standar
SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam kemampuan
kemampuan minimum dalam: (i) membaca dan data kemampuan matematika sudah
membaca, (ii) matematika? Jelaskan 100%.
permasalahan terkait indikator
tersebut?
17 SPM Pendidikan Berapa tingkat proporsi sekolah | 71,70 72,54 73,18 89,72 Tingkat proporsi sekolah dengan akses ke (a) listrik
dengan akses ke: (a) listrik (b) internet sudah 100%.
untuk tujuan  pengajaran, (c) Namun Belum ada data yang akurat tentang
komputer untuk tujuan pengajaran, proporsi sekolah yang sudah mendapatkan akses
(d) infrastruktur dan materi memadai ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)
bagi siswa disabilitas, (e) air minum komputer untuk tujuan pengajaran, (d)
layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per infrastruktur dan materi memadai bagi siswa
jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan disabilitas merupakan kewenangan Provinsi, (e) air
(terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis
semua (WASH)? Jelaskan kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air,
permasalahan terkait indikator sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
tersebut?
18 SPM Pendidikan Berapa besar angka persentase guru | SD 67,51% SD 68,59% SD 68,81% NA guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang telah

TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB
yang bersertifikat pendidik? Jelaskan
permasalahan terkait indikator
tersebut?

SMP75,90%

SMP 76,68%

SMP 77,55%

memiliki bersertifikat pendidik belum mencapai
100%.
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NO | Substansi Urusan Pertanyaan 2017 2018 2019 2020 Jawaban
1 2 3 4 ) 6 7 8 9
19 SPM Pekerjaan Berapa besar kapasitas prasarana air Prasarana air baku di Kabupaten Sumedang
Umum baku untuk melayani rumah tangga, | 7,404,322,343 | 7,164,127,701 | 7,634,057,159. NA disuplai dari PDAM, dengan kapasitas prasarana
perkotaan dan industri, serta | .70 (RT) .00 40 terbesar (99,9%) untuk melayani rumah tangga
penyediaan air baku untuk pulau- (RT) (RT) dan hanya sebagian kecil untuk melayani industri
pulau? Jelaskan permasalahan | 5,186,656.30 (0,08%)
terkait indikator tersebut? (Industri) 7,171,299.00 6,876,840.60 Rencana kedepannya ketersediaan air baku di
(Industri) (Industri) Kabupaten Sumedang bersumber dari waduk
jatigede .
20 SPM Pekerjaan Berapa besar angka persentase | 93.95 55% 55.15% 55.30 Rumah tangga di Kabupaten Sumedang yang
Umum rumah tangga yang memiliki akses memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
terhadap layanan sanitasi layak? belum seluruhnya. Tahun 2018 sebanyak 55%,
Jelaskan permasalahan terkait Tahun 2019 sebanyak 55.15%, dan Tahun 2020
indikator tersebut? sebanyak 55.30%
21 SPM Pekerjaan Apakah daerah anda telah | Belum ada | Belum ada Belum ada data | Belum ada data | Kabupaten @ Sumedang belum membangun
Umum membangun infrastruktur air limbah | data data infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat
dengan sistem terpusat skala kota, skala kota, kawasan dan komunal.
kawasan dan komunal? Jelaskan Permasalahannya penyediaan lahan untuk
permasalahan terkait indikator pembangunan infrastruktur air limbah kawasan
tersebut? dan komunal sulit dilakukan terutama di kawasan
padat penduduk.

22 SPM Trantiblinmas Berapa rata-rata jumlah korban | NA Meninggal 5 | Meninggal 4 | Meninggal 3, | Tahun 2018 korban meninggal sebanyak 5 orang,
meninggal, hilang dan terkena Orang Orang, hilang O, | hilang 1, | hilang O, yang terkena dampak sebanyak 3.859
dampak bencana per 100.000 orang? Hilang O kena dampak | terkena orang dan Tahun 2019 korban meninggal sebanyak
Jelaskan permasalahan terkait Terkena 2.143 orang dampak 6.457 | 4 orang, Hilang O, yang terkena dampak 2.143
indikator tersebut? dampak 3859 orang orang dan Tahun 2020 korban meninggal 3 orang,

Orang. hilang 1 dan yang terkena dampak 6.457 orang.
Resiko bencana di Kabupaten Sumedang sangat
dipengaruhi oleh tingkat kerentanan yang tinggi.

23 SPM Trantiblinmas Berapa tingkat Indeks Risiko Bencana | 162.0 162.0 167.0 142.2 tingkat Indeks Risiko Bencana Daerah Kabupaten
Daerah? Jelaskan permasalahan Sumedang Tahun 2017 dan 2018 dengan skor
terkait indikator tersebut? 162,0, Tahun 2019 sebesar 167,0 dan Tahun

2020 dengan skor sebesar 142,2.
24 SPM Trantiblinmas Berapa jumlah sistem peringatan dini | NA 50 desa 59 NA Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim

cuaca dan iklim serta kebencanaan

yang tersedia? Jelaskan
permasalahan terkait indikator
tersebut?

serta kebencanaan terus meningkat sampai pada
tahun 2019 sebanyak 59 Desa dari 260 Desa di
Kabupaten Sumedang
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25 SPM Trantiblinmas Apakah daerah anda memiliki | ada ada ada ada s
. .. Kabupaten Sumedang sudah memiliki dokumen
dokumen strategi pengurangan risiko . . .
Strategi Pengurangan Risiko Bencana sebanyak 8
bencana? Jelaskan permasalahan dokumen
terkait indikator tersebut? )
26 SPM Trantiblinmas Berapa jumlah strategi pengurangan | 8 8 8 8
risiko bencana (PRB) tingkat daerah Kabupaten Sumedang sudah menyusun Dokumen
yang tersedia? Jelaskan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat
permasalahan terkait indikator daerah sebanyak 8 dokumen
tersebut?
27 SPM Berapa jumlah fasilitas publik yang | - - - - fasilitas publik yang menerapkan Standar

menerapkan  Standar Pelayanan
Masyarakat (SPM) dan teregister?
Jelaskan permasalahan terkait
indikator tersebut?

Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister masih
belum tersedia.

Permasalahannya pemerintah daerah masih belum
memiliki data yang akurat.

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2021) (diolah)
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2.5. Inovasi

Peranan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan
pengembangannya yang berbasis kesisteman, telah dituangkan di dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Visi misi maupun arah
pembangunan, di dalam Undang-Undang tersebut, menekankan tentang
pentingnya inovasi dalam membangun daya saing.

Visi Pembangunan Nasional jangka panjang Tahun 2025 sebagaimana
tercantum di dalam RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan “Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan makmur” yang salah satu implementasinya
dituangkan ke dalam Misi ke-2 yaitu “mewujudkan Bangsa yang berdaya
saing” dengan salah satu arahan kebijakannya adalah “...penguatan sistem
inovasi dalam rangka pembangunan ekonomi yang  berbasis
pengetahuan....”.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara
umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi
dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan
penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis,
pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan
(penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi
keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan
tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu bangsa sangat
ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka
diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang
berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan
keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu
kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan beberapa inovasi,

yaitu:

2.5.1.Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pada akhir Tahun 2018, pemerintah pusat menetapkan 100
Kabupaten/Kota prioritas penurunan stunting di Indonesia dimana salah
satunya adalah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun
2018, Prevalensi Stunting Kabupaten Sumedang cukup tinggi yaitu sebesar

32,2 persen. Menyikapi hal diatas, dalam RPJMD Kabupaten Sumedang
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Tahun 2018-2023, salah satu Indikator Kinerta Utama Bupati dalam
mewujudkan Sumedang Simpati adalah Persentase Balita Stunting. Target
penurunan persentase balita stunting adalah sebesar 3% per tahun sehingga
pada Tahun 2023 target prevalensi stunting hanya tinggal 17%.

Untuk percepatan pencapaian target persentase balita stunting maka
pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun inovasi dengan membentuk
Gugas Tugas Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi
sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 441/Kep.325-
Bappppeda/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penurunan
dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Tujuan inovasi penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi ini
adalah menurunkan persentase balita stunting setiap tahun di Kabupaten
Sumedang. Sedangkan manfaat inovasi penurunan dan pencegahan stunting
terintegrasi adalah program pencegahan stunting lintas sektor dapat berjalan
secara sinergi (integrasi), efektif, efisien dan berhasil guna dalam
menurunkan persentase balita stunting di Kabupaten Sumedang.

Inovasi ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi
Jawa Barat serta Pemerintah Pusat. Penghargaan itu merupakan kerja keras
dari aparatur pemerintah didukung berbagai komponen masyarakat untuk
mewujudkan Sumedang Simpati, Sumedang yang lebih baik, maju dan
berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk tingkat Provinsi,
penghargaan yang diarih adalah Terbaik I Kategori Kabupaten dengan Kinerja
Terbaik dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Tahun
ke II Tingkat Jawa Barat. Sedangkan untuk tingkat Nasional, Pemkab
Sumedang berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia untuk Kabupaten Terbaik Ke-3 Wilayah Regional
II (Wilayah Tengah) dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan
Stunting Terintegrasi Tahun 2020.

Inovasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi saat ini telah
dilengkapi dengan aplikasi SIMPATI. Aplikasi SIMPATI merupakan bentuk
kerjasama dengan PT. Telkomsel yang memberikan aplikasi dan 300 ponsel
beserta kartu seluler kepada KPM. Aplikasi SIMPATI untuk memantau
pertumbuhan dan perkembangan pada 1000 hari pertama kehidupan dengan
tujuan agar seluruh orang tua dan pemerintah daerah dapat berperan aktif

dalam memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak secara berkala.
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Gambar 2.54
Dokumentasi Prestasi Inovasi
Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi
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Dashboard Aplikasi SIMPATI

Terbaik Ke-3 Wilayah Regional II (Wilayah
Tengah) dalam pelaksanaan 8 Aksi
Konvergensi Penurunan Stunting
Terintegrasi Tahun 2020

Sumber: Bappppeda (2021)

2.5.2.Strategi Komplementer 7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa

Darurat Covid-19

Sesuai dengan kalender pendidikan Tahun 2020/2021, satuan
pendidikan PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS dimulai pada tanggal 13 Juli
2020. Namun bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid

-19 yang tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar
mengajar (KBM) tatap muka di sekolah sebagaimana dalam keadaan
normal.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri
mengeluarkan Keputusan Bersama bahwa hanya bagi kabupaten/kota
dengan status zona hijau yang diizinkan proses belajar mengajar tatap muka
di sekolah mulai tanggal 13 Juli 2020 dengan syarat dan ketentuan tertentu.
Sedangkan bagi kabupaten/kota yang tidak/belum berstatus zona hijau
dilarang menyelenggarakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah
untuk dan dengan alasan apapun. Bahkan bagi daerah kabupaten/kota yang
sudah dinyatakan berstatus menjadi zona hijau pun tidak dapat secara serta
merta melakukan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah, tetapi

harus didahului oleh kajian dan pembahasan yang cermat dengan

Hak I
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mempertimbangkan banyak hal demi mengutamakan keselamatan dan
kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga dengan
demikian proses belajar mengajar tatap muka harus melalui tahapan dan
prosedur yang cermat antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota terutama dalam pengecekan sarana prasarana pendukung
protokol kesehatan, skrining kesehatan peserta didik, tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan serta SOP pembelajaran.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, maka harus dicari terobosan
(inovasi) agar proses pendidikan dan pengajaran bagi peserta didik tetap
berlangsung walaupun dimasa pandemi. Alternatif pembelajaran dapat
dilasanakan melalui media daring, namun kondisi di Kabupaten Sumedang
belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Disisi lain,
bahwa pendidikan dan pengajaran harus berpegang teguh pada prinsip adil,
merata, dan menjangkau semua siswa. Sehingga diperlukan sebuah strategi
yang bersifat komplementer (saling mengisi dan melengkapi antara teknik
daring dan luring). Maka langkah dibentuklah sebuah inovasi berupa
Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran.

Strategi pembelajaran komplementer yang telah dirumuskan
merupakan jawaban sekaligus salah satu alternatif pemecahan masalah yang
kami temui diawal masa darurat pandemi Covid-19 yaitu pembelajaran jarak
jauh (Belajar Dari Rumah) yang lebih menitikberatkan kepada metode
pembelajaran Daring yang ternyata kurang efektif karena secara nyata tidak
mampu memenuhi unsur keadilan dan pemerataan, karena berdasarkan
data kasar yang kami miliki di Kabupaten Sumedang metode pembelajaran
Daring hanya mampu menjangkau 31% peserta didik, serta kurang efisien
karena setiap individu guru dan peserta didik harus mengeluarkan biaya
kuota internet yang tidak murah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik,
pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan
prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Inovasi Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran Masa Darurat
Covid-19 ini bahkan telah didaftarkan hak ciptanya ke Kementerian Hukum

dan HAM dengan Nomor EC00202049761 tanggal 15 November 2020.
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Gambar 2.55
Dokumentasi Inovasi Strategi Komplementer
7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19
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2.5.3.Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri (SI ICE

MANDIRI) V.1.1

Si Ice Mandiri merupakan sebuah sistem informasi pelayanan
perizinan dan non perizinan yang memungkinkan pemohon dapat
mengunduh SK perizinan dan mencetaknya secara mandiri. Aplikasi ini
berbasis online sehingga masyarakat dapat melakukan pengajuan perizinan
dengan memanfaatkan teknologi internet. Sistem informasi ini sangat cocok
digunakan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu) di kabupaten/kota. Sistem informasi ini dilengkapi dengan
kemampuan-kemampuan yang dapat memudahkan baik dari sisi pemohon
(masyarakat) maupun dari sisi petugas (DPMPTSP). Semua tahapan
pemrosesan permohonan dapat dipantau oleh pemohon sehingga ada
kejelasan waktu penyelesaian.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan perizinan maupun
non perizinan semuanya menggunakan arsip digital, pemohon diharuskan

mengunggah semua berkas-berkas tersebut ke SI ICE MANDIRI. Dengan
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demikian satu berkas tersebut dapat digunakan untuk seluruh proses
termasuk yang berkaitan dengan SKPD Teknis terkait (single submission).
Berkas digital juga memudahkan pemohon jika suatu saat membutuhkan
kembali berkas-berkas tersebut.

Produk hukum perizinan maupun non perizinan yang telah selesai dan
diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Sumedang melalui SI ICE MANDIRI berupa
soft file yang dapat diunduh oleh pemohon kapan saja dan dimana saja. Jika
pemohon membutuhkan salinannya maka pemohon dapat mencetaknya
secara mandiri. Soft file ini memiliki kekuatan hokum yang sama dengan
dokumen yang menggunakan cap dan tanda tangan basah karena telah
ditanda tangan secara digital dan memiliki keamanan yang baik. Soft file dari
produk SI ICE MANDIRI juga dilengkapi dengan QR Code untuk
memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memeriksa
keabsahannya.

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya pengembangan
aplikasi ini diantaranya adalah waktu pemrosesan perizinan lebih cepat;
keamanan data lebih terjamin; pemohon lebih cepat mengetahui terkait
dengan progres permohonan ijin melalui notifikasi email dan fasilitas
tracking ijin pada SI ICE MANDIRI 1.1 serta terimplementasikannya
konfirmasi Status Wajib Pajak (KSPW) pada aplikasi SI ICE MANDIRI 1.1
sehingga pemrosesan permohonan ijin hanya dilakukan kepada pemohon
yang sudah memenuhi kewajibannya atas pajak daerah dan pajak

kendaraan bermotor.
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Gambar 2.56
Dokumentasi Inovasi
Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri
(SI ICE MANDIRI) V.1.1

Aplikasi SI ICE MANDIRI

2.5.4.Aplikasi e-Office

Pengelolaan surat secara konvensional seringkali menghadapi kendala
atau permasalahan  yang  dapat menyebabkan keterlambatan
penandatanganan surat, disposisi surat, posisi surat sulit dilacak, surat
terlambat disampaikan kepada penerima, arsip surat menumpuk, sulit
mengecek keaslian tanda tangan, format surat yang berbeda dan tidak sesuai
pedoman tata naskah dinas, penggunaan stempel yang berbeda/tidak resmi,
serta penomoran surat yang tidak tersentralistik.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut guna
meningkatkan kinerja dan efisiensi penyelenggaraan dan pelayanan
administratif, maka dibuatlah inovasi berupa aplikasi e-Office Sumedang.
Tujuan penerapan e-office yaitu untuk mendukung pelaksanaan e-
government dalam rangka percepatan menuju Sumedang Digital Region serta
untuk efisiensi pelaksanaan surat menyurat (menjadi lebih cepat, mudah,
hemat, dan aman).

Aplikasi e-offfice dalam rangka penerapan tata naskah dinas secara
elektronik merupakan inovasi pada bidang tata kelola pemerintahan dalam
rangka pelaksanaan e-government (e-Gov). Dalam paradigma Bureaucracy 3.0
(dinamic government) di masa industri 4.0, digitalisasi penyelenggaraan
pemerintahan merupakan suatu keniscayaan, penyelenggaraan

pemerintahan dituntut serba cepat dan praktis. Digitalisasi administrasi
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persuratan mengubah kultur konvensional ke digital yang selaras dengan
kemajuan zaman.

Aplikasi e-Office Sumedang merupakan hasil modifikasi dan
penyempurnaan  aplikasi  e-office KemenpanRB. Modifikasi dan
penyempurnaan tersebut diantaranya dengan penambahan/penggunaan
tanda tangan digital (digital signature) yang dikeluarkan oleh BSSN melalui
BSrE. Sementara pihak KemenpanRB tidak menggunakan tangan digital
melainkan hanya QR code atau barcode. Tanda tangan digital legalitasnya
sama dengan tanda tangan basah yang dibubuhi stempel. Hal ini telah
dijamin oleh Undang-Undang ITE.

Saat ini, e-Office telah dikembangkan hingga ke pemerintahan desa
melalui e-Office Desa. Dengan adanya aplikasi e-Office Desa, diharapkan

dapat meningkatkan kinerja di Pemerintahan Desa.

Gambar 2.57
Dokumentasi Inovasi aplikasi e-office
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BaB 1L / BETT: Kubupaley Swocedane Talwin 2022 JIEEER




2.5.5.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meluncur ke 270
desa di Kabupaten Sumedang sangat besar, yakni mencapai Rp 303,565
milyar namun pengelolaannya belum berbasis kinerja (perencanaan lemah,
serta tidak melakukan perjanjian, pengukuran dan evaluasi kinerja).
Pengelolaan DD dan ADD tersebut juga belum berorientasi hasil, sehingga
angka kemiskinan dan angka stunting di Kabupaten Sumedang masih tinggi,
serta pelayanan publik belum optimal. Angka kemiskinan 9,76 % (Jawa Barat
7,83 %), angka stunting 9,7 % (Angka prevalensinya di atas rata-rata Jawa
Barat yakni 32,2 %, sementara Jawa Barat 29,2 %), serta hasil survei
kepuasan masyarakat baru mencapai 80,74. Di sisi lain tata kelola
pemerintahan desa belum bersinergi dengan tata kelola pemerintahan
kecamatan dan kabupaten. Desa-desa belum fokus membidik permasalahan
kemiskinan, stunting dan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, agar tata kelola pemerintahan desa berbasis
kinerja, berorientasi hasil dan fokus terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik, serta sinergi dengan agenda pembangunan kecamatan dan
kabupaten, maka diluncurkan kebijakan SAKIP Desa. Melalui penerapan
SAKIP Desa, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban pemerintahan desa berlangsung lebih optimal, serta
Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pun dapat dilakukan lebih
baik lagi, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, sampai dengan pemantaunnya. Dengan penerapan SAKIP
Desa yang ditunjang dengan pengembangan SPIP tersebut, tata kelola
pemerintahan desa semakin akuntabel, transparan dan partisipatif.
Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan desa pun menjadi lebih
baik, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Good Villlage Governance.

SAKIP Desa adalah adalah sebuah terobosan yang unik karena untuk
pertama kalinya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dan
berorientasi hasil (performance based budgeting), diterapkan secara sistemik
dalam tata kelola pemerintahan desa. Penerapan SAKIP Desa di Kabupaten
Sumedang juga memiliki nilai kebaruan dalam pengembangan Good Village
Governance, karena yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Setelah penerapan SAKIP Desa, 270 Desa sudah di Kabupaten
Sumedang kini sudah berorientasi hasil (Angka Kemiskinan turun (9.06 %)
dan Stunting turun (8,7 %), serta hasil Survei Kepuasan Publik semakin

meningkat (82,27). Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sumedang
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tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan (Desa Mandiri : 4; Desa
Maju : 91; Desa Berkembang: 175; Desa Tertinggal : 0).

Keberlanjutan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang dapat dijamin
karena desain program ini dikembangkan secara TERSTRUKTUR (melibatkan
peran aktif lintas jenjang pemerintahan, yakni SKPD Kabupaten, Kecamatan
dan Desa), SISTEMIK (dilakukan melalui pendekatan sistem “performance
management”), MASIF (dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan
dengan memobilisasi berbagai potensi daerah), INTEGRATIF (desain SAKIP
Desa ditransformasi ke platform digital dan diintegrasikan dengan Super App
e-Office Desa).

Sebagai landasan yuridis, agar SAKIP Desa terjamin keberlanjutannya,
telah diterbitkan 2 (dua) regulasi kunci, yakni : Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Desa, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi

SAKIP Desa.

Gambar 2.58
Dokumentasi Inovasi SAKIP Desa

Replikasi SAKIP Desa

SAKIP Desa yang terintegrasi dengan e-
Office Desa
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2.6. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk
menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan
terkoordinasi melalui kesiapsiagaan sumber daya kesehatan.
Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan mengikuti siklus
penanggulangan Bencana dengan penyesuaian yang meliputi tahap prakrisis
kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, dan pascakrisis kesehatan
dengan penekanan pada upaya mencegah kejadian Krisis Kesehatan yang
lebih parah atau buruk dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko
bencana.

Penanganan KLB terjadi pada Tahun 2020, yaitu adanya Coronavirus
Disease atau disebut juga Covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara
di dunia. Penyebaran virus Covid-19 terjadi melalui droplet dalam kontak
dekat tanpa pelindung. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat
dianjurkan dalam rangka pencegahan penularan virus ini.

Bagi pemerintah Kabupaten Sumedang, kebijakan penanggulangan
pandemi Covid-19 dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor:443/Kep.161-BPBD /2020
tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Covid-19 di
Kabupaten Sumedang. Gugus Tugas Covid-19 melibatkan multi stakeholder
yang secara sinergi bertugas melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 baik
dari aspek medis maupun non medis dengan pelaporan rutin setiap hari yang
hasilnya digunakan untuk pengambilan kebijakan. Kebijakan diantaranya
berupa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
sebagaimana diatur Peraturan Bupati Sumedang Nomor 30 Tahun 2020
tentang Pelaksanakaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Pananganan Covid 19. Dan pelaksanaan operasi secara berkala
dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan menerapkan 3 (tiga) M
yaitu Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dengan sabun dan Menjaga
Jarak dengan Menjauhi Kerumunan.

Kebijakan ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah karena memiliki
konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terganggu ketika
pembatasan sosial berlaku. Sementara di sisi kesehatan masyarakat,
ancaman penyebaran virus yang massif jika tidak membatasi aktivitas
masyarakat di luar rumah bisa mengancam jiwa yang berdampak pada
kehilangan modal manusia, khususnya tenaga medis. Secara garis besar

kebijakan yang diambil adalah sebagaimana pada gambar dibawah ini :
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Gambar 2.59
Kebijakan Penanganan Covid-19
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Salah satu upaya pemerintah untuk penanganan Covid-19 tercantum

dalam Tabel berikut.

Tabel 2.127
Barang Habis Pakai dan Aset Tetap Penanggulangan Covid-19
di Kabupaten Sumedang

Tahun 2020
(unit)

No Uraian Jumlah

A | Barang Habis Pakai

1 | Alat Pelindung Diri (APD) 3.500
2 Masker 210.000
3 Kaos Tangan 210.000
4 Hand Sanitizer 250 ml 10.500
S | Alat Rapid test 7.200
B | Aset Tetap
1 | Thermo Gun 70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Sebagai antisipasi dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten
Sumedang melakukan beberapa kajian agar penyebaran Covid-19 tidak
semakin meluas dan memberikan dampak lebih buruk pada kesehatan dan
perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang. Diawali dengan kajian

pemetaan sebaran penduduk usia kerja di berbagai daerah, terutama yang
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terkategori zona merah, untuk meminimalisir masuknya pemudik menjelang
hari raya Idul Fitri 1441 H atau pada Tahun 2020. Sebagian besar bekerja di
zona merah yaitu Kota dan Kabupaten Bandung. Masuknya pemudik dari
zona merah inilah yang dikhawatirkan dapat memicu penyebaran Covid-19
di Kabupaten Sumedang sehingga diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala

Besar untuk mencegahnya.

Gambar 2.60
Potensi Mudik Penduduk Sumedang dari Zona Merah Covid-19
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Sumber: Sakernas, 2019 (diolah)

Ketika terjadi pelonggaran PSBB, Pemkab Sumedang kembali
melakukan kajian melalui survei yang disebarluaskan secara online pada
masyarakat Sumedang untuk menggali persepsi dan kesiapan masyarakat
memasuki masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Berdasarkan hasil survei,
responden mengetahui dan memahami kebijakan AKB di Sumedang disertai
beberapa perubahan perilaku seperti rajin menggunakan masker. Dalam
perspektif ekonomi masyarakat menerima dengan baik kebijakan AKB ini
disebabkan banyaknya penduduk yang mengalami penurunan pendapatan

akibat pembatasan sosial yang berlaku. Namun, dari aspek kesehatan tetap

ada kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 ketika harus beraktivitas di

luar rumabh.
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Gambar 2.61
Kebiasaan Baru yang Dilakukan Masyarakat Sumedang setelah
Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru
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Sumber: Bappeda Kabupaten Sumedang (2020)

Pemkab Sumedang juga melakukan kajian dampak Pandemi Covid-19
pada sektor esensial di masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari
hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua UKM yang disurvei
mengalami penurunan omzet usaha yang sangat signifikan, yaitu sekitar 75

persen, bahkan sebagian dari UKM ada yang berhenti berusaha.

Gambar 2.62
Omzet Bulanan Usaha Mikro (omzet tahunan maksimum 300 juta
rupiah) (n:76)
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Sumber: Hasil Survei Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Sumedang, 2020 (diolah)

I : 5 BagB Il / EETT: H:l.'l.'-uia.l.-.'u SI.